SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 33
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembanguan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang....... /2
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
53).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2022 Nomor 1) ;

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2023 Nomor 26);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 33 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal....... /S
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. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dihapus sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaiman dimaksud

dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. BABI Pendahuluan
b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah
Provinsi;

c. BABIII Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah Provinsi

d. BABIV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan
Daerah Provinsi Tahun 2024;

e. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Provinsi Tahun 2024,
f. dihapus

g. BABVII Penutup

(2) Isi dan uraian Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 32

alifiansesuai dengan aslinya

ot B o
ok ‘.}2 "
il 77

74




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), atau dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah selesai
disusun sesuai dengan amarat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 mempunyai
kedudukan strategis, sebagai perencanaan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah
dalam periode 1 tahun. Kemudian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun
2024, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024 ini, kami ucapkan terima kasih.

Nabire, Juli 2024
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom
Baru (DOB) di Provinsi Papua yaitu Papua Tengah, terdapat beberapa hal yang perlu
dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai inisiator terhadap pembentukan DOB salah
satunya melakukan identifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh DOB untuk
dapat menjalankan fungsi pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah terdapat beberapa kebutuhan
anggaran yang diperlukan DOB diawal jalannya pemerintahan salah satunya yaitu
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3, telah mengamanatkan
bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004. Sebagai salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang
disebut RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal
260. juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara
operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga, disebutkan
bahwa dokumen perencanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah. Namun

dalam masa peralihan sampai dengan terpilihnya kepala daerah tersebut, pemerintah



DOB perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti
dokumen RPJMD dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 di 3 Provinsi DOB
sebagai penjabaran dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tidak dapat
dilakukan secara normatif sesuai Peraturan Perundang-undangan mengingat adanya
kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan diantaranya: 1) Timeline penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024 sudah melewati batas
waktu penetapannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan 2) belum terpilihnya
anggota DPRP di DOB karena menunggu hasil Pemilu Tahun 2024,

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses
penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah
diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagai
berikut.

1. Rancangan Perubahan RKPD
a. Pada tahapan Rancangan ini serangkaian ini serangkaian aktivitas yang dilakukan
meliputi:
I. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. Penyajian rancangan perubahan RKPD.
b. Pada rancangan perubahan RKPD berpedoman pada:
1. Peraturan Daerah tentang RPIMD; dan
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun
berkenaan
¢. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:
1. Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi sampai dengan Triwulan IT (Triwulan
Dua) tahun 2024;
Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
4. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan
Daerah; dan

5. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.



2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Pada tahap penyusunan

rancangan Perubahan RKPD aktivitas vang dilakukan terdiri dari :

a.

Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi
Rancangan Akhir Perubahan RKPD;

Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD;

Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang
perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi
Fasilitasi sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai
pembentukan produk hukum Daerah;

Hasil fasilitasi disampaikan kepada gubernur dalam bentuk surat Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

Hasil fasilitasi disampaikan kepada bupati/wali kota dalam bentuk surat gubenur
melalui kepala BAPPEDA provinsi;

Gubernur dan bupati/wali kota menyempurnakan rancangan Perkada tentang

perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi

3. Penetapan Perubahan RKPD, Pada tahapan ini perlu memperhatikan:

a. Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling

lambat minggu ketiga bulan Juli;

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan:

1. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

2. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk

dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD;



. Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan
RKPD kabupaten/kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;
Peraturan Bupati/Wali Kota dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi

Papua Tengah Tahun 2023 adalah: (diurutkan sesuai tahun)

1.

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah;



11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

15.

20.

21

22.

23.

24,

25.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;:

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan

Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua:

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan,

Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan

Pembangunan Papua;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
5
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5.1317 tahun 2023 tentang
perubahan atas Keputusna Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi. Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2024;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.

Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selain disusun dengan

mempedomani RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026, juga berpedoman pada dokumen

perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP, RIPPP dan

RPJM Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang



memuat tujuan dan sasaran pemerintah daerah. RPD berperan sebagai acuan dasar dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat
mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPD
tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. RPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan
dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu
mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka
menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan
RKPD 2024 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang
bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi
rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen
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1.4 Maksud dan Tujuan

1.5

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah Pembangunan tahunan
Provinsi Papua Tengah Karena adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan
yang sudah ditetapkan. maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah
tahun 2024, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah: (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah
dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024; (2). Menjadi landasan
bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai
dasar penyusunan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024; (3). Menjadi acuan penyusunan
Perubahan RKPD tahun 2024 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah: (4).
Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

monitoring evaluasi pembangunan.

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah., Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun
2024 meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD yang meliputi latar belakang,
dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen Perubahan
RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD agar substansi pada bab-
bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



BAB I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024
Pada bab ini memuat Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II tahun 2024,
Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan II tahun 2024ndan Permasalahan
Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,
yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah, termasuk pendapatan dan belanja dana otonomi khusus.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, prioritas dan sasaran pembangunan
daerah berdasarkan hasil analisis terhadap eveluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu startegis dan masalah
mendesak ditingkat daerah dan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan

otonomi khusus.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPD. Pada bab ini juga mengemukakan tentang arah kebijakan

pembangunan Kabupaten-kabupaten di provinsi papua Tengah 2024.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah
pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang
langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan

dalam pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah.



BAB 11
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II,
dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan, sub kegiatan, dengan melihat
Tingkat kemajuan pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan bulan juni
2024, adapun penentuan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada PERMENDAGRI
No 86 Tahun 2017 halaman 495. Penilaian yang dilakukan untuk kinerja yang dilaksanakan
kurang dari 1 (Satu) tahun, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada

tingkat keluaran sub kegiatan dengan interval sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Kurang dari | (satu) Tahun

NO | IntervalNilai Realisasi Kinerja m:’;‘:n“;‘;:
1 41 % < 50% Sangat Tinggi
2 36%<40% Tinggi
3 26% <35% Sedang
4 11% <25 % Rendah
5 <10% Sangat Rendah

Sumber data : Bapperida Provinsi Papua Tengah, 2024 (Data diolah)

Secara umum ada beberapa kondisi evaluasi capaian kinerja perangkat daerah pada
RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024. Kondisi tersebut antara lain ada
beberapa capaian kinerja yang masih tergolong rendah dan mempengaruhi kinerja Provinsi
Papua Tengah. Berikut dijabarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan
I1 tahun 2024.
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2.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 11

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

TARGET & REALISASI SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II*)
NO PERANGKAT DAERAH PAGU REALISASI ANGGARAN (Rp)
Bobot Realisasi %
(%)
1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 871.125.808.599,00 = 20,17 79.954.220.162.,00 9,17
2 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN 255.076.431.202,00 | 5,91 42.993.844.731,00 16,85
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |701.860.700.482.00 | 16,25 51.932.578.356,00 7.39
RAKYAT
4 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 34.242.866.562,00 | 0,79 5.689.355.823,00 16,61
PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN
BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
5 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 99.757.766.845,00 | 231 52.472.532.839,00 52.59
" PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN |126.673.742.992.00 | 2.93 12.611.345.779,00 9,95
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN 112.935.052.095,00 = 2,62 7.474.806.277,00 6,61
DAN PERIKANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN
® | DANPERTANAHAN | 60721.147.262,00 | 141 | 8.485.494316,00 il
DINAS ADMINISTRASI KEPEN KAN D
[ 9 PENCi'?ATAN S]pl}[f%EMg}ERgH?gAN e 13.042.275.043.,00 0,30 3.269.898.311,00 25,07
| MASYARAKAT DAN KAMPUNG
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DINAS PERHUBUNGAN

10 173.969.335.281,00 | 4,03 4.852.915.601,00 2,78
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

11 et e 54.729.624.168,00 127 3.678.460.988.00 6,72

12 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 46.875.328.429.00 1,09 2.211.723.099,00 4,71
MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN

13 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN 9.125.563.198,00 0.21 4.352.284.871.,00 47,69
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

14 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 34.895.272.501,00 @ 0,81 11.558.576.949,00 33,12
PERIWISATA

15 | SEKRETARIAT DAERAH 894.971.681.875,00 | 20,73 82.988.674.639,00 9,27

16 | SEKRETARIAT DPRD 149.939.362.097,00 = 3,47 15.395.620.390,00 10,26

17 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 36.220.053.292,00 | 0,84 13.325.902.844,00 36,79
RISET DAN INOVASI DAERAH

18 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, 839.238.196.194,00 = 19.43 291.544.770.546,00 34,73
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN 24.488.068.722,00 | 057 4.100.714.781,00 16,74
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

20 | INSPEKTORAT 32.304.316.890,00 | 0,75 10.684.741.627,00 33,07

21 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 118.061.076.739,00 | 2,73 75.370.298.330,00 63,84

22 | MAJELIS RAKYAT PAPUA 129.779.888.276,00 | 3,01 22.101.322.814,00 17,02

— 4.820.033.558.744,00 807.050.084.073,00 16,74
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2.2 Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib

Tabel 2. 3 Realisa Belanja Daerah Berdasarkan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Periode 1 Januari — 30 Juni 2024

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN $71125808.599,00 | 79.954220.162,00 | 9,17 | 791.171.588.437,00
1.01.01 e 56.625.938.104,00 |  5.073.268.943,00 8,95 51.552.669.161,00
1.01.01.1.01 Eil;e:::lanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 669.350.000,00 0,00 0,00 669.350.000,00
1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 69.350.000,00 0,00 | 0,00 69.350.000,00
1.01.01.1.01.0006 gf;:‘:::ﬁif:j: o o s i s 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.334.947.656,00 1.878.619.040,00 | 15,23 10.456.328.616,00
1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.934.947.656,00 1.878.619.040,00 | 15,74 10.056.328.616,00
1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000.,00 0,00 0,00 100.000.000,00
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PERGESERAN
1.01.01.1.02.0007 ST s, Mot s inevingna S 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 795.653.600,00 27.500.000,00 | 345 768.153.600,00
1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 630.000.000,00 27.500.000,00 | 4,36 602.500.000,00
1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 165.653.600,00 0,00 | 0,00 165.653.600,00
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.284.465.843,00 1.917.108.513,00 6,54 27.367.357.330,00
1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.969.813.843,00 51.300.000,00 | 2,60 1.918.513.843,00
1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 507.500.000,00 135.947.635,00 | 26,78 371.552.365.00
1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000.000,00 24.884.000,00 | 4,97 475.116.000,00
1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.223.412.000,00 447.069.000,00 | 4,84 8.776.343.000,00
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.083.740.000,00 1.257.907.878.00 | 736 15.825.832.122,00
1.01.01.1.07 I msterrebe At e 3.500.993.000,00 0,00 0,00 3.500.993.000,00
1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.360.493.000,00 0.00 0,00 3.360.493.000,00
1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 140.500.000,00 0,00 | 0,00 140.500.000,00
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.521.968.005,00 1.250.041.390,00 | 16,61 6.271.926.615,00
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.273.378.005.00 29.761.390.00 2.33 1.243.616.615.00
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.248.590.000,00 1.220.280.000,00 | 19,52 5.028.310.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % KETERANGAN
PERC AN
1.01.01.1.09 Pemeli'llaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.518.560.000,00 0.00 0,00 2.518.560.000,00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
1.01.01.1.09.0001 Kend Peccitii Difas atits Ko Difiss, Jabétia 46.130.000,00 0,00 0,00 46.130.000,00
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 215.900.000,00 0,00 [ 0,00 215.900.000,00
1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 1.483.000.000,00 0,00 | 0,00 1.483.000.000,00
1.01.01.1.09.0010 Peseilisacana/Rebabilia, Seoana dan Poisarsna Gedung Katior 773.530.000,00 0,00 | 0,00 773.530.000,00
atau Bangunan Lainnya
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 776.450.542.895,00 | 74.880.951.219,00 | 9,64 701.569.591.676,00
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 210.360.808.015,00 206.280.000,00 0,09 210.154.528.015,00
1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 191.628.989.815,00 0,00 0,00 191.628.989.815,00
1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00
1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.409.200.000,00 206.280.000,00 6,05 3.202.920.000,00
norozLonoes | L esubengen Ka Fendidic dan Tonaga Kependiclion pac 1 438.800.000,00 0,00 | 0,00 1.438.800.000,00
Satuan Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 5.063.290.000,00 0,00 0,00 5.063.290.000,00
1.01.02.1.03.0053 E;‘L‘:ikm" Kapexions Beagpioias Dens SOS Sck Rendidteen 72.500.000,00 0,00 | 0,00 72.500.000,00
1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 4.218.625.600,00 0,00 | 0,00 4.218.625.600,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
1.01.02.1.03.0059 Ipondins;, Borcocaysan, Supervisi dan Bvaluast Laysonn i 3.261.524.800,00 0,00 | 0,00 3.261.524.800,00
Bidang Pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk
1.01.02.1.03.0073 Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 467.877.800,00 0,00 | 0,00 467.877.800,00
1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas 124.498.083.030,00 0,00 0,00 124.498.083.030,00
1.01.02.3.04.0001 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas 124.498.083.030,00 0,00 0,00 124.498.083.030,00
1.01.02.3.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas 2.022.949.500,00 0,00 | 0,00 2.022.949.500,00
1.01.02.3.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya 2.022.949.500,00 0,00 0,00 2.022.949.500,00
1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP 129.917.576.900,00 | 64.602.524.820,00 49,72 65.315.052.080,00
1.01.02.3.06.0007 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi 129.917.576.900,00 | 64.602.524.820,00 | 49,72 65.315.052.080,00
1.01.02.3.07 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan 309.651.125.450,00 | 10.072.146.399,00 | 3,25 299.578.979.051,00
1.01.02.3.07.0001 Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan 71.879.677.700,00 5.111.033.000,00 | 7.11 66.768.644.700,00
1.01.02.3.07.0002 Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan 237.771.447.750,00 4.961.113.399.00 2,08 232.810.334.351,00
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 20.926.367.600,00 0,00 | 0,00 20.926.367.600,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas
2.22.02.1.01 Daersh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dacrah Proviasi 18.426.367.600,00 0,00 [ 0,00 18.426.367.600,00
222021010002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata 18.426.367.600,00 0,00 | 0,00 18.426.367.600,00
Kebudayaan
2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya 2.500.000.000,00 0,00 | 0,00 2.500.000.000,00

Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau
2.22.02.1.02.0003 Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya 2.500.000.000,00 0,00 | 0,00 2.500.000.000,00
dalam Pemajuan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2.503.260.000,00 0,00 0,00 2.503.260.000,00
2.22.03.1.01 rembinsan Keseninn yang Masyarsiat Peiknuys Limtns 2.503.260.000,00 0,00 | 0,00 2.503.260.000,00
Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03.1.01.0001 EenanghatnnPendidiiesn:dan Pelstitmn Somher Days Manusia 2.503.260.000,00 0,00 | 0,00 2.503.260.000,00
Kesenian Tradisional
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 14.619.700.000,00 0,00 0,00 14.619.700.000,00
2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 14.619.700.000,00 0,00 0,00 14.619.700.000,00
2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 14.619.700.000,00 0,00 0,00 14.619.700.000,00
L5 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN =) . :
1.02.2.14.0.00.02.0000 KELUARGA BERENCANA 255.076.431.202,00 | 42.993.844.731,00 | 16,85 212.082.586.471,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.02.01 DAERAH PROVINSI 53.038.150.147,00 6.259.862.908,00 11,80 46.778.287.239,00
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.904.320.303,00 2.924.462.695,00 | 74,90 979.857.608,00
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.904.320.303.00 2.924.462.695.00 | 74,90 979.857.608,00
1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.700.000,00 0,00 | 0,00 119.700.000,00
1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 119.700.000,00 0,00 0,00 119.700.000,00
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.584.098.900,00 3.308.023.572,00 | 31,25 7.276.075.328,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 602.904.500,00 349.420.500,00 | 57,95 253.484.000,00
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 299.985.400,00 184.999.000,00 | 61,66 114.986.400,00
1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.445.268.000,00 1.778.328.000,00 | 72,72 666.940.000,00
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.235.941.000,00 995.276.072,00 | 13,75 6.240.664.928,00
1.02.01.1.07 Pengaiase Bavang Myie Upsrah Fenmmjung Urves 500.054.600,00 0,00 | 0,00 500.054.600,00

Pemerintah Daerah
1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 500.054.600.00 0,00 0,00 500.054.600,00
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.392.000,00 27.376.641,00 9,66 256.015.359,00
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 283.392.000.00 27.376.641,00 9.66 256.015.359,00
1.02.01.1.09 vemelisarnan Darang Iallik Dacrah Femunjang Urnsan 37.646.584.344,00 0,00 | 0,00 37.646.584.344,00
Pemerintahan Daerah
1.02.01.1.09.0009 Lain::a’“el'hmwehab”"“s‘ Gedung Kantor dan Raogman 37.646.584.344,00 0,00 | 0,00 37.646.584.344,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 178.230.002.984,00 | 35.016.291.887,00 | 19,64 143.213.711.097,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
1.02.02.1.01 Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan 79.977.155.084,00 0,00 0,00 79.977.155.084,00
Tingkat Daerah Provinsi
1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Keschatan Lainnya 20.836.242.000.00 0,00 | 0,00 20.836.242.000,00
1.02.02.1.01.0010 Bengadune il Resehotay/Alat Ponmmjang Nedic Fasttas 53.863.583.584.00 0,00 | 0,00 53.863.583.584.,00

[L.ayanan Keschatan
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan
1.02.02.1.01.0025 Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas 5.277.329.500,00 0,00 0.00 5.277.329.500,00
Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
1.02.02.1.02 dan UM Foufukan Tingkst Daersh Provinsd 93.200.224.000,00 | 34.930.601.735,00 | 37,47 58.269.622.265,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak
1.02.02.1.02.0001 Krisis Keschatan Akibet Bencana dan/stau Berpotensi Bencana 1.650.,000.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00
1.02.02.1.02.0002  Peugelilag Potnyi Eephiatin bags Pashukik pids Kendiat 1.650.000.000,00 0,00 | 0,00 1.650.000.000,00
Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2.317.075.500,00 94.250.315,00 | 4,06 2.222.825.185.00
1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 15.247.069.900,00 25.920.000,00 0,16 15.221.149.900,00
1.02.02.1.02.0011 Men::‘ge“’"’a“ FRcyeaRn Koy ECH ekl et e ik 1.681.303.000.00 | 161.578.540.00 | 9,61 1.519.724.460,00
1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 64.754.090.000,00 | 34.385.597.780,00 | 53,10 30.368.492.220,00
1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesechatan 3.857.926.100,00 172.800.000.00 | 4,47 3.685.126.100,00
1.02.02.1.02.0018 gl dve Shioriin Eotiecgpn SENBIGHE 2.042.759.500,00 90.455.100,00 | 4,42 1.952.304.400,00
Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
1.02.02.1.04 Peliyanan Keathninn Tingkat Dunpah Frovim 5.052.623.900,00 85.690.152,00 | 1,69 4.966.933.748,00
1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 4.373.394.000.,00 41.878.856,00 | 0,95 4.331.515.144,00
1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 679.229.900,00 43.811.296,00 | 6,45 635.418.604,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISA ANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN '
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
1.02.03 MANUSIA KESEHATAN 9.570.685.500,00 316.831.152,00 | 3,31 9.253.854.348,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.03.1.02 Simber Days Matinsia Kesehistun Tingkst Dasrak Provisal 9.570.685.500,00 316.831.152,00 | 3,31 9.253.854.348,00
1.02.03.1.02.0001 Fenighstan Rogspotenst Gan Ruskinsl Soemter Dags 2.260.050.000,00 73.647.720,00 | 325 2.186.402.280,00
Manusia Kesehatan
1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7.310.635.500.00 243.183.432,00 3,32 7.067.452.068.00
1.02.05 B A P MIERDAENAN AR ARATRIDANS 3.847.367.471,00 | 166.912.600,00 4,33 3.680.454.871,00
KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
1.02.05.1.01 Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 3.847.367.471,00 166.912.600,00 | 4,33 3.680.454.871,00
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
1.02.05.1.01.0001 Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 3.847.367.471,00 166.912.600,00 | 4,33 3.680.454.871,00
Tingkat Daerah Provinsi
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 3.250.458.700,00 93.590.850,00 | 2,87 3.156.867.850,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat
2.14.02.1.01 dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka 3.250.458.700,00 93.590.850,00 | 2,87 3.156.867.850,00
Pengendalian Kuantitas Penduduk
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan
) 9 2 2
2.14.02.1.01.0002 Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 3.250.458.700,00 93.590.850,00 | 2,87 3.156.867.850.00
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.639.766.400,00 40,355.334,00 | 2,46 1.599.411.066,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI Y% SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
.14.03.1.01 e ! .639.766.400, .355.334, A .999.411.066,

2.14.03.1 (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) 1.639,766.400,00 4035533400 2,46 1.599.411.066,00
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

2.14.03.1.01.0001 Estgembangan Strategi Operssional Advoksi, Broes) Seeual 1.639.766.400,00 40.355.334,00 | 2,46 1.599.411.066.00
Kearifan Lokal
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

2.14.04 KELUARGA SEJAHTERA (KS) 5.500.000.000,00 1.100.000.000,00 | 20,00 4.400.000.000,00

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan

2.14.04.1.01 Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 5.500.000.000,00 1.100.000.000,00 | 20,00 4.400.000.000,00
Keluarga

2.14.04.1.01.0017 Pelaksanssi Fasliitesl, Fembinibingan, Peageabingsn, din 5.500.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 20,00 4.400.000.000,00
Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

1.03.1.04.0.00.03.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 701.860.700.482,00 | 51.932.578.356,00 | 7.39 649.928.122.126,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.03.01 DAERAH PROVINSI 20.852.104.912,00 5.127.462.574,00 24,58 15.724.642.338,00

1.03.01.1.01 Perencanaan, “enganggaran, dan Evaluasi Kinerja $3.439.000,00 0,00 0,00 83.439.000,00
| Perangkat Daerah

1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 27.813.000,00 0,00 0,00 27.813.000,00

1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.813.000,00 0,00 0,00 27.813.000,00

1.03.01.1.01.0006 Konedinus dan Destyusnisn L aporsn Capaiu Finerji dan 27.813.000.00 0,00 | 0,00 27.813.000,00

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.216.205.632,00 2.440.053.975,00 | 75,86 776.151.657,00
1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.188.392.632,00 2.440.053.975.00 | 76,52 748.338.657,00
103.01.1.02.0005 |, S0Tdinast dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 27.813.000,00 0,00 | 0,00 27.813.000,00
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.594.315.880,00 2.530.677.179,00 | 45,23 3.063.638.701,00
1.03.01.1.06.0001 Kmts:"""dm“ Kampmen Tnsthlest Listrike Deneraogan Srngumn 14.825.430,00 0,00 | 0,00 14.825.430,00
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 494.705.200,00 0,00 | 0,00 494.705.200,00
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 330.100.000,00 330.000.000,00 | 99,96 100.000,00
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.259.330,00 114.000.000,00 | 66,56 57.259.330,00
1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 133.703.700.00 133.600.000,00 | 99.92 103.700,00
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 175.622.220,00 175.621.000,00 | 99,99 1.220,00
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.274.100.000,00 1.777.456.179,00 | 41,58 2.496.643.821,00
1.03.01.1.07 Peagaisan Barang Milie Daccak Fenunjung Urisen 11.590.241.000,00 0,00 | 0,00 11.590.241.000,00

Pemerintah Daerah
1.03.01.1.07.0010 Peiaun Sarana den Prasssans Cosung Ko st 11.590.241.000,00 0,00 | 0,00 11.590.241.000,00
Bangunan Lainnya
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.903.400,00 156.731.420,00 | 42,60 211.171.980,00
1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.800.000,00 22.000.000,00 | 88,70 2.800.000,00
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.855.400,00 6.811.420,00 | 947 65.043.980,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISA ANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN

1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 271.248.000,00 127.920.000.00 | 47.15 143.328.000,00

1.03.01.1.09 Pemf:llhaman Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah

1.03.01.1.09.0009 . Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.00
Lainnya

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 20.110.454.320,00 0,00 0,00 20.110.454.320,00

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
.03.02.1. . iy .983.690.320, ,00 0 11.983.690.320,00

103,12} 01 Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1585.690:230.00 . 0i9e b !

1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai 7.564.810.320,00 0,00 | 0,00 7.564.810.320,00

1.03.02.1.01.0096 Lam::;“ba“g““an Semwsil.qan Beogunan Eengasan Basal 4.418.880.000,00 0,00 | 0,00 4.418.880.000,00

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan

1.03.02.1.02 Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha 8.126.764.000,00 0,00 | 0,00 8.126.764.000,00
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 8.001.764.000,00 0,00 0,00 8.001.764.000,00

1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

- - . - . I7 - -

1.03.03 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 59.705.154.000,00 0,00 0,00 59.705.154.000,00

1.03.03.1.01 -Sugeloiaan Gxn Eengembangan oistem Fenysaisun Al 59.705.154.000,00 0,00 | 0,00 59.705.154.000,00

Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

23




ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

1.03.03.1.01.0017 vembangunen Sistem. FeoyRcisan £ur hiupm Chivd) Lints 26.463.650.000,00 0,00 | 0,00 26.463.650.000,00
Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0018 Reningkatan Sistem Penyeciant Alr Minum [SPAM) Luntas 33.241.504.000,00 000 | 0,00 33.241.504.000.00
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

1.03.05 SISTEM AIR LIMBAH 3.848.580.000,00 33.620.000,00 0,87 3.814.960.000,00

1.03.05.1.01 SURGEGNAR G TANMIMASSARNE ST AL LA 3.848.580.000,00 33.620.000,00 | 0,87 3.814.960.000,00
Domestik Regional

1.03.05.1.01.0013  cembengonan Siien Peopeiomin Ur Lutgli Bameate 3.848.580.000,00 33.620.000,00 | 0,87 3.814.960.000,00
(SPALD) Terpusat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

1.03.06 SISTEM DRAINASE 21.293.360.000,00 0,00 | 0,00 21.293.360.000,00

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang

1.03.06.1.01 Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah 21.293.360.000,00 0,00 | 0,00 21.293.360.000,00
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

1.03.06.1.01.0007 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 21.293.360.000,00 0,00 | 0,00 21.293.360.000,00

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 43.178.560.000,00 3.447.540.000,00 | 7,98 39.731.020.000,00

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

1.03.07.3.02 melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni 43.178.560.000,00 3.447.540.000,00 | 7,98 39,731.020.000,00

dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP
Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana
1.03.07.3.02.0001 dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, 43.178.560.000,00 3.447.540.000,00 |  7.98 39.731.020.000,00

terpencil, dan terluar
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ANGGARAN

PERGESE
1.03.08 "PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 172.535.400,00 0,00 | 0,00 172.535.400,00
1.03.08.1.01 Ke’;’i’;‘;::’;:: g:‘:‘n;"g':: g:';ff:’:::vz"s‘i'g““‘“ ASRIRHE VAN 172.535.400,00 0,00 | 0,00 172.535.400,00
1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek 172.535.400,00 0,00 | 0,00 172.535.400,00
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 529.450.518.850,00 | 43.323.955.782,00 | 8,18 486.126.563.068,00
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 529.450.518.850,00 | 43.323.955.782,00 | 8,18 486.126.563.068,00
1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan 280.822.211.992,00 0,00 0,00 280.822.211.992,00
1,03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan 101.406.539.565,00 0,00 0,00 101.406.539.565,00
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.074.808.000,00 0,00 { 0.00 9.074.808.000,00
1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan 137.133.679.293,00 | 43.323.955.782,00 | 31,59 93.809.723.511,00
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.013.280.000,00 0,00 0,00 1.013.280.000,00
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 399.798.000,00 0,00 | 0,00 399.798.000,00
1.03.11.3.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 399.798.000,00 0,00 | 0,00 399.798.000,00
1.03.11.3.01.0009 bagi gi‘gemba“ga“ R SORTA Otk Sk S any 399.798.000,00 0,00 | 0,00 399.798.000.00
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.022.920.000,00 0,00 | 0,00 2.022.920.000,00
1.03.12.1.01 Taf:';:::ﬁ:“;::;;:'i“‘ Tt Runug WWileyel e Remegms Flwel 2.022.920.000,00 0,00 | 0,00 2.022.920.000,00
1.03.12.1.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi 2.022.920.000,00 0,00 | 0,00 2.022.920.000,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 826.715.000,00 0,00 | 0,00 826.715.000,00

1.04.02.1.01 Pendataan Penyedi%an dan Rehabil-ita?i Rumah Korban 826.715.000,00 0,00 0,00 $26.715.000,00
Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1.04.02.1.01.0003 Rengumpula. Dot Rusa) Kotben Sencana bicgation 826.715.000,00 0.00 | 0,00 826.715.000.00
Sebelumnya yang Belum Tertangani

1.05.0.00.0.00.04.0000 | PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI 34.242.866.562,00 |  5.689.355.823,00 | 16,61 28.553.510.739,00
PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.05.01 DAERAH PROVINSI 13.705.077.962,00 3.640.642.954,00 | 26,56 10.064.435.008,00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

1.05.01.1.01 252.044.787,00 0,00 0,00 252.044.787,00
Perangkat Daerah

1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 81.992.800,00 0,00 0,00 81.992.800,00

1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 88.556.500,00 0,00 0,00 88.556.500,00

Koordinasi dan Penyusunan [.aporan Capaian Kinerja dan

1.05.01.1.01.0006 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 81.495.487.00 0,00 | 0,00 81.495.487,00

1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.099.424.625,00 1.487.623.882,00 | 70,85 611.800.743,00

1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.945.799.725,00 1.487.623.882.00 | 76,45 458.175.843,00

1.05.01.1.02.0005 Koiordingsl dun Pengusata Kapow Keusngat Akic Talive 63.710.000,00 0,00 | 0,00 63.710.000,00

SKPD
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KODE SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

1.05.01.1.02.0008 Eeiytsuan Eobjpoesnidan Analisis Frognosis Reales 89.914.900,00 0,00 | 0,00 89.914.900,00
Anggaran

1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.194.363.020,00 0,00 | 0,00 1.194.363.020,00

1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 600.613.020,00 0,00 | 0,00 600.613.020,00

1.05.01.1.05.0011 SN TORot Tplesn e Pt Paiiiig 593.750.000,00 0,00 | 0,00 593.750.000,00
Undangan

1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.435.095.830,00 2.062.139.007,00 | 32,04 4.372.956.823,00

1.05.01.1.06.0001 Kamgf“"ed’a““ Hopooe) astaisn LatisEeonmagan. Booguaan 30.277.830.00 0,00 | 0,00 30.277.830,00

1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.321.000,00 0,00 | 0,00 46.321.000,00

1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.601.128.000,00 750.720.000,00 | 46,88 850.408.000,00

1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 240.168.000,00 50.000.000,00 | 20,81 190.168.000,00

1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 51.360.000,00 0,00 | 0,00 51.360.000,00

1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.965.210.000,00 1.049.980.000,00 | 35,40 1.915.230.000,00

1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.631.000,00 211.439.007,00 | 14,09 1.289.191.993,00

1.05.01.1.07 Vemgudugn Tarang Mk Dueral Penumjuong Urmsn 2.178.871.700,00 0,00 | 0,00 2.178.871.700,00
Pemerintah Daerah

1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau [Lapangan 100.000.000,00 0.00 0,00 100.000.000,00

1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 275.061.800,00 0,00 | 0,00 275.061.800,00

1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 389.809.900,00 0,00 0,00 389.809.900,00
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KODE

URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
1.05.01.1.07.0007 Pengadaan Asct Tetap Lainnva 1.414.000.000,00 0.00 | 0,00 1.414.000.000,00
1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 501.718.000,00 90.880.065,00 | 18,11 410.837.935,00
1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.230.000,00 0,00 | 0,00 20.230.000,00
1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.150.000,00 17.860.065.00 | 31,25 39.289.935,00
1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 424.338.000,00 73.020.000,00 | 17,20 351.318.000,00
1.05.01.1.09 remoiliarsan Barang Ml Encrah Peannjsag Uresse 1.043.560.000,00 0,00 | 0,00 1.043.560.000,00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
09, : : .830.000, 0 i 68.830.000,00
1:03.01.1.08.0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 368.830.000,00 0,00 0,00 308.65
1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.750.000,00 0,00 | 0,00 57.750.000,00
1.05.01.1.09.0009 ; ain:f;"d'ha’mmehab“"as‘ Cipig Sanmn oL Bagimn 616.980.000,00 0,00 | 0,00 616.980.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
1.05.02 KETERTIBAN UMUM 5.624.737.100,00 1.345.503.769,00 | 23,92 4.279.233.331,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.1.01 Liutes Dacrah Kabspston/ista dslam 1 (Safu) Dacrah Proviast 5.460.462.100,00 1.345.503.769,00 | 24,64 4.114.958.331,00
1.05.02.1.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 3.927.513.000,00 1.119.000.000,00 | 28.49 2.808.513.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
"
1.05.02.1.01.0013 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 146.159.000,00 0,00 0,00 146.159.000,00
1.05.02.1.01.0014 Komdinesi Henyelenggmsan Ketentcrpomn; Retertiben Unnay 201.275.000,00 139.103.769.00 | 69,11 62.171.231,00

dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan
1.05.02.1.01.0017 ggit‘i‘:;ﬁa;r:ﬁmﬁxi{i';j(?;“:;‘;ipgglia:c(;;f:az:‘i‘ . 1.045.630.700,00 87.400.000,00 | 8,35 958.230.700,00
Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum
1.05.02.1.01.0019 :A"":l:li’i'i;:;:‘fﬁ?;ﬂ“‘;::?::;gﬁzﬁigﬁ“gﬁfégﬁgn 139.884.400,00 0,00 | 0,00 139.884.400,00
Massa
1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 164.275.000,00 0,00 0,00 164.275.000,00
1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 164.275.000,00 0,00 0,00 164.275.000,00
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.364.367.800,00 194.160.000,00 | 8,21 2.170.207.800,00
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 896.185.200,00 28.200.000,00 3,14 867.985.200,00
1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 896.185.200.00 28.200.000,00 | 3,14 867.985.200,00
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 511.023.000,00 0,00 | 0,00 511.023.000,00
1.05.03.1.02.0014 Kcsi:};’;ﬁ;ﬁ!ig;ﬁﬁiﬂﬂ?“ SRR e 98.183.000,00 0,00 | 0,00 98.183.000,00
1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 412.840.000,00 0,00 0,00 412.840.000,00
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 957.159.600,00 165.960.000,00 | 17,33 791.199.600,00
1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 | 100,00 0,00
1.05.03.1.04.0015 beningiton Kapasites SRM Spacoior Datam £soaaganan 511.164.600,00 15.960.000,00 | 3,12 495.204.600,00

Keadaan Darurat Provinsi
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH _ REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
1.05.03.1.04.0019 KESK hma Ner Leeniaga das- Bensiman el 295.995.000,00 0.00 | 0,00 295.995.000,00
Penanggulangan Bencana
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
1.05.04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 12.548.683.700,00 509.049.100,00 | 4,05 12.039.634.600,00
NON KEBAKARAN
1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 12.129.623.700,00 509.049.100,00 | 4,19 11.620.574.600,00
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah
1.05.04.1.01.0004 Herbataskn, Autar Lembags, can Eemitrsm el Pencogatien, 99.999.500,00 0,00 | 0,00 99.999.500,00
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran
1.05.04.1.01.0023 Frinuineio. Aquraiic Paiodan Bdoskaei o Doy Gamadtn 1.609.324.200,00 | 412.249.100,00 | 25,61 1.197.075.100,00
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
1.05.04.1.01.0026 Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan 90.040.000,00 0,00 | 0,00 90.040.000,00
Evakuasi
1.05.04.1.01.0027 EOnBAcR: SNk itan Tinscrens Foos gt Emaio5an 10.330.260.000,00 96.800.000,00 | 0,93 10.233.460.000,00
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan,
KO3.0a102 Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 06050000 &00| 000 iR
Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan,
1.05.04.1.02.0002 Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 419.060.000,00 0,00 0.00 419.060.000,00
1,065,100 8 Mg ah | 1T AT SOMIAL, EXIEBADATA N ERESMITANUAN 99.757.766.845,00 | 52.472.532.839,00 | 52,59 |  47.285.234.006,00

PERLINDUNGAN ANAK
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ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.06.01 DAERAH PROVINSI 10.375.410.694,00 3.884.408.239,00 | 37,43 6.491.002.455,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
1.06.01.1.01 76.082.400,00 0,00 | 0,00 76.082.400,00
Perangkat Daerah
1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.495.600,00 0,00 | 0,00 13.495.600,00
1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 12.477.600,00 0,00 | 0,00 12.477.600,00
1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12.684.500.00 0,00 | 0,00 12.684.500,00
1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.666.400,00 0,00 | 0,00 12.666.400,00
1.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 12.651.900,00 0,00 0,00 12.651.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
1.06.01.1.01.0006 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.106.400,00 0,00 | 0,00 12.106.400,00
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.663.307.994,00 1.001.575.839,00 | 37,60 1.661.732.155,00
1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.572.785.094,00 1.001.575.839,00 | 38,92 1.571.209.255,00
1.06.01.1.02.0005 SKPS"M“‘”' Gan Renytsman Laporsa Keusngan Alhi Tatun 55.103.400,00 0,00 | 0,00 55.103.400,00
1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10.001.900,00 0,00 | 0,00 10.001.900,00
1.06.01.1.02.0007 _ Koordinast dan Peaynsnan Laponsn Benangin Bulanay 25.417.600,00 0,00 | 0,00 25.417.600,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.533.900,00 0,00 0,00 29.533.900,00
1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.500,00 0,00 | 0,00 10.000.500,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI %
I.06.0].1.05.0d04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 9.825.200,00 0,00 0,00 9.825..200,00
1.06.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.708.200,00 0,00 | 0,00 9.708.200,00
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.933.796.600,00 2.414.832.400,00 | 40,69 3.518.964.200,00
RRIORREL {, ST RN hat 9.805.200,00 0,00 | 0,00 9.805.200,00
1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 727.246.600,00 0,00 | 0,00 727.246.600,00
1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 183.521.000,00 162.640.700,00 | 88,62 20.880.300,00
1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.702.911.200,00 1.369.349.800,00 | 80.41 333.561.400,00
1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 206.981.100,00 100.000.000,00 | 48,31 106.981.100,00
1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00
1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 921.089.500,00 604.641.900,00 | 65,64 316.447.600.00
1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.177.442.000,00 178.200.000,00 8,18 1.999.242.000,00
1.06.01.1.07 Pe:; ";_f::‘::;f:::g Milik Daersh Feaunjang Urusan 684.946.200,00 |  398.000.000,00 | 58,10 286.946.200,00
1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 260.677.400,00 0,00 | 0,00 260.677.400,00
1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.268.800,00 0,00 | 0,00 26.268.800,00
1.06.01.1.07.0010 Bang’; i’;ﬁaf:?:nizma G Fraocing Cievng, Eagtor S 398.000.000,00 | 398.000.000,00 | 100,00 0,00
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 847.828.000,00 70.000.000,00 | 8,25 777.828.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN |
1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.000.000,00 70.000.000,00 | 100,00 0,00
1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.940.000,00 0,00 | 0,00 35.940.000,00
1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 741.888.000,00 0,00 0,00 741.888.000,00
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 139.915.600,00 0,00 0,00 139.915.600,00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

06.01.1.09, ’ .915.600, 0,00 [ 0,00 139.915.600,00
WS LUENG) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan RN
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 6.750.000.000,00 32.545.400,00 0,48 6.717.454.600,00
1.06.04.1.01 . Rehnbil:tasno Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 0,00 0,00 0,00 0,00

di dalam Panti

1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 5.750.000.000,00 32.545.400,00 0,56 5.717.454.600,00
1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan 1.750.000.000,00 0,00 0,00 1.750.000.000,00
1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang 1.000.000.000.00 0.00 0,00 1.000.000.000,00
1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 3.000.000.000,00 32.545.400,00 1,08 2.967.454.600,00
1.06.04.1.03 Pal::ihahilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam 1.000.000.000,00 0.00 | 0,00 1.000.000.000,00
1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 0,00 0,00 0.00 0,00
1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

1.06.04.1.04 Rehahllit-am Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di 0,00 0,00 | 0,00 0,00
dalam Panti

1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang 0,00 0.00 | 0,00 0,00

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 80.632.356.151,00 | 48.480.579.200,00 | 60,12 32.151.776.951,00

1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 80.632.356.151,00 | 48.480.579.200,00 | 60,12 32.151.776.951,00

1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 80.632.356.151,00 | 48.480.579.200,00 | 60,12 32.151.776.951,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

“583 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 | Al i

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

2088401 Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 500 0| %08 e

2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dzfn $mkromsasa Penyelenggaraan PUG 0,00 000 0,00 0.00
Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pe_nyl.edla Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Pen.yc('iia 0,00 000 | 0,00 0.00
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.000.000.000,00 75.000.000,00 | 3,75 1.925.000.000,00

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang
2.08.03.1.01 melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas 2.000.000.000,00 75.000.000,00 | 3,75 1.925.000.000,00

Daerah Kabupaten/Kota
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program
2.08.03.1.01.0001 dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 2.000.000.000,00 75.000.000,00 | 3,75 1.925.000.000,00
Kewenangan Provinsi
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN 0,00 0,00 0,00 0,00
ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data
2.08.05.1.01 Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi
2.08.05.1,01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non 0.00
St aeLY Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi ey LN % '
2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinllcmlnisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak 0.00 0.00 | 0,00 0,00
Anak Kewenangan Provinsi
o _ : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI ; 062.397.213.00
2.07.3.32.3.29.06.0000 DAN SUMBER DAYA MINERAL 126.673.742.992,00 | 12.611.345.779,00 9,95 114, 50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
.07. .932.857.226, .529.403.682, 8 2.403.453.544,00
2.07.01 DAERAH PROVINSI 4.932.857.226,00 2.529.403.682,00 | 51,27
2.07.01.1.01 RARKSCARAN, £ SAEARGERVN; (an Evaluns Iinetin 93.596.462,00 0,00 | 0,00 93.596.462,00
Perangkat Daerah
2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.999.570,00 0,00 | 0,00 49.999.570,00
2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 33.597.400,00 0,00 0,00 33.597.400,00
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GGARAN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
07.01.1.01. : .999. X 999.492,
2.07.01.1.01.0006 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.999.492,00 0,00 0,00 9.999.492,00
2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.485.856.382,00 998.045.721,00 | 67,16 487.810.661,00
2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.432.857.226,00 998.045.721,00 | 69,65 434.811.505,00
2OTOLIO0005 | L oo esiGan Renyusnan Laporaa Reusagen Ahir Tabien 22.999.186,00 0,00 | 0,00 22.999.186,00
2.07.01.1.02.0007  Nonrdani.dan Cenynensas Lapooe Kensogan Byl 29.999.970,00 0,00 | 0,00 29.999.970,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 249.319.000,00 211.677.000,00 | 84,90 37.642.000,00
2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 212.375.000,00 211.677.000,00 | 99,67 698.000,00
2.07.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 36.944.000,00 0,00 | 0,00 36.944.000,00
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.325.822.315,00 157.776.361,00 | 11,90 1.168.045.954,00
2.07.01.1.06.0001 Kam:f“"ed'a"" e 39.986.781,00 0,00 | 0,00 39.986.781,00
2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.999.648,00 25.000.000,00 | 19,23 104.999.648,00
2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.990.207,00 0,00 | 0,00 24.990.207,00
2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.993.000,00 0,00 [ 0,00 149.993.000,00
2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.999.960,00 10.000.000.,00 | 25,00 29.999.960.00
2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.976.319,00 29.900.000,00 | 72,96 11.076.319,00
2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 899.876.400.00 92.876.361,00 | 10,32 807.000.039,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
2.07.01.1.07 Pesgadann Barang Milik Dacrah Pesuujang Urnsan 604.153.730,00 | 353.046.600,00 | 58,43 251.107.130,00
Pemerintah Daerah
2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 102.577.780,00 101.898.000,00 | 99,33 679.780,00
2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.575.950,00 251.148.600,00 | 99,83 427.350,00
2.07.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 250.000,000,00 0,00 0,00 250.000,000,00
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 427.645.441,00 110.950.000,00 | 25,94 316.695.441,00
2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00 13.000.000,00 | 100,00 0,00
2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.722.641,00 0,00 0,00 41.722.641,00
2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 372.922.800,00 97.950.000,00 | 26,26 274.972.800,00
2.07.01.1.09 Pemelikarann Barang Millk Daersh Penunjung Urnoas 746.463.896,00 |  697.908.000,00 | 93,49 48.555.896,00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
07.01.1.09. : : 874.600, 0,00 | 0,00 44.874.600,00
O Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan HBTHEID0
2.07.01.1.09.0010 Pemelibaraan/Rehabilitasi Serana dan Prasarans Getung 701.589.296,00 697.908.000,00 | 99,47 3.681.296,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
U7, .250.000.000, 71.314.814,00 | 0,35 20.178.685.186,00
2.07.03 TENAGA KERJA 20.250.000.000,00 1.314.81 3
2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 20.250.000.000,00 71.314.814,00 | 0,35 20.178.685.186,00
2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja 20.250.000.000,00 71.314.814,00 | 0,35 20.178.685.186,00
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 14.767.588.000,00 18.052.580,00 0,12 14.749.535.420,00
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ANGGARAN

GESERAD
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.07.04.3.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 14.767.588.000,00 18.052.580,00 | 0,12 14.749.535.420,00
2.07.04.3.01.0007 Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan 14.767.588.000,00 18.052.580,00 0,12 14.749.535.420,00
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 6.723.297.766,00 5.577.664.369,00 | 82,96 1.145.633.397,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran
2.07.05.1.01 Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
2.07.05.1.01.0003 Pc_nyclcnggaraan. Pen@m dan Info.nnasi Sarana Hubungan 0.00 0,00 0,00 0.00
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum
Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota
2.07.05.1.03 .723.297.766, .577.664.369, .145.633.397,00
(UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota CTRET IR sl i Ba s M
(UMSK)
2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.07.05.1.03.0005 _Cengene o Eesimenn A Sosil Tonge Reda o 6.723.297.766,00 |  5.577.664.369.00 | 82,96 1.145.633.397,00
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
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ANGGARAN

PERGESERAN

REALISASI

KETERANGAN

3.29.02

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.02.1.01

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air
Tanah dalam Daerah Provinsi

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.02.1.01.0002

Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.03

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.03.1.03

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang
Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil Laut

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.03.1.03.0002

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan
Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penctapan Wilayah
Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.03.1.03.0005

Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan
Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

0,00

0,00

0,00

0,00

3.29.03.3.04

Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas
Mineral Logam, Batubara, MineralBukan Logam, dan Batuan
dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas
Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan
.29.03.3.04. i f 0,00 | 0,00 0,00
I alR 0N dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam o
wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral
3.29.03.3.04.0007 Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam 0,00 0,00 0,00 0,00
Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah
pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI 0,00 0,00 | 0,00 0,00
3.29.04.3.03 Reko.mendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah
3.29.04.3.03.0001 Re.komcndasi penggunaan dana pengembangan masyarakat 0,00 0.00| 0,00 0,00
yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU
29, " 3 0, 0,00
3.29.05 TERBARUKAN 0,00 0,00 00 )
3.29.05.3.08 .Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas 0,00 0,00 | 0,00 0,00
wilayah kabupaten/kota.
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah
.29.05.3.08. 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Bl pengembangan aneka EBT dalam RUED )
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 80.000.000.000,00 |  4.414.910.334,00 | 5,51 ~ 75.585.089.666,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,
3.29.06.1.06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 80.000.000.000,00 4.414.910.334,00 | 5,51 75.585.089.666,00
Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran
3.29.06.1.06.0004 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Berkembang, Dacrah Terpencil dan Perdesaan
3.29.06.1.06.0006 Feaihengunen Serena Penyedisn Toongs Listell Belus 80.000.000.000,00 |  4.414.910.334,00 | 5,51 75.585.089.666,00
Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas
3.32.03.1.01 y 0,00 0,00 0,00
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi N :
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan
3.32.03.1.01.0001 Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 0.00 0,00 0,00 0,00
(Satu) Daerah Provinsi
3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.09.3.27.3.25.07.0000 m‘“’ FERTANIAN, RELARTAN DAN 112.935.052.095,00 | 7.474.806277,00 | 6,61 | 105.460.245.818,00
2.09.01 A INIANG URERAN PEMUEONTAHAR 8.784.997.179,00 | 3.916.253.942,00 44,57 4.868.743.237,00

DAERAH PROVINSI
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN

2.09.01.1.01 FEIDRCKESRS, SEAgARENALIN, S Evaluat Kintrje 230.515.600,00 | 26.879.000,00 | 11,66 203.636.600,00
Perangkat Daerah

2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.989.600,00 26.879.000,00 | 72,66 10.110.600,00

2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 80.109.500,00 0,00 | 0,00 80.109.500,00

2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 18.228.500.00 0.00 0,00 18.228.500,00

2.09.01.1.01.0006 Jsooesinast dan Do Lepore Capaiun Kinegy don 19.429.500,00 0.00 | 0,00 19.429.500,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.758.500,00 0.00 0,00 75.758.500,00

2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.101.901.259,00 2.707.761.423,00 | 66,01 1.394.139.836,00

2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.031.883.259.00 2.707.761.423,00 | 67,15 1.324.121.836,00

2.09.01.1.02.0005 SKPS""“"“‘“‘ e Ponyususn Lagorsn Keatngan Akiic Taiun 19.298.500,00 0,00 | 0,00 19.298.500,00

Satoaney |, Dok Fenyvsiean Lapten Baungn Bl 50.719.500,00 0,00 | 0,00 50.719.500,00
Iriwulanan/Semesteran SKPD

2.09.01.1.04 D’::-l::imstram Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 98.241.700,00 0,00 | 0,00 98.241.700,00

Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta
2.09.01.1.04. .241.700, i ;| 98.241.700,00
A0 Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 282417000 090 00
2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 501.472.000,00 372.065.041,00 | 74,19 129.406.959,00
2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keléngkapannya 187.832.000,00 187.832.000.00 | 100,00 0,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
oo viosonsy | ool caa s Pepninl Hordssaian Tiges do 313.640.000.00 | 184.233.041,00 | 58,74 129.406.959,00
ung
2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.451.870.620,00 579.373.478,00 | 23,62 1.872.497.142,00
209011060001 | Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan 6.876.786,00 0,00 | 0,00 6.876.786,00
2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.564.434,00 42.391.500,00 | 50,72 41.172.934,00
2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 191.922.500,00 0,00 | 0,00 191.922.500,00
2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.777.200,00 0,00 | 0,00 41.777.200,00
2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 13.200.000,00 0,00 | 0,00 13.200.000,00
2.09.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 202.064.000,00 49.587.500,00 | 24,54 152.476.500,00
2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.912.465.700,00 487.394.478,00 | 25,48 1.425.071.222,00
2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan $79.611.000,00 0,00 0,00 879.611.000,00
Pemerintah Daerah
2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 879.611.000,00 0,00 | 0,00 879.611.000,00
2.09.01.1.07.0011 Pengadaan Sz?rana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 0.00| 0,00 0,00
atau Bangunan Lainnya

2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 453.085.000,00 230.175.000,00 | 50,80 222.910.000,00
2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 0,00 | 0,00 10.000.000,00
2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.325.000,00 0,00 | 0,00 41.325.000.00
2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 401.760.000,00 230.175.000,00 | 57,29

171.585.000,00




ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI Yo SISAANGGARAN | KETERANGAN
2.09.01.1.09 Pem.eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 68.300.000,00 0,00 0,00 68.300.000,00
Pemerintahan Daerah
2.09.01.1.09.0001 SR T PRISHAENRL, Ty S DRI T T 42.530.000,00 0,00 | 0,00 42.530.000,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.770.000,00 0,00 | 0,00 25.770.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI
2.09. 9.360.000.000, 0,00 | 0,00 9.360.000.000,00
09.02 UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 29.000.008.00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
2.09.02.1.01 Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan 9.360.000.000,00 0,00 | 0,00 9.360.000.000,00
Daerah Provinsi
2.09.02.1.01.0003 Laimf"":ye‘ﬁaa“ Wnlkasttukiue Peadukaug Kecasudisien Pangsn 9.360.000.000,00 0,00 | 0,00 9.360.000.000,00
Y
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
U2, .040.000.000, A 0, 6.040.000.000,00
A KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT i b i ’
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
2.09.03.1.01 Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam 2.811.700.600,00 0,00 | 0,00 2.811.700.600,00
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1.763.235.100,00 0,00 0.00 1.763.235.100,00
2.09.03.1.01.0007 Eengembangan usstia Pengoliden: Eangan Bechasls umbkr 1.048.465.500,00 0,00 | 0,00 1.048.465.500,00
Daya Lokal
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan
2.09.03.1.04 Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui 400.000.000,00 0,00 | 0,00 400.000.000,00

Media Provinsi
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN
PERGESERAN
2.09.03.1.04.0001 ‘ Promosi Penganckaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 400.000.000.00 0.00 | 0.00 400.000.000.00
Sumber Daya Lokal
2.09.03.3.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 2.828.299.400,00 0,00 | 0,00 2.828.299.400,00
2.09.03.3.02.0003 Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi 2.828.299.400,00 0,00 | 0,00 2.828.299.400,00
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih
2.09.04.1.02. , _ 0,00 0,00 0,00
L0000 dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah %00 '
Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN
3-2 . g . . ) L] L] . - |
5.02 PULAU-PULAU KECIL 527.250.000,00 0,00 | 0,00 527.250.000,00
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 527.250.000,00 0,00 | 0,00 527.250.000,00
325021030001 | ceneemoangan Kapasitas Masyarakat Pesisic dan Pulau-Pulay 527.250.000,00 0,00 0,0 527.250.000,00
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 27.302.237.442,00 2.280.287.717,00 8,35 25.021.949.725,00
3.25.03.1.01 SRR 5o Fasbaponis Baan o iy Lati s 5.969.376.975,00 0,00 0,00 5.969.376.975,00
Dengan 12 Mil
3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 5.832.610.875,00 0,00 | 0,00 5.832.610.875,00
3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 136.766.100,00 0,00 | 0,00 136.766.100,00
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SETELAH

KODE URAIAN _ REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
3.25.03.1.06 CUuctapen Lakal Fembangunnn seris Pengelcinnn 21.332.860.467,00 |  2.280.287.717,00 | 10,68 19.052.572.750,00
Pelabuhan Perikanan Provinsi
3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 21.212.225.367,00 2.280.287.717.00 | 10,74 18.931.937.650,00
3.25.03.1.06.0003 +Shmosmsn. Pinpel Femusmenking i Tepisiut Fellbuig 120.635.100,00 0,00 | 0,00 120.635.100,00
Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 7.978.372.920,00 241.663.500,00 | 3,02 7.736.709.420,00
3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 7.978.372.920,00 241.663.500,00 | 3,02 7.736.709.420,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan
Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila
.25.04.1.06. . ’ : - 978.372.920, 241.663.500,00 | 3,02 7.736.709.420,00
e oG Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak R iBr PERN0 5
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
.25.05 .826.815.350, 0,00 | 0,00 4.826.815.350,00
3 DAN PERIKANAN 4.826.815.350,00 )
3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 4.826.815.350,00 0,00 | 0,00 4.826.815.350,00
dengan 12 Mil
3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 3.806.815.350,00 0,00 | 0,00 3.806.815.350,00
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat
3.25.05.1.01.0 .020.000.000, 0,00 | 0,00 1.020.000.000,00
05.1.01.0004 Pengawas (POKMASWAS) 1.020.000.000,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
28, .000.105, 00| 0,00 525.000.105,00
3.25.06 PERIKANAN 525.000.105,00 0
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha 525.000.105,00 0,00 0,00 525.000.105,00

L

Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
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G 2 o | o i S P
PERGES_ERAN
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau
3.25.06.1.02.0001 Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah 525.000.105,00 0,00 | 0,00 525.000.105,00
dan Besar
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
27. .940.724. .016.320.000,00 | 2,36 41.924.404.849,00
3.27.02 R TI it 42.940.724.849.00 |  1.016.320.000 3
3.27.02.1.02 Ts::'f::‘““ Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih 11.250.500.000,00 656.320.000,00 | 5,83 10.594.180.000,00
3.27.02.1.02.0006 & akpz"ba“” akan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk 3.749.500.000.00 | 605.220.000,00 | 16,14 3.144.280.000,00
nakKa
3.27.02.1.02.0007 Bam:“"“"yaka" Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk 3.750.500.000,00 0,00 | 0,00 3.750.500.000,00
g
3.27.02.1.02.0013 B g:;pfyam Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk 3.750.500.000,00 51.100.000,00 | 1,36 3.699.400.000,00
1
3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 31.690.224.849.00 | 360.000.000,00 | 1,13 31.330.224.849,00
yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3.27.02.1.07.0004 i Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi 31.690.224.849.00 360.000.000.00 | 1,13 31.330.224.849,00
.al
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
.27, .154.250, 0,00 0,00 400.154.250,00
2704 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER TERAMEINY ’ ’ ’
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan
3.27.04.1.01 Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah 400.154.250,00 0,00 | 0,00 400.154.250,00

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI Yo SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan !’er}yakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 400.154.250.00 0.00| 0,00 400.154.250.00
1 (satu) Daerah Provinsi

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 4.249.500.000,00 20.281.118,00 | 0,47 4.229.218.882,00

3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 4.249.500.000,00 20.281.118,00 0,47 4.229.218.882,00

3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 4.249.500.000,00 20.281.118,00 | 047 4.229.218.882,00

2112782 (abeigeny | DT A" MNGEUNGAN IIDEE, KEHCTANAN DAN 60.721.147.262,00 | 8.485.49431600 | 1397 |  52.235.652.946,00
PERTANAHAN

2.10.03 e 100.000.000,00 | 47.065.310,00 | 47,06 52.934.690,00

2.10.03.3.04 Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua 100.000.000,00 47.065.310,00 | 47,06 52.934.690,00

2.10.03.3.04.0001 Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi 100.000.000,00 47.065.310,00 | 47,06 52.934.690,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN

AL .000.000, 0,00 0,00 600.000.000,00

sl SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 680.000.000.80

2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santu.nar-l Tanah 600.000.000,00 0.00 0,00 600.000.000,00
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti

2.10.05.1.01.0001 Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 600.000.000,00 0,00 | 0,00 600.000.000,00
Daerah Provinsi

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas 300.000.000,00 0,00 | 0,00 300.000.000,00

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 300.000.000,00 0,00 | 0,00 300.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.11. 721.147.262, 3.616.523.379,00 | 41,46 5.104.623.883,00

- DAERAH PROVINSI SIRILIGT.3620 ,

2.11.01.1.01 Persacanasn, lenganggaran, den Evalaasl Kinerja 250.000.000,00 | 120.347.882,00 | 48,13 129.652.118,00
Perangkat Daerah

2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 49.614.580,00 | 99,22 385.420,00

2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100.000.000,00 70.733.302,00 | 70,73 29.266.698,00

2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.271.147.262,00 |  3.146.671.565,00 | 43,27 4.124.475.697,00

2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.221.147.262,00 3.097.437.765,00 | 42,89 4.123.709.497,00

2.11.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000,00 49.233.800.00 | 98.46 766.200,00

2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00

2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 230.000.000,00 66.965.000,00 | 29,11 163.035.000,00

2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 70.000.000,00 41.250.000,00 | 58,92 28.750.000,00

2.11.01.1.05.0009 " gp.endidika“ sion Felatibn: Feguwal Bendnsackan Tigax an 160.000.000,00 25.715.000,00 | 16,07 134.285.000,00
ungsi

2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.000.000,00 178.189.460,00 | 77,47 51.810.540,00

2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 30.000.000.00 0.00| 0.00 30.000.000.00

Kantor
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

2.]1.01.].06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 49.940.000,00 | 99,88 60.000,00

2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 49.935.900,00 | 99.87 64.100,00

2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 78.313.560.00 | 78,31 21.686.440,00

2.11.01.1.07 reigaauan Barnag Misk Dasrah Feannjang Ursan 150.000.000,00 | 100.265.900,00 | 66,84 49.734.100,00
Pemerintah Daerah

2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 100.000.000.00 99.134.000,00 | 99,13 866.000,00

2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 1.131.900,00 | 2,26 48.868.100,00

2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 390.000.000,00 4.083.572,00 | 1,04 385.916.428,00

2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 4.083.572,00 | 3,40 115.916.428,00

2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 0,00 | 0,00 45.000.000,00

2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 225.000.000,00 0.00 0,00 225.000.000,00

2.11.01.1.09 Pem‘ellharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 150.000.000.00 0,00 0,00 150.000.000,00
Pemerintahan Daerah

2.11.01.1.09.0001 Penyedinan Jass Femeliharsan, Disys Panctinasaan dan sk 100.000.000,00 0.00 | 0,00 100.000.000,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.11.01.1.09.0010 Somacitoiacang: et itusl asina den Rossacarty Cochog 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya

2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 2.300.000.000,00 187.178.560,00 8,13 2.112.821.440,00

2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajlan Lingkungan Hidup Strategts 2.300.000.000,00 187.178.560,00 | 8,13 2.112.821.440,00

(KLHS) Provinsi
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 KETERANGAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISA ANGGARAN
PERGESERAN

2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLLHS 2.300.000.000,00 187.178.560.00 | 8,13 2.112.821 440,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU

2.11.03 ooy Pt gioied 1.300.000.000,00 0,00 | 0,00 1.300.000.000,00

2.11.03.1.01 Hi:z:“g""“" Pencemaran dan/stau Kerusakan Lingkugan 1.300.000.000,00 0.00 | 0,00 1.300.000.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan

2.11.03.1.01.0001 Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media 1.300.000.000,00 0,00 | 0,00 1.300.000.000,00
Tanah, Air, Udara, dan Laut

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 37.400.000.000,00 | 2.540.862.000,00 | 6,79 34.859.138.000,00

2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 37.400.000.000,00 |  2.540.862.000,00 | 6,79 34.859.138.000,00

2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 8.000.000,000,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00

2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 5.800.000.000,00 31.476.000.00 | 0,54 5.768.524.000,00

2.11.11.1.01.0007 venysdiasn Saand, dan Prasacana Penangandn Ssmpah i 15.000.000.000,00 879.486.000.00 | 5.86 14.120.514.000,00
TPA/TPST Regional

2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang 8.600.000.000.00 |  1.629.900.000,00 | 18,95 6.970.100.000,00
menjadi kewenangan provinsi

3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 8.445.444.000,00 | 1.521.252.697,00 | 18,01 6.924.191.303,00

3.28.03.1.03 Li:;fn“g""’"“ Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan 814.363.700,00 | 156.670.420,00 | 19.23 657.693.280,00

3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usahs atau 814.363.700,00 156.670.420,00 | 19.23 657.693.280.00

Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 4.445.444.000,00 833.432.687,00 | 18,74 3.612.011.313,00

3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Renghiganan Linghungan 81 Lusr Kawassn 2.215.000.000,00 110.232.687,00 | 4,97 2.104.767.313,00
Hutan Negara

3.28.03.1.04.0008 Pembinsan da/srn Pengrwasan dxlam tanghs Pengembangen 2.230.444.000,00 723.200.000,00 | 32,42 1.507.244.000,00
Rehabilitasi [Lahan

3.28.03.1.05 Eulaksansan Perfindungan Hutan dl Huian Lingung don 2.321.269.000,00 0,00 0,00 2.321.269.000,00
Hutan Produksi

3.28.03.1.05.0003 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 2.321.269.000,00 0,00 | 0,00 2.321.269.000,00

3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 864.367.300,00 531.149.590,00 | 61,44 333.217.710,00

3.28.03.1.06.0003 Rembudidayasm Hasil Butan Buian Kayu demgan tdek 864.367.300.00 | 531.149.590.00 | 61,44 333.217.710,00
Mengurangi Fungsi Pokoknya
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

3.28.05 PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 1.554.556.000,00 572.612.370,00 | 36,83 981.943.630,00
BIDANG KEHUTANAN

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan

3.28.05.1.01 Pembistaraas Miapurilit B Kabiinks 1.554.556.000,00 572.612.370,00 | 36,83 981.943.630,00

3.28.05.1.01.0002 Hma:"“g“"“a" i Pendacniiogan Kstenbagenn Selompol i 929.116.000,00 265.981.120,00 | 28,62 663.134.880,00

3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 625.440.000,00 306.631.250,00 | 49,02 318.808.750,00
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

2.12.2.13.0.00.09.0000 | PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13.042.275.043,00 3.269.898.311,00 | 25,07 9.772.376.732,00

DAN KAMPUNG
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.12.01 DAERAH PROVINSI 5.042.275.043,00 2.160.750.311,00 | 42,85 2.881.524.732,00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

2.12.01.1.01 199.200.000,00 0,00 | 0,00 199.200.000,00
Perangkat Daerah

2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.800.000,00 0,00 [ 0,00 49.800.000,00

2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 49.800.000,00 0,00 | 0,00 49.800.000,00

2.12.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 49.800.000,00 0,00 0,00 49.800.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

2.12.01.1.01.0006 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 49.800.000,00 0,00 0,00 49.800.000,00

2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.727.005.593,00 1.028.511.861,00 | 59,55 698.493.732,00

2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.677.205.593,00 1.028.511.861,00 | 61,32 648.693.732,00

2.12.01.1.02.0007 . Yoordhansi émn Penyusnm Laporan Keumgen Buiaamy 49.800.000,00 0,00 | 0,00 49.800.000,00
Triwulanan/Semesteran SKPD

2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.292.041.050,00 409.561.050,00 | 17,86 1.882.480.000,00

2.12.01.1.06.0001 Kamif“yed'aa“ e e 25.999.150,00 25.999.150,00 | 100,00 0,00

2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109.000.000,00 109.000.000,00 | 100,00 0,00

2.12.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.988.900,00 19.988.900.00 | 100,00 0,00

2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.576.000,00 34.576.000,00 | 100,00 0,00

2.12.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 29.500.000,00 0,00 | 0,00 29.500.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
2.12.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 279.997.000,00 219.997.000,00 | 78,57 60.000.000,00
2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.792.980.000,00 0,00 | 0,00 1.792.980.000,00
2.12.01.1.07 e b R Rastah e Cra 707.798.400,00 | 707.677.400,00 | 99,98 121.000,00
2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 67.942.400.00 67.942.400,00 | 100,00 0,00
2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 369.856.000,00 369.735.000,00 | 99,96 121.000,00
2.12.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 270.000.000,00 270.000.000,00 | 100,00 0,00
2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.250.000,00 15.000.000,00 | 15,58 81.250.000,00
2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100,00 0,00
2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.250.000,00 0,00 | 0,00 81.250.000,00
2.12.01.1.09 Pe; °e“::;::::z“;£ﬂ“g Mitik Daerals Renunjang Uosan 19.980.000,00 0,00 | 0,00 19.980.000,00
2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.980.000,00 0,00 | 0,00 19.980.000,00
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 700.000.000,00 97.692.000,00 | 13,95 602.308.000,00
2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 700.000.000,00 97.692.000,00 | 13,95 602.308.000,00
2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk 700.000.000,00 97.692.000,00 | 13,95 602.308.000,00
2.12.04 i i ORI 4.500.000.000,00 530.985.000,00 | 11,79 3.969.015.000,00
2.12.04.1.02 Fenyeiemggaraan Pengelotonn. Iformasi Adoinistensl 4.500.000.000,00 | 530.985.000,00 | 11,79 3.969.015.000,00

Kependudukan Provinsi
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN

2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 2.500.000.000.,00 530.985.000,00 | 21,23 1.969.015.000,00
Kependudukan

2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 2.000.000.000,00 0.00 | 0,00 2.000.000.000.00
Kependudukan

2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 300.000.000,00 198.870.000,00 | 66,29 101.130.000,00

2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan 300.000,000,00 198.870.000,00 | 66,29 101.130.000,00

2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 300.000.000,00 198.870.000,00 | 66,29 101.130.000,00

2.13.08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG 2.500.000.000,00 |  281.601.000,00 | 11.26 2.218.399.000,00
ASLI PAPUA

2.13.08.3.01 Pa::';g""’"’“ Sarans dan Prasarans Wikeyak Adat Orang Aslt 2.500.000.000,00 281.601.000,00 | 11,26 2.218.399.000,00

2.13.08.3.01.0011 Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi 2.500.000.000,00 281.601.000.00 | 11,26 2.218.399.000,00
Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat

2.15.0.00.0.00.10.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 173.969.335.281,00 4.852.915.601,00 2,78 169.116.419.680,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

15, .061.831.682, .023.776. ! 3.038.055.554,00

2.15.01 AR PHOVINGE 5.061.831.682,00 |  2.023.776.128,00 | 39,98

2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 120.000.000,00 120.000.000,00 | 100,00 0,00
Perangkat Daerah

2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000.00 | 100,00 0,00

2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 30.000.000,00 30.000.000.00 | 100,00 0,00

2.15.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 30.000.000,00 30.000.000.00 | 100,00 0,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % KETERANGAN
2.15.01.1.01.0006 Ikhli;ﬁj;ﬁfﬁi%ﬂiﬁ?:;;“;;" LapotRey Capaian b bane 30.000.000,00 30.000.000,00 | 100,00 0,00
2.15.01.1.02 Administrasi Kenangan Perangkat Daerah 1.853.155.682,00 1.158.136.128,00 | 62,49 695.019.554,00
2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.760.911.682,00 1.143.096.128,00 | 64,91 617.815.554,00
2.15.01.1.02.0005 SKPS"“’di“”i CARLFONY USSR LAORRY, Kentanipan Akiur Tabwit 40.000.000,00 0,00 | 0,00 40.000.000,00
DISOLEIRO00T [ OOCLIAS CO0 et Lapasen Kentnaen Ditansy 52.244.000,00 15.040.000,00 | 28,78 37.204.000,00
2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.724.931.400,00 216.231.400,00 | 12,53 1.508.700.000,00
2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.006.500,00 148.231.400,00 | 83,74 28.775.100,00
2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 138.000.000,00 68.000.000,00 | 49,27 70.000.000,00
2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.880.000,00 0,00 | 0,00 38.880.000,00
2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000,00 0,00 | 0,00 70.500.000,00
2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.300.544.900,00 0,00 | 0,00 1.300.544.900,00
2.15.01.1.07 e T SRR ey 242.026.600,00 | 242.026.600,00 | 100,00 0,00
2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 242.026.600,00 242.026.600.00 | 100,00 0,00
2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.121.718.000,00 287.382.000,00 | 25,61 834.336.000,00
2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.422.000,00 0.00 | 0,00 250.422.000,00
2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 871.296.000,00 287.382.000,00 | 32,98 583.914.000,00

56




ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH | REALISASI Y SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
2.15.02 ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 17.891.551.726,00 1.258.386.516,00 | 7,03 16.633.165.210,00
2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 9.641.836.052,00 240.361.200,00 | 2,49 9.401.474.852,00
2.15.02.1.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi 9.641.836.052,00 240.361.200,00 | 2,49 9.401.474.852,00
2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.15.02.1.05 vebkmnenn Siamsjeemon dan Rokaysn Laie Lintanwntnk 7.724.928.264,00 |  1.018.025.316,00 | 13,17 6.706.902.948,00
Jaringan Jalan Provinsi
2.15.02.1.05.0007 E e o Deusaskngon Doticiighupan Jalna: delin reiighs 7.724.928.264.00 |  1.018.025.316,00 | 13,17 6.706.902.948,00
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
15.02.1. .787.410, v 24.787.410,00
41382108 dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SP4 187410, e 0 3 :
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
"
2.15.02.1.08.0003 dan/ateni Barang Atitar Kots dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 524.787.410,00 0,00 0,00 524.787.410,00
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 17.000.000.000,00 1.225.692.000,00 | 7,20 15.774.308.000,00
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha
yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas 0.00
el Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah 90 el g
Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan [zin Usaha
2.15.03.1.01.0001 Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan 0.00 0,00 | 0,00 0,00

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai
2.15.03.1.03 dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah 5.229.834.300,00 1.140.000.000,00 | 21,79 4.089.834.300,00
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan
3.i%0a10a0001 | Susestdan Dienhu tneak Kapel yung Melayai Trayck Rewonsugan 5.229.834.300,00 | 1.140.000.000,00 | 21,79 4.089.834.300,00
Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2.15.03.1.09 Pembengunan, Femerhitmm xin Tembungionnn dan 11.770.165.700,00 85.692.000,00 | 0,72 11.684.473.700,00
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 11.770.165.700,00 85.692.000,00 | 0,72 11.684.473.700,00
2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 134.015.951.873,00 345.060.957,00 | 0,25 133.670.890.916,00
2.15.04.3.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi 117.515.951.873,00 0,00 | 0,00 117.515.951.873,00
2.15.04.3.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara 117.515.951.873,00 0,00 0,00 117.515.951.873.00
2.15.04.3.02 Pembangunan Bandar Udara 16.500.000.000,00 345.060.957,00 2,09 16.154.939.043,00
2.15.04.3.02.0003 Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara 16.500.000.000,00 345.,060.957,00 | 2,09 16.154.939.043,00
L6 A ey | T MOMUNIEASE INFORMARTICS, HEATISYIR DAN 54.729.624.168,00 |  3.678.460.988,00 | 6,72 51.051.163.180,00
PERSANDIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.16.01 DAERAH PROVINSI 3.998.324.168,00 1.152.582.728,00 | 28,82 2.845.741.440,00
2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 134.267.400,00 0,00 | 0,00 134.267.400,00

Perangkat Daerah
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN |
2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.735.000,00 0,00 0,00 47.735.000,00
2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 42.367.400.00 0,00 0,00 42.367.400,00
2.16.01.1.01.0006 Seoucdinast G Feayusiens Lapoesn Copaian Kincgia e 44.165.000,00 0,00 | 0,00 44.165.000,00

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.269.624.168,00 884.019.638,00 | 69,62 385.604.530,00
2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.229.624.168,00 884.019.638,00 | 71,89 345.604.530,00
2.16.01.1.02.0005 SKPS""”'““‘ den Lenyusunan Lapores cumngan Akiite Tarn 30.000.000,00 0,00 | 0,00 30.000.000,00
2.16.01.1.02.0007 . Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kouangan Bulsnan/ 10.000.000,00 0,00 | 0,00 10.000.000,00

Triwulanan/Semesteran SKPD
2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.634.500,00 0,00 0,00 66.634.500,00
2.16.01.1.05.0007 Tugaf emulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan 16.634.500.00 0,00 | 0,00 16.634.500,00
2.16.01.1,05.0009 Fun;ie“d'd'ka“ 9an Pelatihan Pegawai Benlesarian Tugus dan 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.014.609.400,00 248.804.354,00 | 12,35 1.765.805.046,00
2.16.01.1.06.0001 e eciusn Kotapotien tnsott ListolyFenasiap Banguosn 5.969.600,00 0,00 | 0,00 5.969.600,00
2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 82.400.000,00 0,00 | 0,00 82.400.000,00
2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Log_i;lik Kantor 35.500.000,00 35.500.000,00 | 100.00 0,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN '
2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 196.787.800,00 95.277.200,00 | 4841 101.510.600,00
b o
2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 31.195.000,00 0,00 | 0,00 31.195.000,00
2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 83.775.000,00 46.387.000,00 | 55,37 37.388.000,00
2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.578.982.000,00 71.640.154,00 | 4,53 1.507.341.846,00 =
2.16.01.1.07 Pesgadans Barang sk Desrah Reansjang Urusan 121.429.700,00 0,00 | 0,00 121.429.700,00
Pemerintah Daerah
2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 29.625.800,00 0.00 0,00 29.625.800,00
: - T
2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 91.803.900,00 0,00 | 0,00 91.803.900,00 ’
atau Bangunan Lainnya
2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 388.159.000,00 19.758.736,00 | 5,09 368.400.264,00
2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 208.000,00 0.00 0.00 208.000,00 . 'é
2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.735.000,00 19.758.736,00 | 40,54 28.976.264,00
2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 339.216.000,00 0,00 | 0,00 339.216.000,00
2.16.01.1.09 Pem-ellharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.600.000.00 0,00 0,00 3.600.000,00 -
Pemerintahan Daerah st B
2.16.01.1.09.0001 Rekyyjestiaiin.Lonea Pemickiluestan; Ky Protel s dat Pk 3.600.000,00 0,00 | 0,00 3.600.000,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.16.02 e i et 8.365.481.000,00 |  2.331.000.000,00 | 27,86 6.034.481.000,00 w0

KOMUNIKASI PUBLIK
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN

2.16.02.1.01 Peugelolsan Informas! dan Komualkasi Fablik Pemerintah 8.365.481.000,00 |  2.331.000.000,00 | 27,86 6.034.481.000,00

Daerah Provinsi
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
2.16.02.1.01.0013 Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 8.365.481.000,00 2.331.000.000,00 | 27.86 6.034.481.000,00
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 38.979.343.000,00 194.878.260,00 0,49 38.784.464.740,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh

2.16.03.1.01 Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah 36.682.443.000,00 194.878.260,00 0,53 36.487.564.740,00
Daerah Provinsi

2.16.03.1.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub

2.16.03.1.01.0002 Dorialiidalin Peyeleaganraan Pecierintalias Dl Provie 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00

2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 36.651.143.000,00 194.878.260,00 | 0,53 36.456.264.740,00

2.16.03.1.02 Pr::;g:i'“'““ E-government di Lingkap Petnerintah Dneral 2.296.900.000,00 0,00 | 0,00 2.296.900.000,00

2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0.00 0,00 | 0,00 0,00

2.16.03.1.02.0007 Renjgesbangan Aphikasi dan Froscs Bisia Pemerintahon 2.096.900.000,00 0,00 | 0,00 2.096.900.000,00
Berbasis Elektronik

2.16.03.1.02.0010 Hengembangan dan bengeiotam Suatker Days: Tekoolop) 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 0,00 2.886.476.000,00

2.886.476.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN
2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statisith Sektoral di Linghup Daorsh 2.886.476.000,00 0,00 | 0,00 2.886.476.000,00
Provinsi
2.20.02.1.01.0005 Pengembangan Infrastruktur 2.886.476.000.00 0,00 0,00 2.886.476.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
2.21.02 PENGAMANAN INFORMASI 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00
2.21.02.1.01 s b, 384.984.100,00 0,00 0,00 384.984.100,00
Pemerintah Daerah Provinsi
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
2.21.02.1.01. . . ] ; 984,100, ; .984.100,
1021010000 Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik IBATAL00,00 00 %0 +e4.984.100,00
2.21.02.1.02 SHREATINTE A TR S Sl L 115.015.900,00 0,00 | 0,00 115.015.900,00
Perangkat Daerah Provinsi
2.21.02.1.02.0001 o i‘;;‘.'ms“’“al's”’ duing Kamunikasi Swdi Pemerintah Deerh 115.015.900,00 0,00 | 0,00 115.015.900,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, -
. & _ i 44.663.605.330,00
2.17.3.31.3.30.12.0000 PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN 46.875.328.429,00 2.211.723.099,00 | 4,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.17.01 DAERAH PROVINSI 10.251.828.079,00 2.211.723.099,00 | 21,57 8.040.104.980,00
2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 135.422.400,00 0,00 | 0,00 135.422.400,00
Perangkat Daerah
2.17.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 45.055.600,00 0.00 0,00 45.055.600,00
1.01.0003 45.055.600,00 0,00 0,00 45.055.600,00

2.17.01.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN !
Koordinasi dan Penyusunan [aporan Capaian Kinerja dan
2.17.01.1.01.0006 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45.311.200,00 0,00 0,00 45.311.200,00
2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.841.540.199,00 972.807.120,00 | 52,82 868.733.079,00
2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.751.828.999,00 972.807.120,00 | 55.53 779.021.879.00
2.17.01.1,02.0005 SKPS"“”‘““' dan Penyusunan Laporan Keustgan Akhir T 44.400.000,00 0,00| 0,00 44.400.000,00
2.17.01.1.02.0008 Penyusuns Petaporan den Analisis Prognosis Realisasi 45.311.200,00 0,00 | 0,00 45.311.200,00
Anggaran
2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.949.166.400,00 0,00 0,00 1.949.166.400,00
2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 55.000.000,00 0,00 | 0,00 55.000.000,00
2.17.01.1.05.0011 Bimbingsn Teknis Implementasi Pecaturan Pervtudang- 1.894.166.400,00 0,00 | 0,00 1.894.166.400,00
Undangan
2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.801.838.100,00 802.815.979,00 16,71 3.999.022.121,00
2.17.01.1.06.0001 Kamfl: :“’ed'w‘ Komponen: instalast Liseriiy Eeacesngan Baugynan 19.960.400,00 0,00 | 0,00 19.960.400,00
2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.240.000,00 0.00 0,00 30.240.000.00
2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.726.900,00 0,00 0,00 73.726.900,00
2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 735.000.000,00 96.000,000,00 13,06 639.000.000,00
2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 202.955.200,00 0,00 | 0,00 202.955.200,00
2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 53.000.000,00 0,00 0,00 53.000,000,00
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SISA ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % KETERANGAN
2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.010.305.600,00 258.500.000,00 | 25,58 751.805.600,00
2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.676.650.000,00 448.315.979.00 | 16,74 2.228.334.021,00
2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan 788.568.030,00 | 436.100.000,00 | 55,30 352.468.030,00

Pemerintah Daerah
2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 125.450.500,00 0.00 0.00 125.450.500,00
2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 436.716.000,00 436.100.000,00 | 99,85 616.000,00
2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
2.17.01.1.07.0010 Pengadagn Saxana dan Frasarans Qcdung Kantor ats 26.401.530,00 0,00 | 0,00 26.401.530,00
Bangunan Lainnya '
2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 536.992.950,00 0,00 | 0,00 536.992.950,00
2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.180.000,00 0,00 | 0,00 50.180.000,00
2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.572.950.00 0.00 | 0,00 36.572.950,00
2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 450.240.000,00 0,00 0,00 450.240.000,00
2.17.01.1.09 Pem.eliharnan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 198.300.000.00 0,00 0,00 198.300.000,00
Pemerintahan Daerah
2.17.01.1.09.0001 reuyediaan Sasn Femeliharaan, Biays Pemelilacann:dan Pyek 73.650.000,00 0.00 | 0,00 73.650.000,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- m—— s
2.17.01.1.09.0011 eensifaraan Rehabitimat Summndan Pessaans Peathikung 124.650.000,00 0.00 | 0,00 124.650.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0,00 0,00 0,00 0,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
41105100 Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah h0e el B0
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
2.17.02.1.02. ' '
SRR DN dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam G B G0 L
1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
2.17.03 KOPERASI 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah
2.17.03.1.01 Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah Provinsi
2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
2.17.04.1.01 Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5 17.04.1.01.0003 B Pemllalarll Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil 0,00 0,00 | 0,00 0.00
Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 0.00 0,00 0,00 0,00

PERKOPERASIAN
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang
2.17.05.1.01 Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Provinsi
2 17.05.1.01.0001 P.enmgkatan Pemahm_nan dan Penget'ahuan Perkoperasian serta 0.00 0.00| 000 0,00
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.17.06 FROGEA W TEMBERDATAAN DaN EESLINDUNGAN 12.000.000.000,00 0,00 | 0,00 12.000.000.000,00
KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang
2.17.06.1.01 Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 12.000.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00
Daerah Provinsi
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
2.17.06.1.01.0002 Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf
2.17.06.1.01.0003 Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan 12.000.000.000,00 0,00 | 0,00 12.000.000.000,00
Pengembangan Ekonomi Lainnya
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok
2.17.06.1.01.0004 Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Ekonomi
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA
7. .573.500.350, 0,00 14.573.500.350,00
LA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) il el
2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui 14.573.500.350,00 0,00 | 0,00 14.573.500.350,00

Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku
Kepentingan
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang
2.17.07.1.01.0001 Tangguh dan Mandlrl Sehingga dapat Meningkatkan Penfnptaan . 0,00 0.00 | 0,00 0.00
Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,
dan Pengentasan Kemiskinan
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta
! i 1.623.500.350,00
410001 L0008 Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan LEEAIUA0NNG | %o
2.17.07.1.01.0003 Pemulihan Usaha-Usaha Kecil 600.000.000,00 0,00 | 0,00 600.000.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta
2.17.07.1.01.0006 Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 12.350.000.000,00 0,00 | 0,00 12.350.000.000,00
melalui Pendidikan dan Pelatihan
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7.750.000.000,00 0,00 | 0,00 7.750.000.000,00
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan 7.750.000.000.00
2.17.08.1.01 Skals Usslis Mewjaill Usnliin Menengah 7.750.000.000,00 0,00 | 0,00 .750.000.000,
2.17.08.1.01.0001 Pl‘ﬂdl{kSl dar'1 Pengola.han, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, 0.00 000 | 0,00 0.00
serta Desain dan Teknologi
2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil 7.750.000.000,00 0,00 | 0,00 7.750.000.000,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
3.30.02 PERUSAHAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 0,00 0,00 | 0,00 0,00

Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat
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KODE

URAIAN

SETELAH
PERGESERAN

REALISASI

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi
Distributor

3.30.02.1.01.0001

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea
dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

0,00

0,00

0,00

0,00

3.30.02.1.02

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya
Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan
Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi

0,00

0,00

0,00

0,00

3.30.02.1.02.0001

Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

0,00

0,00

0,00

0,00

3.30.02.1.02.0003

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana
Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

0,00

0,00

0,00

0,00

3.30.02.

1.02.0004

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan
Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

0,00

0,00

0,00

0,00

3.30.02.

1.03

Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya
Pengecer Terdaftar

0,00

0,00

0,00

0,00

3.30.02.

1.03.0001

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan
Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

0,00

0,00

0,00

0,00

3.30.03

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

0,00

0,00

0,00

0,00
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PERGESERAN
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional 00
Ao dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas %00 e B 0
3.30.03.1.01.0003 Pe!'nalaan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang 0,00 0.00 0,00 0,00
Komoditas
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan
.30. .300.000.000, : X 2.300.000.000,00
L POKOK DAN BARANG PENTING 4.500.000.000.08 e a%e
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan 0.00
=000l Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi 0,00 | o ’
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan
i A e ; 1 0,00 0,00
SRt Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor i o
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di
.30.04.1.01. ; i S A A A 0,00
i Tingkat Distributor dan Sub Distributor ga0 0 O%
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha
3.30.04.1. 0,00 0,00 | 0,00 0,00
102 Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
3.30.04.1.02.0001 Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok
3.30.04.1.02.0002 vang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 0.00 0,00 | 0,00 0,00

Daerah Provinsi
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KETERANGAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN
PERGESERAN
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
3.30.04.1.03 dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
3.30.04.1.03.0002 _Pel_'sgawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah 0.00 0.00 | 0,00 0,00
Provinsi
3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
3.30.04.1.03.0004 Koc.}r::hnam dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
dan Pestisida
3.30.04.1.03.0005 Pcl'nf:nksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk 0,00 0,00 | 0,00 0.00
bersubsidi
3.30.04.3.01 VBGAmIS Knterasisan Darase Eebututon. Dokns: dan 2.300.000.000,00 0,00 0,00 2.300.000.000,00
Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
3.30.04.3.01.0003 Feslitas! BAnions pefalatan dan sacsma peedapragen Dagh 2.300.000.000,00 0.00 | 0,00 2.300.000.000,00
pelaku usaha OAP
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
3.30.06 KONSUMEN 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di
AR Seluruh Daerah Kabupaten/Kota & 0,00 0,00 8,00
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang
3.30.06.1.03.0003 Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 0,00 | 0,00 0,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN

3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapnn, d.an.EvaIuasi Rencana 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Industri Provinsi

3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 0,00 0,00 | 0,00 0,00

3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Smk.romsasn dan Pelaksanaan Pembangunan 0.00 0,00 0.00 0.00
Sumber Daya Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan

3.31.02.1.01.0005 Tndustri dan Peran Serts Masyarakat 0,00 0,00 | 0,00 0,00

3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0,00 0.00 0,00 0.00

3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha

3.31.03.1.01 Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin 0,00 0,00 0,00 0,00
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan. Smkrc?msam Penga':vas%an terhadap Perlzu.mn- 0.00 0.00 | 0,00 0,00
Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

3.31.04 INDUSTRI NASIONAL 0,00 0,00 | 0,00 0,00

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan

3.31.04.1.01 IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri 0,00 0,00 | 0,00 0,00

Nasional (SIINas)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,
3.31.04.1.01.0001 Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
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3.31.04.1.01.0002

" Diseminasi dan Publikasi

Data ke SIINas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3.214.334.571,00

Provinsi melalui SIINas 0,00 e 000
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan
3.31.04.1.01.0003 Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian 0,00 0,00 | 0,00 0,00

SKPD

2.18.01 DAERAH PROVINSI 5.328.878.098,00 60,31 2.114.543.527,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2.18.01.1.01 e 60.666.000,00 28.322.500,00 | 46,68 32.343.500,00
2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.039.500,00 12.439.500,00 | 82,71 2.600.000,00
2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.039.500,00 12.439.500,00 | 82,71 2.600.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
2.18.01.1.01.0006 Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD 15.143.500,00 3.443.500,00 | 22,73 11.700.000,00
2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.443.500,00 0,00 | 0,00 15.443.500,00
2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.104.116.398,00 1.473.565.807,00 | 70,03 630.550.591,00
2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.325.625.898.00 870.565.807.00 | 65,67 455.060.091,00
2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 747.360.000,00 603.000.000,00 | 80,68 144.360.000,00
2.18.01.1.02.0005 Soucmastioi Rorommr Laposs Komnge Akt 1ot 14.843.500,00 0,00 | 0,00 14.843.500,00
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2.18.01.1.08.0001

2.18.01.1.02.0007 _ ooedinestdun Feayusran Lapossn Kevangan Brvons/ 16.287.000,00 0,00 | 0,00 16.287.000,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.426.000,00 403.863.000,00 | 80,70 96.563.000,00
2.18.01.1.05.0009 Fung:f“d‘d'ka" dan: Pelasihan hegawsi Berdassrian Tugas dan 500.426.000.00 | 403.863.000,00 | 80,70 96.563.000,00
2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.030.500.800,00 1.018.405.150,00 | 50,15 1.012.095.650,00
2.18.01.1.06.0001 Kam('::’“"cd'“" Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bengynan 43.735.500,00 43.735.500,00 | 100,00 0,00
2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.192.800,00 112.412.400,00 | 64.16 62.780.400,00
2.18.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.840.500,00 29.840.500,00 | 100,00 0,00
2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182.614.000,00 95.509.000,00 | 52,30 87.105.000,00
2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 156.931.000,00 143.514.900,00 | 91,45 13.416.100,00
2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 80.500.000,00 46.332.000,00 | 57,55 34.168.000,00
2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 113.511.000,00 105.154.000,00 | 92,63 8.357.000,00
2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.248.176.000,00 441.906.850,00 | 35,40 806.269.150,00
2.18.01.1.07 PERGAUASE RErkig MRk Daseah Ponnajuug Diviean $7.880.900,00 87.858.000,00 | 99,97 22.900,00
Pemerintah Daerah
2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87.880.900.00 87.858.000,00 | 99,97 22.900,00
2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.198.000,00 177.338.114,00 | 43,65 228.859.886,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.900.000.00 18.464.800,00 | 84,31 3.435.200,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH ; REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN

2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.050.000,00 50.853.314,00 | 57.10 38.196.686,00

2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 295.248.000,00 108.020.000,00 | 36,58 187.228.000,00

2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 139.090.000,00 24.982.000,00 | 17,96 114.108.000,00
Pemerintahan Daerah

2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 42.530.000,00 2.522.000,00 | 5.92 40.008.000.00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.700.000,00 22.460.000,00 | 48,09 24.240.000,00

2.18.01.1.09.0009 ' ain:“'"‘e"ha’aa“’mhab""”i Gedung Kantor dan Bangunan 49.860.000,00 0,00 | 0,00 49.860.000,00

.ainnya

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 351.520.000,00 46.434.000,00 | 13,20 305.086.000,00
MODAL

2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 351.520.000,00 46.434.000,00 | 13,20 305.086.000,00

2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR 351.520.000,00 46.434.000,00 | 13,20 305.086.000.00
(Potensi Investasi Regional)

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.434.356.600,00 359.028.000,00 | 25,03 1.075.328.600,00

2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan 1.434.356.600,00 |  359.028.000,00 | 25,03 1.075.328.600,00
Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

2.18.04.1.02.0007 _ Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem - 1.434.356.600,00 359.028.000,00 | 25,03 1.075.328.600,00
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 1.867.529.000,00 |  732.488.300,00 | 39,22 1.135.040.700,00

PENANAMAN MODAL

74




KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN

2.18.05.1.01 SORGEEINANY POANEIRIAS & LN TN Sy MO 1.867.529.000,00 |  732.488.300,00 | 39,22 1.135.040.700,00
Kewenangan Daerah Provinsi

2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal 683.275.000,00 143.146.200,00 | 20,95 540.128.800,00

2.18.05.1.01.0005 ety Cleating Tormmss whan Can Haotbainr geng dihedepl 304.208.000,00 85.906.400,00 | 28,23 218.301.600,00
Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 880.046.000,00 503.435.700,00 | 57,20 376.610.300,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM

.18. .279.500, , ¥ 143.279.500,00
Zan06 INFORMASI PENANAMAN MODAL MMM . 509 '
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non

2.18.06.1.01 Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat 143.279.500,00 0,00 | 0,00 143.279.500,00

Daerah Provinsi
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi

2.18.06.1.01.0002 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 143.279.500,00 0,00 0,00 143.279.500,00
Terintegrasi secara Elektronik

2.19.3.26.0.00.14.0000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA 34.895.272.501,00 | 11.558.576.949,00 | 33,12 23.336.695.552,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

13 .794.072.913, .558.576.949,00 @ 41,07 2.235.495.964,00

2.19.01 DAERAH PROVINSI 3.794.072.913,00 1.558.576.9

2.19.01.1.01 Fesencanns; Fongeaggaran; das Dvalnssl iinerjs 50.463.900,00 0,00 | 0,00 50.463.900,00
Perangkat Daerah

2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.448.000,00 0.00 | 0,00 25.448.000,00

2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.015.900,00 0,00 15.015.900,00

0,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
2.19.01.1.01.0006 Ikhtiﬁ‘;’gﬂii’:ﬂi’i}’::ﬁ;‘g Laposin Cyian Kinstjadan 10.000.000,00 0,00 | 0,00 10.000.000,00
2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.554.197.868,00 | 1.046.540.607,00 67,33 507.657.261,00
2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.395.295.868.,00 994.040.607,00 | 71,24 401.255.261,00
2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 146.400.000,00 52.500.000,00 | 35,86 93.900.000,00
2.19.01.1.02.0008 Angg’:;‘i""“m Pelsparan dan Analisis Prognosis Realisass 12.502.000,00 0,00 | 0,00 12.502.000,00
2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 450.734.000,00 0,00 | 0,00 450.734.000,00
2.19.01.1.05.0011 n daﬁig'::i"ga“ Teias I oot Pomidsig: 450.734.000,00 0,00 | 0,00 450.734.000,00
2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.479.952.000,00 411.973.342,00 | 27,83 1.067.978.658,00
2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 217.019.000,00 22.303.000,00 | 10,27 194.716.000,00
2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.732.000,00 24.650.000,00 | 24,23 77.082.000,00
2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 431.794.000,00 98.426.000,00 | 22,79 333.368.000.00
2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 729.407.000,00 266.594.342.00 | 36,54 462.812.658.00
2.19.01.1.07 Pe:’:f'f::’::';}f;?;g RANS Sworal Deaunjang Urnsan 100.063.000,00 | 100.063.000,00 | 100,00 0,00
2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 100.063.000,00 100.063.000,00 | 100,00 0,00
2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.873.345,00 0,00 | 0,00 53.873.345,00
2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 0,00 | 0,00 10.000.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.873.345,00 0,00 | 0,00 43.873.345,00
2.19.01.1.09 Pem-eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 104.788.800,00 0,00 0,00 104.788.800,00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
2.19.01.1.09. 4.788.800,00 0,00 | 0,00 104.788.800,00
90001 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan W '
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
e .200.000.000, 0,00 | 0,00 2.200.000.000,00
2.19.02 KEPEMUDAAN 2.200.000.000,00
2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda 2.000.000.000,00 0,00 | 0,00 2.000.000.000,00
dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan 0.00 | 0.00 2.000.000.000.00
SIRALE01001S Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 40000009090 ’ ' '
2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
Tingkat Daerah Provinsi
2.19.02.1.02.0004 Iﬁ(oordinasi, sinkronisasi, d.an Penyelenggaran.pcngcmbar?gap 200.000.000.00 0,00 0.00 200.000.000.00
manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING
L7 .000.000.000, 10.000.000.000,00 | 58,82 7.000.000.000,00
2.19.03 KEOLAHRAGAAN 17.000.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada
2.19.03.1.01 Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.000.000.000,00 0,00 | 0,00 3.000.000.000,00
Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan
2.19.03.1.01.0002 Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan 3.000.000.000,00 0,00 | 0,00 3.000.000.000,00

Pendidikan Menengah dan Khusus
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
2.19.03.1.03 N Pf’“'b:““" dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat 13.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 76,92 3.000.000.000,00
asiona
2.19.03.1.03.0009 = RN Doy Sl Degosad 13.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 76,92 3.000.000.000.00
ovinsi

2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.000.000.000,00 0,00 | 0,00 1.000.000.000,00

2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Ketja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi 1.000.000.000,00 0,00 | 0,00 1.000.000.000,00
dengan Lembaga Terkait
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

o .199.588, 0,00 0,00 101.199.588,00

2.19.04 KEPRAMUKAAN 101.199.588,00 5

2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 101.199.588,00 0,00 | 0,00 101.199.588,00

2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 101.199.588,00 0,00 | 0,00 101.199.588,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI

&0, .300.000.000, 0,00 0,00 10.300.000.000,00

3.26.02 PARIWISATA 10.300.000.000,00

3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 800.000.000,00 0,00 | 0,00 800.000.000,00

3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 6.000.000.000,00 0,00 | 0,00 6.000.000.000,00

3.26.02.1.02.0007 s DUctupan. sl e s erkaly gotied dalice 6.000.000.000,00 0,00 | 0,00 6.000.000.000,00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 3.500.000.000,00 0,00 | 0,00 3.500.000.000,00

3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemcliharsan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 3.500.000.000,00 0,00 | 0,00 3.500.000.000.00
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

3.26.04 MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 300.000.000,00 0,00 | 0,00 300.000.000,00

326041020010 | Montoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi 300.000.000,00 0,00 | 0,00 300.000.000,00

i
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
«£20. .200.000.000, 0,00 | 0,00 1.200.000.000,00

3:26.05 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF i ’

3.26.05.1.01 P.el:fksanaan Peningk:'ltan K?pas:itas Sumbe-r Daya Manusia 1.200.000.000,00 0.00 | 0,00 1.200.000.000,00 |
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

3.26.05.1.01.0008 FESUIAR Feoses Broasi, Prodylsl, Distibusi Kansumal, dan 1.200.000.000,00 0,00 | 0,00 1.200.000.000,00
Konservasi Ekonomi Kreatif

4.01.0.00.0.00.15.0000 | SEKRETARIAT DAERAH 894.971.681.875,00 | 82.988.674.639,00 | 9,27 811.983.007.236,00
PROGRAM PENUNJA.NG URUSAN PEMERINTAHAN

-V, .184.460.100, 66.868.550.559,00 7,97 771.315.909.541,00

4.01.01 DAERAH PROVINSI 838.184.460.100,00 6

4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.400.000.000,00 90.500.000,00 | 6,46 1.309.500.000,00
Perangkat Daerah

4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000,00 90.500.000,00 | 45,25 109.500.000,00

4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00

4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00

4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 200.000.000,00 0.00 | 0,00 200.000.000,00 _
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KODE | URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Pc-nyusunan Perubaﬁan DPA- SKPD 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.01.0006 neriaas daes Feoymn: Laponih Capain Kinagh dso 200.000.000,00 0.00 | 0,00 200.000.000,00

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.161.135.153,00 |  3.400.010.354,00 | 41,66 4.761.124.799,00
4.01.01.1,02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.961.135.153,00 |  3.400.010.354,00 | 48,84 3.561.124.799.00
4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
Keuangan SKPD
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
R T 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.02.0007  Fooninasife Rersasn Leperss Keusagsn Hulansy/ 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 200.000.000.00 0.00| 0,00 200.000.000.00
Anggaran
4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000.000,00 130.890.000,00 | 13,08 869.110.000,00
4.01.01.1.03.0001 SKPS““’ RHRD Prmatsiaan Bosoai My s ML D 140.000.000,00 | 130.890.000,00 | 93,49 9.110.000,00
1 4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 210.000.000,00 0,00 | 0,00 210.000.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
4.01.01.1.03. .000.000,0 0,00 0,00 140.000.000,00
1.1.03.0004 Daerah pada SKPD 140.000.000,00 ;
4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 170.000.000,00 0,00 | 0,00 170.000.000.00
pada SKPD
4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 210.000.000,00 0,00 | 0,00 210.000.000,00
4.01.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 130.000.000,00 0,00 | 0,00 130.000.000,00
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.473.237.600,00 0,00 0,00 9.473.237.600,00
4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.201.150.000,00 0,00 | 0,00 1.201.150.000,00
4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000,00 0,00 { 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.05.0009 . P'endidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 1.519.189.000.00 0.00 | 0,00 1.519.189.000,00
ungsi
4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.239.028.600,00 0,00 | 0,00 1.239.028.600,00
4.01.01.1.05.0011 S gt HpleDa i b Do gty 4.913.870.000,00 0,00 | 0,00 4.913.870.000,00
Undangan
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.723.063.300,00 | 19.946.097.977,00 | 27,80 51.776.965.323,00
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.453.185.000,00 906.404.000.00 | 36.94 1.546.781.000,00
4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 952.304.300,00 0,00 0,00 952.304.300,00
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.999.999.000,00 0,00 0,00 1.999.999.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN
4.01.01.1.06.0005 Pcnycdiaén Barang Cetakan dan Penggandaan 2.648.655.000,00 121.234.000,00 | 4,57 2.527.421.000,00
4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 972.000.000,00 0,00 0,00 972.000.000,00
4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 45.696.320.000,00 | 18.017.459.977,00 | 39,42 27.678.860.023,00
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.000.600.000,00 901.000.000,00 | 5,29 16.099.600.000,00
4.01.01.1.07 Pe:fe':g:f::'[‘)f:r'::g Milik Daerah Penunjang Urusan 535.264.533.200,00 |  7.458.247.000,00 | 1,39 | 527.806.286.200,00
4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 11.250.000.000,00 6.746.000.000,00 | 359,96 4.504.000.000,00
4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 231.204.200,00 0,00 | 0,00 231.204.200,00
4.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 522.533.329.000,00 197.247.000,00 | 0,03 522.336.082.000,00
4.01.01.1.07.0010 Bmgii’;ﬁ“f:?:ﬂi:m“a dan Eoxsarena Gednng Kantor s 1.250.000.000,00 | 515.000.000,00 | 41,20 735.000.000,00
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.489.836.475,00 2.905.358.365,00 | 15,71 15.584.478.110,00
4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.136.000,00 117.637.365,00 | 5,88 1.882.498.635,00
4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 497.150.000,00 152.400.000,00 | 30.65 344.750.000,00
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.792.550.475.00 2.635.321.000,00 | 16,68 13.157.229.475,00
4.01.01.1.09 B ot LR TRt U 49.708.000.000,00 | 1.542.892.000,00 | 3,10 48.165.108.000,00
4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelibaraan dan Pajak 500.000.000,00 0.00 | 0,00 500.000.000,00

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN

4.01.01.1.09.0002 _ Penycdiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 200.000.000,00 0.00 | 0,00 200.000.000,00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000.000.00 112.370,000,00 | 2.80 3.887.630.000,00

4.01.01.1.09.0009 " '?:”“hmﬂchabiﬁmi Gedung Kantor dan Bangunan 14.008.000.000,00 | 965.689.000,00 | 6.89 13.042.311.000,00

amn

4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 31.000.000.000.00 | 464.833.000.00 | 1.49 30.535.167.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya

4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan 26.197.390.677,00 |  2.940.548.863,00 | 11,22 23.256.841.814,00
Wakil Kepala Daerah

4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Dacrah dan Wakil 165.950.677.00 0.00| 000 165.950.677.00
Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala
4.01.01.1.11. 000.000. 0.00| 0,00 184.000.000,00
10002 Daerah dan Wakil Kepala Daerah 184.006.000,00

4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Dacrah dan Wakil 350.000.000.00 0,00 | 000 350.000.000.,00
Kepala Daerah

4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Dacrah dan 25.497.440.000,00 | 2.940.548.863,00 | 11.53 22.556.891.137.00
Wakil Kepala Daerah

4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Dacrah 15.919.626.595.00 | 2.462.741.500.00 | 15.46 13.456.885.095.00

4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Dacrah 3.551.487.400.00 | 479.939.000.00 | 18.81 3.071.548 400,00

4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Dacrah 1.065.830.800.00 0.00 | 0,00 1.065.830.800.00

4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Dacrah 12.302.308.395.00 | 1.982.802.500.00 | 16.11 10.319.505.895.00
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KODE | URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 69.669.519.000,00 | 16.506.737.000,00 | 23,69 53.162.782.000,00
4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan 6.879.265.800,00 0,00 0,00 6.879.265.800,00
4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 56.726.943.200,00 | 16.506.737.000,00 | 29,09 40.220.206.200,00
4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 6.063.310.000,00 0,00 | 0,00 6.063.310.000,00
4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 31.178.118.100,00 |  9.484.527.500,00 | 30,42 21.693.590.600,00
4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 15.619.769.100,00 3.802.207.500,00 | 24,34 11.817.561.600,00
GOLOLLIOOE | g i o rgugn T Kicpain Dasrah daey Miakl) Kol 13.558.349.000,00 | 5.682.320.000,00 | 41,91 7.876.029.000,00
4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2.961.497.300,00 101.004.445,00 | 3,41 2.860.492.855,00
4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1.556.978.900,00 101.004.445,00 | 6,48 1.455.974.455,00
4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 318.534.400,00 0,00 | 0,00 318.534.400,00
4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan 1.238.444.500,00 101.004.445,00 | 8,15 1.137.440.055,00
4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.404.518.400,00 0,00 | 0,00 1.404.518.400,00
4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 502.109.700,00 0,00 | 0,00 502.109.700,00
4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 335.683.800,00 0,00 0,00 335.683.800,00
4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 566.724.900,00 0,00 | 0,00 566.724.900,00
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 13.460.508.000,00 |  6.670.190.867,00 49,55 6.790.317.133,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN
4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 6.422.240.000,00 4.095.452.589,00 | 63,76 . 2.326.787.411,00
4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 422.240.000,00 13.044.750,00 | 3,08 409.195.250,00
4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 2.000.000.000,00 203.631.370,00 | 10,18 1.796.368.630,00
4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah 4.000.000.000,00 3.878.776.469,00 | 96.96 121.223.531,00
4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 7.038.268.000,00 2.574.738.278,00 | 36,58 4.463.529.722,00
4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Dacrah dan DPRD 1.062.663.500,00 174.500.988,00 | 16,42 888.162.512.00
4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 712.533.000,00 0,00 | 0,00 712.533.000,00
4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 5.263.071.500,00 |  2.400.237.290,00 | 45,60 2.862.834.210,00
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 22.156.683.800,00 8.083.205.203,00 | 36,48 14.073.478.597,00
4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 21.000.683.800,00 |  8.040.425.203,00 | 38,28 12.960.258.597,00
4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 13.387.556.800,00 |  6.100.000.000,00 | 45,56 7.287.556.800,00
4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 7.613.127.000,00 1.940.425.203,00 | 25,48 5.672.701.797,00
4.01.04.1.02 D;::"“”i Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan 726.343.000,00 42.780.000,00 | 5.8 683.563.000,00

4.01.04.1.02.0001 Klnegfgg&;g”ﬁ;ﬁ;ﬁzﬁ?&ﬂ g‘i’:;‘:fgs‘r,‘;z’c‘[;?f:;a“ 294329.00000 | 42.780.000,00 | 14,53 251.549.000,00
4.01.04.1.02.0002 Kme;ﬂ:&jﬁg”ﬁgﬁﬁ:& fﬂ'ﬁgﬁﬁzlﬁﬂeﬁiﬁ“am 296.175.000,00 0,00 | 0,00 296.175.000,00
4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian 135.839.000.00 0.00 | 0,00 135.839.000.00

Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non 429.657.000,00 0.00 | 0,00 429.657.000,00
Pelayanan Dasar
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03.000 ; .219.000,00 0,00 0,00 143.219.000,00
e Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Haa ’
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
4.01.04.1.03.0002 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi 143.219.000,00 0,00 [ 0,00 143.219.000,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03.0003 Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan 143.219.000,00 0,00 | 0,00 143.219.000,00
Perhubungan
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.999.988.700,00 863.124.355,00 | 28,77 2.136.864.345,00
4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 2.579.598.700,00 808.682.105,00 | 31,34 1.770.916.595,00
4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 1.285.498.300,00 362.605.755,00 | 28,20 922.892.545,00
4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 434.540.600,00 153.595.500,00 | 35,34 280.945.100,00
4.01.05.1.01.0003 Lain:e"d"k"'“e”mi"“ Produk Hulom dan Naskah Hukum 348.810.300,00 202.770.250,00 | 58,13 146.040.050,00
ya
4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 510.749.500,00 89.710.600,00 | 17,56 421.038.900,00
4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 420.390.000,00 54.442.250,00 | 12,95 365.947.750,00
4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 420.390.000,00 54.442.250,00 | 12,95 365.947.750,00
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ANGGARAN

4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.700.000.000,00 0,00 0,00 3.700.000.000,00
4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.950.000.000,00 0,00 0,00 1.950.000.000,00
4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 700.000.000,00 0,00 { 0,00 700.000.000,00
4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00
4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 150.000.000,00 0,00 | 0,00 150.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian
.01.06.1.02. : ’ .000.000, 0,00 | 0,00 50.000.000,00
41020001 Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan SRR
4.01.06.1.02.0002 Kocttinas,, Smkronisas Gan Evaluesi Kebijakaa 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4.01.06.1.02.0003 o Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1
4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.600.000.000,00 0,00 | 0,00 1.600.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan
4.01.06.1.03.0001 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Ancka 150.000.000,00 0,00 | 0,00 150.000.000,00
Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
4.01.06.1.03.0002 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
Sanitasi
4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian 1.250.000.000,00 0,00 | 0,00 1.250.000.000,00

BUMD
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
4.01.07 Serndeu i b 7.999.999.37500 | 402.599.210,00 | 5,03 7.597.400.165,00
4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.778.978.400,00 0,00 | 0,00 2.778.978.400,00
4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 1.037.194.200,00 0,00 0,00 1.037.194.200.00
4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 975.634.200,00 0,00 | 0,00 975.634.200,00
4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 766.,150.000,00 0,00 0,00 766.150.000,00
4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2.719.526.775,00 402.599.210,00 | 14,80 2.316.927.565,00
4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1.063.994.600.00 322.298.810,00 | 30.29 741.695.790,00
4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 884.934.200,00 0.00 0,00 884.934.200,00
4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 770.597.975,00 80.300.400,00 | 10,42 690.297.575,00
4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 2.501.494.200,00 0,00 | 0,00 2.501.494.200,00
4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 963.234.200,00 0,00 | 0,00 963.234.200,00
4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 769.910.000,00 0,00 | 0,00 769.910.000,00
4.01.07.1.03.0003 pcngﬁ::.?’ﬁﬂﬂﬁ?& aﬁ‘;‘;*s";"as‘ deryntaw Bimbingen Telatis 768.350.000,00 0.00 | 0,00 768.350.000,00
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
4.01.08.1.01 Da:::ﬁendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 150.000.000,00 0,00 0,00 150:000.000.00
4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
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ANGGARAN

50.000.000,00

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150.000.000,00 0,00 | 0,00 150.000.000,00
4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 50.000.000.00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
4.01.09 i T T R LRSS 3.208.544.600,00 0,00 | 0,00 3.208.544.600,00
4.01.09.3.02 #N/A 3.208.544.600,00 0,00 | 0,00 3.208.544.600,00
4.01.09.3.02.0001 Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus 1.704.112.200,00 0,00 0,00 1.704,112.200,00
4.01.09.3.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus 1.504.432.400.00 0.00 0,00 1.504.432.400,00
4.02.0.00.0.00.16.0000 | SEKRETARIAT DPRD _ 149.939.362.097,00 | 15.395.620.390,00 | 10,26 | 134.543.741.707,00
4.02.01 e 79.813.226.797,00 | 15.395.620.390,00 1928 |  64.417.606.407,00
4.02.01.1.01 Pe'::;eg';‘;‘:“;::r‘a?“g““ggm“‘ dan Evahuxst Kinerjs 300.000.000,00 0,00 | 0,00 300.000.000,00
4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 50.000.000,00 | 0,00 [ 0,00 50.000.000,00
4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000,00 0,00 | 0,00
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KODE | URAIAN SETELAH REALISASI %
ERGESERAN .
S— - : —

4.02.01.1.01.0006 Susliivian oy anttLgashiwssn KR 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.914.603.897,00 1.007.623.008,00 | 52,62 906.980.889,00
4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.427.403.897.00 | 1.007.623.008,00 | 70,59 419.780.889,00
4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 337.200.000,00 0,00 | 0,00 337.200.000,00
4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penwtausahann dan Pougyjisn venfikast 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00

Keuangan SKPD
4.02.01.1.02.0005 SKP];‘“"”‘““‘ an Déayyeutias Lapacet Ervangha. Akiu Tatin 50.000,000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
4.02.01.1,02.0007 otk dan Denyslin Ripocs Kt Buldne 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00

Triwulanan/Semesteran SKPD
4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 | 0,00 0,00
4.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 | 0,00 0,00
4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.875.950.000,00 218.136.140,00 3,71 5.657.813.860,00
4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 213.850.000,00 0,00 | 0,00 213.850.000,00
4.02.01.1.05.0009 Fung‘:f“d'd’k“" can Pelihne Fegmwil Bosastrion Tognsdm 990.000.000,00 0,00 | 0,00 990.000.000,00
4.02.01.1.05.0011 St Teams gl aheoiast Persturan Penuiiing 4.672.100.000,00 | 218.136.140,00 | 4,66 4.453.963.860,00

Undangan
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4.02.01.1.06 | Administrasi Umum Pefnngkat Daerah 17.798.456.700,00 4.218.901.242,00 | 23,70 13.579.555.458,00
4.02.01.1.06.0001 Kamg:“”"d'a"“ o pntn Instalasi LiseakiPeneragan Ringutan 1.000.000.000,00 0.00 | 0,00 1.000.000.000,00
4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.989.461.100,00 2.598.795.000,00 | 37,18 4.390.666.100,00
4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 180.310.800,00 0,00 0.00 180.310.800,00
4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 404.628.000,00 0,00 0,00 404.628.000,00
4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 143.479.800,00 0,00 0,00 143.479.800,00
4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 45.875.000,00 0.00 | 0,00 45.875.000,00
4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.380.516.000,00 562.545.000,00 | 23,63 1.817.971.000,00
4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.241.854.000,00 1.057.561.242,00 | 20,17 4.184.292.758,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 5
4.02.01.1.06.0011 Elektronik pada SKPD 1.412.332.000.00 0.00 0.00 1.412.332.000,00
4.02.01.1.07 Pesgadaan Darang Mitk Desrah Fenunjang Urusan 19.698.481.000,00 | 9.432.000.000,00 | 47,88 10.266.481.000,00
Pemerintah Daerah
4.02.01.1.07.0001 jabat]:;"gad“" Kendaraan Rerorangan Dines stau Kendaraan. Dings 7.580.400.000.00 |  6.117.000.000,00 | 80,69 1.463.400.000,00
4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.797.280.000,00 1.030.000.000,00 | 57,30 767.280.000,00
4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 6.366.506.000,00 0,00 0.00 6.366.506.000,00
4,02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.729.295.000,00 2.285.000.000,00 | 61,27 1.444.295.000,00
4.02.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 150.000.000.00 0.00 0,00 150.000.000,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN
PERGESERAN :
4.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000,00 0,00 | 0,00 75.000.000,00 |
4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.582.522.000,00 518.960.000,00 | 20,09 2.063.562.000,00
4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 238.000.000,00 0,00 | 0,00 238.000.000,00
4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 566.650.000,00 0,00 | 0,00 566.650.000,00
4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.777.872.000,00 518.960.000,00 | 29,18 1.258.912.000,00
4.02.01.1.09 Pe:"::i‘:::"h:;‘;z::;“g MHk Eersy Fomiiang Crazen 2.035.000.000,00 0,00 0,00 2.035.000.000,00
4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000,00 0,00 | 0,00 35.000.000,00
4.02.01.1.09.0010 Km':::‘"t:::';ﬁn “g’fn'{;hf'i:n‘?: sasuaan Pasaesa Getung 2.000.000.000,00 0,00 | 0,00 2.000.000.000,00
4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 27.182.981.500,00 0,00 | 0,00 27.182.981.500,00
4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 25.247.281.500,00 0,00 | 0,00 25.247.281.500,00
4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.235.700.000,00 0,00 0,00 1.235.700.000,00
4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00
4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD 2.425.231.700,00 0,00 0,00 2.425.231.700,00
4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1.673.406.000,00 0,00 | 0,00 1.673.406.000,00
4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 36.275.300.,00 0,00 0,00 36.275.300,00
4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 715.550.400,00 0.00 0,00 715.550.400,00




ANGGARAN

SISA ANGGARAN

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
4.02.02 FUNGSI DPRD 61.798.044.300,00 0,00 | 0,00 61.798.044.300,00
4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 12.098.834.200,00 0,00 | 0,00 12.098.834.200,00
402021000001 | o benyusunan dan bembahasan Program Pembentukan Peraturan 2.449.389.300,00 0,00 | 000 2.449.389.300,00
4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda 2.449.389.300,00 0,00 | 0,00 2.449.389.300,00
4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 2.449.389.300,00 0,00 | 0,00 2.449.389.300,00
4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 2.449.389.300,00 0,00 | 0,00 2.449.389.300,00
4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 2.301.277.000,00 0,00 | 0,00 2.301.277.000,00
4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 5.625.449.000,00 0,00 | 0,00 5.625.449.000,00
4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 1.122.208.400,00 0,00 | 0,00 1.122.208.400,00
4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1.122.208.400,00 0,00 0,00 1.122.208.400,00
4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD 1.136.615.400,00 0,00 | 0,00 1.136.615.400,00
4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD 1.122.208.400.00 0,00 0,00 1.122.208.400,00
4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1.122.208.400,00 0,00 | 0,00 1.122.208.400,00
4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.298.501.400,00 0,00 0,00 1.298.501.400,00
4.02.02.1.03.0001 : uku’::“ga“’a"‘a“ Virsan-moeriiabn Ridag Yomtintaben de 387.588.000,00 0,00 | 0,00 387.588.000,00
4,02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 265.451.400,00 0,00 0,00 265.451.400,00
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KODE

- ANGGARAN

| URAIAN SETELAH REALISASI %
PERGESERAN :
4.02.02.1.03.0003 Rakyzf"gawasa“ saead Fencnniatien Disang Segejshioresn 108.319.000,00 0,00 | 0,00 108.319.000,00
4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 90.906.000,00 0,00 0,00 90.906.000.00
4.02.02.1.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 110.105.000,00 0,00 | 0,00 110.105.000,00
4.02.02.1.03.0006 Peapwesn Tuciek Lk Sanl Eommalkamn Laporn 117.005.000,00 0,00 | 0,00 117.005.000,00
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 116.526.000,00 0,00 { 0,00 116.526.000,00
402021030008 | Pembahasan Laporan Keterangan Perianggungjawaban Kepala 102.601.000,00 0,00 0,00 102.601.000,00
4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 13.171.046.200,00 0,00 | 0,00 13.171.046.200,00
4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD 2.154.616.000,00 0,00 0,00 2.154.616.000,00
4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 7.846.286.000,00 0,00 | 0,00 7.846.286.000,00
4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 610.500.000,00 0,00 | 0,00 610.500.000,00
4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 954.010.000,00 0.00 0,00 954.010.000,00
4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 140.182.000,00 0,00 | 0,00 140.182.000,00
4,02.02.1.04,0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 583.452.200,00 0,00 | 0,00 583.452.200,00
4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD £82.000.000,00 0,00 | 0,00 882.000.000,00
4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 16.807.987.000,00 0,00 | 0,00 16.807.987.000,00
4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 8.893.100.000,00 0,00 | 0,00 8.893.100.000,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 129.855.000,00 0,00 0,00 129.855.000,00
4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses 7.785.032.000,00 0,00 0,00 7.785.032.000,00
4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 155.523.000,00 0,00 0,00 155.523.000,00
4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 73.592.000,00 0,00 | 0,00 73.592.000,00
4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 81.931.000,00 0,00 0.00 81.931.000,00
4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 174.165.000,00 0,00 0,00 174.165.000,00
4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 174.165.000,00 0,00 | 0,00 174.165.000,00
4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12.466.538.500,00 0,00 | 0,00 12.466.538.500,00
4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12.172.736.000,00 0,00 0,00 12.172.736.000,00
4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 92.042.500.00 0,00 | 0,00 92.042.500,00
4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 201.760.000,00 0,00 | 0,00 201.760.000,00
4.02.03 e 8.328.091.000,00 0,00 | 0,00 8.328.091.000,00
AN Pcmc[:ii:ll:hg [(;izrl:hmdﬁiq:qigt:;;‘;:rszﬁ?oizzgz;’iabm Wi i B G
4,02.03.3.01.0003 Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus 0,00 0,00 0.00 0,00
5.01.5.05.0.00.17.0000 &Ag‘?:mrgmm FENBANGUNAN, BISEXDAN 36.220.053.292,00 | 13.325.902.844,00 | 36,79 |  22.894.150.448,00
5.01.01 A AR HELIATEEMEEEARIAN 20.720.053.292,00 | 7.972.426276,00 | 3847 | 12.747.627.016,00

DAERAH PROVINSI

95




PERGESERAN |
5.01.01.1.01 ERCREATRES, Erapeiggaren, fan Kakiss Kl 300.016.400,00 0,00 | 0,00 300.016.400,00
Perangkat Daerah
5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.01.0006 _— ;;"gg;ﬂi;‘sfﬂ :; ‘i;‘: ‘3‘:;?)“ el e 50.016.400,00 0,00 | 0,00 50.016.400.,00
5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.926.773.292,00 | 1.624.894.221,00 | 55,51 1.301.879.071,00
5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.676.773.292.00 | 1.624.894.221,00 | 60.70 1.051.879.071,00
5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
5.01.01.1.02.0005 SKP;“""‘H"W San Penyssanan Laporan Keusngam ke (v 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.02.0007 Tm;:ﬂ“;ﬂ;‘;?ﬂigxr:“g;;“;a“ Liaporen Kewingin Bulamay/ 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.02.0008 Angg‘::i’“s““a“ Pelaparan dan Analisia Prognosts Realisss: 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.321.296.000,00 0,00 | 0,00 5.321.296.000,00
5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN
PERGESERAN
5.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000.00
5.01.01.1.05.0011 Ui aﬁig'::i“ga“ Lo il b 4.821.296.000,00 0.00 | 0,00 4.821.296.000,00
5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.968.960.000,00 |  6.347.532.055,00 | 53,03 5.621.427.945,00
5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.072.242.000,00 812.838.920,00 | 75,80 259.403.080,00
5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.680.000,00 150.000.000,00 | 59,83 100.680.000,00
5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 0,00 | 0,00 75.000.000,00
5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.356.040.000,00 2.014.765.000,00 | 60,03 1.341.275.000.00
5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.114.998.000,00 3.369.928.135,00 | 47.36 3.745.069.865.00
5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.667.600,00 0,00 | 0,00 147.667.600,00
5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137.667.600,00 0,00 0,00 137.667.600,00
5.01.01.1.09 Pe':::i‘::::z“;zi::“g Mikik Beorah Fenunjang Urusan 55.340.000,00 0,00 | 0,00 55.340.000,00
5.01.01.1.09.0001 - d‘::::‘:,'::; iﬁ;?:;ﬁ::ﬁﬂ;ﬁ%ﬂ':ﬁﬁg Pk 42.530.000,00 0,00 | 0,00 42.530.000,00
5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.810.000,00 0,00 | 0,00 12.810.000,00
5.01.02 FICRAN F AR LNCANAANTEDCENDACRAD, Dt 11.000.000.000,00 4.694.500.446,00 | 42,67 6.305.499.554,00

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
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KODE SETELAH REALISASI % SISA ANGGARAN
PERGESERAN '

5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 6.500.000.000,00 2.924.652.080,00 | 44,99 3.575.347.920,00

5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Dacrah, Permasalahan, dan Isu Strategis 1.000.000.000.00 | 999.897.300,00 | 99,98 102.700,00
Pembangunan Daerah

5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 500.000.000.00 58.370.000.00 | 11,67 441.630.000,00

5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 2.000.000.000,00 1.607.971.780,00 | 80,39 392.028.220,00

5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penynsunan dan Penetapan Dokumen Perencansan 3.000.000.000,00 258.413.000,00 | 8,61 2.741.587.000,00
Pembangunan Daerah Provinsi

5.01.02.1.02 Analion Datw Gan Intorasast Demerintaban Daarah Biduig 1.000.000.000,00 999,720.115,00 | 99,97 279.885,00
Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.1.02.0001 - rﬁ“’l's's Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 1.000.000.000,00 999.720.115.00 | 99,97 279.885,00

5.01.02.1.03 Peagendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 2.500.000.000,00 |  272.684.296,00 | 10,90 2.227.315.704,00
Pembangunan Daerah

5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 1.150.000.000,00 272.684.296,00 | 23.71 877.315.704,00
Pembangunan Daerah di Provinsi

5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 1.000.000.000,00 0.00 | 0,00 1.000.000.000,00
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
5.01.02.1.03.0004 P e e 350.000.000,00 0.00 | 0,00 350.000.000,00
5.01.02.1.04 implementasi Sistem Informasi Femerintalian Daerah di 1.000.000.000,00 497.443.955,00 | 49,74 502.556.045,00

Bidang Pembangunan Daerah
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN '

5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Deta dalam Sistem Informasi Pemerintahan 350.000.000.00 299.389.555.00 | 85,53 50.610.445.00
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 350.000.000,00 198.054.400.00 | 56,58 151.945.600.00
Pembangunan Daerah

5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahian Dacrah di Bidang 300.000.000,00 0.00| 0,00 300.000.000,00
Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI

5.01.03 SFRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAR 3.000.000.000,00 271.932.221,00 | 9,06 2.728.067.779,00

5.01.03.1.01 Koerdinesl Fervncanann Ritung Komorintahan dom 1.000.000.000,00 130.838.241,00 | 13,08 869.161.759,00
Pembangunan Manusia

5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanasn Sinergitas dan Harmonisasi 500.000.000.00 79.238.241.00 | 15,84 420.761.759.00
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

5.01.03.1.01.0007 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 500.000.000,00 51.600.000,00 | 10,32 448.400.000,00
Manusia

5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00
(Sumber Daya Alam)

5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 500.000.000,00 000 | 0,00 500.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

5.01.03.1.03 Soseiinss Derencanaun icang Infrasodioondes 1.500.000.000,00 141.093.980,00 | 9,40 1.358.906.020,00
Kewilayahan

5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 500.000.000.,00 76.546.000.00 | 15.30 423.454.000.00

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
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5.01.03.1.03.0003

Pelaksanaan onitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen |

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

5.02.00

Pencatatan Sipil

NON PROGRAM

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
5.01.03.1.03.0004 Fagin Begiban Deersh Bidang Inf e 500.000.000,00 64.547.980,00 | 12,90 435.452.020,00
5.05.02 TEUGE AR CENELLOEN Dty EENCEMpRNGAN 1.500.000.000,00 387.043.901,00 | 25,80 1.112.956.099,00
DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 170.451.497.00
5.05.02.1.01 Peiciintabin Gik Pengkalian Pérataran 500.000.000,00 329.548.503,00 | 65,90 .451.497,
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan
5.05.02.1.01.0013 Bacu dan/otau Evalussi Techadap Pélal p 500.000.000,00 329.548.503.00 | 65,90 170.451.497.00
5.05.02.1.02 Denetithn dan Pengembungin Ridesg Sosial dan 1.000.000.000,00 57.495.398,00 | 5,74 942.504.602,00
Kependudukan
5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000,00 57.495.398,00 | 11,49 442.504.602,00
5.05.02.1.02.0008 ebslitien G Scgrmhengic AonuIes) Reponduamr da 500.000.000,00 0,00 | 0,00 500.000.000,00

0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
5.02.00.0.00.0000 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % KETERANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.02.01 DAERAH PROVINSI 272.263.351.860,00 | 62.405.171.352,00 | 22,92 209.858.180.508,00

5.02.01.1.01 Perencansan, Penganggaran; dan Evabumsi Kinerjn 590.666.000,00 147.965.687,00 | 25,05 442.700.313,00
Perangkat Daerah

5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 149.786.000,00 20.652.248,00 | 13,78 129.133.752,00

5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 98.200.000,00 0,00 | 0,00 98.200.000,00

5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 94.600.000,00 0,00 | 0,00 94.600.000,00

5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 98.200.000,00 0,00 0,00 98.200.000,00

5.02.01.1.01.0006 Naosecioasean Eengusmen Lagorn Unpeian Rinsgn et 149.880.000,00 127.313.439,00 | 84,94 22.566.561,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 249.010.660.110,00 | 56.915.304.291,00 | 22,85 192.095.355.819,00

5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 247.600.395.110,00 | 56.601.870.809,00 | 22,86 190.998.524.301,00

5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 98.200.000,00 38.564.000,00 | 39,27 59.636.000,00

5.02.01.1.02.0003 elgksanann Fonatinsalian G Sangapiay Vertilha 250.000.000,00 109.959.542,00 | 43,98 140.040.458,00
Keuangan SKPD

5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 350.000.000,00 89.363.620,00 | 25,53 260.636.380,00

5.02.01.1.02.0005 SKpgoord‘"aS’ San Renyusunan Laposan Renungan Akbir Tibun 300.000.000,00 0,00 | 0,00 300.000.000,00

5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 112.065.000,00 0,00 | 0,00 112.065.000,00

1
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KODE SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN : :
5.02.01.1.02.0007 . Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 150.000.000.,00 75.546.320,00 | 50,36 74.453.680,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 150.000.000,00 0,00 | 0.00 150.000.000,00
Anggaran
5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 199.700.000,00 63.475.000,00 | 31,78 136.225.000,00
5.02.01.1.03.0001 SKP[’;""””S““*‘“ e 49.925.000,00 40.075.000,00 | 80,27 9.850.000,00
5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 49.925.000,00 23.400.000,00 | 46,87 26.525.000,00
5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Dacrah 49.925.000,00 0.00 | 0,00 49.925.000,00
pada SKPD
5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Dacrah pada SKPD 49.925.000,00 0,00 | 0,00 49.925.000,00
5.02.01.1.04 Da‘:‘r’:;"“'s"““ Féoudpatun Dusrah Sairsisngin Leragpxe: 1.762.630.500,00 | 904.871.237,00 | 5133 857.759.263,00
5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 291.532.000,00 0,00 0.00 291.532.000,00
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta
5.02.01.1.04.0002 Peayusinan Kebijaken Retribusi Daecah 241.804.000,00 113.914.719.00 | 47,11 127.889.281.00
5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 386.289.500,00 167.456.518,00 | 43,35 218.832.982.00
5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Dacrah 382.700.000,00 323.500.000,00 | 84.53 59.200.000.00
5.02.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Dacrah 60.705.000.00 0.00 | 0,00 60.705.000,00
5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 399.600.000.00 300.000.000.00 | 75,07 99.600.000.00
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_ PERGESERAN
5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.741.113.000,00 57.662.000,00 | 1,54 3.683.451.000,00
5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 60.000.000,00 0,00 | 0.00 60.000.000,00
5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.925.000,00 22.412.000,00 | 44,89 27.513.000,00
5.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 232.054.000,00 35.250.000,00 | 15,19 196.804.000,00
5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 49.975.000,00 0,00 | 0,00 49.975.000,00
5.02.01.1.05.0009 Funng“d'd‘ka" e Pelatiium begawai Detdasarkan Tugas dan 258.664.600,00 0,00 | 0,00 258.664.600,00
5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.668.476.400,00 0.00 0,00 1.668.476.400,00
5.02.01.1.05.0011 Rmibingac ekl dnplementicn Feastaten Rismdeg: 1.422.018.000,00 0,00 0,00 1.422.018.000,00
Undangan
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.382.957.600,00 3.490.979.217,00 | 41,64 4.891.978.383,00
5.02.01.1.06.0001 Kamz:"yed'“” Kanpanes Intslsal Listalo Penecmppn Bangenn 88.589.400,00 0,00 | 0,00 88.589.400,00
5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.273.185.700,00 433.639.800,00 | 34,05 839.545.900,00
5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 131.822.400,00 127.793.500,00 | 96,94 4.028.900,00
5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.980.000,00 0,00 | 0,00 117.980.000,00
5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.118.724.500,00 341.200.000,00 | 30,49 777.524.500,00
5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 202.853.000,00 176.299.200.00 | 86,90 26.553.800,00
5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.274.929.600,00 1.442.173.000,00 | 63,39 832.756.600,00
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e Ghiii SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
5.02.01.1 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koofdinasi dan Konsultasi SKPD 3.174.873.000,00 969.873.717,00 | 30,54 2.204.999.283,00
5.02.01.1.07 Fengacain Sartug ik Dascek Ronuajung Uresan 381.097.200,00 | 294.350.000,00 | 77,23 86.747.200,00
Pemerintah Daerah
5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 294.995.300,00 294.350.000,00 | 99,78 645.300,00
5.02.01.1.07.0010 Fongadain Sorana din Poxsass Gedung Kentor st 86.101.900,00 0,00 | 0,00 86.101.900,00
Bangunan Lainnya
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.205.035.650,00 529.293.920,00 | 24,00 1.675.741.730,00
5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 216.800.000,00 20.016.500,00 9,23 196.783.500,00
5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 560.696.650,00 106.799.420,00 | 19,04 453.897.230,00
5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.427.539.000,00 402.478.000,00 | 28,19 1.025.061.000,00
5.02.01.1.09 EARGENErRRe Batag Milk Daetal Desanjiog Vs 5.989.491.800,00 1.270.000,00 | 0,02 5.988.221.800,00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
5.02.01.1.09.0001 Kend Pesorsingaii Dinas atéti Kendaraan Dinas Jabetan 142.205.800,00 1.270.000,00 0,89 140.935.800,00
5.02.01.1.09.0010 Pemelibisragn Rotisbilitesi Sucens due Prasstsnn rdung 5.847.286.000,00 0,00 | 0,00 5.847.286.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 554.159.089.441,00 | 226.542.832.191,00 | 40,88 327.616.257.250,00
5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 8.181.643.300,00 1.427.071.498,00 | 17,44 6.754.571.802,00
5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 607.277.000.00 | 0,00 | 0,00 607.277.000.00
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5.02.02.1.01.0002 6 ASK"O"d‘“aS‘ G Rexyusunaa Terybatn KUA ¢an Pacubein 603.479.000,00 | 227.150.000,00 | 37,64 376.329.000,00

5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD 99.151.000,00 0,00 | 0,00 99.151.000,00

5.02.02.1.01.0004 Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 99.947.500.00 0,00 0,00 99.947.500,00

5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 295.015.000,00 295.015.000,00 | 100,00 0,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD

5.02.02.1.01.0007 dis Dea Kepala Dacrah tentang Penjabaran APBD 1.863.212.000,00 83.195.588,00 | 4,46 1.780.016.412,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

5.02.02.1.01.0008 Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 1.053.963.300,00 0,00 | 0,00 1.053.963.300,00

Perubahan APBD
5.02.02.1.01.0009 Xouelismss can Eeayvsinan Rogla st Retijom Beng 688.700.000.00 | 688.450.000,00 | 99,96 250.000,00
Anggaran

5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2.004.505.900,00 0,00 | 0,00 2.004.505.900,00

5.02.02.1.01.0013 Pmi‘; z'i“b“’aa“ beratintnm Rengaagummn Tisreely Fomerintan 866.392.600,00 133.260.910,00 | 15,38 733.131.690,00

5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9.164.545.800,00 1.662.846.672,00 | 18,14 7.501.699.128,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan

2

5.02.02.1.02.0001 Retribust Kabupaten/Kot 230.000.000,00 0,00 | 0,00 230.000.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

5.02.02.1.02.0002 Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 1.383.924.000,00 296.037.000,00 | 21,39 1.087.887.000,00

Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
5.02.02.1.02.0003 APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 1.484.500.000,00 0,00 { 0,00 1.484.500.000,00
tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
5.02.02.1.02.0004 | bertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 1.548.156.000.00 | 240.012.872.00 | 15,50 1.308.143.128,00
Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 539.380.000,00 144.000.000,00 | 26,69 395.380.000,00
5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Dacrah 350.170.800,00 161.066.800,00 | 45,99 189.104.000,00
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
02.02.1.02. .565.000, . X 565.000,0
5.02.02.1.02.0009 Kabupaten/iiot denRansisigin Peratiiran K spila Daerih tontiii 654.565.000,00 0,00 | 0,00 654.565.000,00
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
5.02.02.1.02.0010 Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan 985.850.000,00 470.730.000,00 | 47,74 515.120.000,00
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan
5.02.02.1.02.0011 Einersiy Bidang Keusugan Deersh Kabupaten/Kols 1.738.000.000,00 351.000.000.00 | 20,19 1.387.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
5.02.02.1.02.0012 Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik 250.000.000,00 0.00 0,00 250.000.000,00
Keuangan Pemerintahan Daerah
5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3.016.489.000,00 1.034.082.323,00 | 34,28 1.982.406.677,00
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5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 976.147.000,00 | 335.756.290,00 | 34,39 640.390.710,00
5.02.02.1.03.0003 Peayinpa, Peuichtiinm: Forgradelis datl Bogsoiti 225.900.000,00 | 167.640.000,00 | 74,20 58.260.000,00

Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
5.02.02.1.03.0005 Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana 494.146.000,00 105.214.717,00 | 21,29 388.931.283,00
Transfer Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan
5.02.02.1.03.0006 Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan 429.976.000,00 95.250.000,00 | 22,15 334.726.000,00
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
5.02.02.1.03.0007 BemuainlPeadinsin i Dloysiorn Decliiingsn Sk Kaiis 150.526.000,00 0,00 | 0,00 150.526.000,00
(PFK)
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang
5.02.02.1.03.0010 Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.1.03.0011 e 589.794.000.00 | 330.221.316,00 | 55,98 259.572.684,00
Kabupaten/Kota
5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 3.048.672.200,00 | 649.123.356,00 | 21,29 2.399.548.844,00
Keuangan Daerah
5.02.02.1.04.0001 SeoaesioRss Ecinicsman: skmhs) Fooksimas den 150.000.000.00 0,00 | 0,00 150.000.000,00

Pengeluaran Kas Daerah
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 230.330.200,00 0,00 | 0,00 230.330.200,00
e Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran N ’ 4 e
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
5.02.02.1.04.0005 tentang Pertanggangsewatn Eelsksnana APRLD Froyussi G 1.197.076.000.,00 180.142.439.00 | 15,04 1.016.933.561.00
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
5.02.02.1.04.0006 Penyusunan. Tanggnpen/Tindsk Lanjut terhadep LHP BPK stas 100.000.000,00 30.011.975.00 | 30,01 69.988.025,00
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban 621.266.000,00 216.500.000.00 | 34,84 404.766.000,00
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
5.02.02.1.04.0009 Penyclenggaraan Akuntansi Pemerintah Dacrah 150.000.000,00 47.000.000,00 | 31,33 103.000.000,00
5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Proscdur Akuntansi dan Pelaporan 450.000.000,00 85.250.000.00 | 18.94 364.750.000,00
Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 150.000.000,00 90.218.942.00 | 60,14 59.781.058.00
Pemerintah Provinsi
5.02.02.1.05 D:;::“’““g Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 529.747.739.141,00 | 221.769.708.342,00 | 41,86 307.978.030.799,00
5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 147.247.285.836,00 | 15.681.289.500,00 | 10,64 131.565.996.336,00
5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 382.500.453.305.00 | 206.088.418.842.00 | 53,87 176.412.034.463,00
5.02.02.1.06 veagrioiean Data dan Xmplamentan sitens Informass 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
' PERGESERAN
5.02.02.1.06.0002 Dacr;:‘;;";:’g’f::&g:“g:;ﬁ““ Srslein Inforiinsl Detsiennih 1.000.000.000,00 0,00 | 0,00 1.000.000.000,00
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.032.840.793,00 1.018.034.723,00 | 20,22 4.014.806.070,00
5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.032.840.793,00 1.018.034.723,00 | 20,22 4.014.806.070,00
5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga 500.000.000,00 149.213.500,00 | 29.84 350.786.500,00
5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 400.000.000,00 80.126.000,00 | 20,03 319.874.000,00
5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 700.000.000,00 291.054.756,00 | 41,57 408.945.244,00
5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 2.432.840.793.00 326.688.467,00 | 13,42 2.106.152.326,00
5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 600.000.000,00 81.126.000,00 | 13,52 518.874.000,00
50203100001 | Bekonsiliai dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 400.000.000,00 | 89.826.000,00 | 2245 310.174.000,00
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.782.914.100,00 1.578.732.280,00 | 20,28 6.204.181.820,00
5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.782.914.100,00 1.578.732.280,00 | 20,28 6.204.181.820,00
5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 291.506.000,00 55.207.845,00 | 18,93 236.298.155,00
5.02.04.1.01.0002 chiﬁ;‘:jjfﬁﬁ o R RO R 256.669.000,00 0,00 0,00 256.669.000,00
5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 779.499.000,00 95.742.739,00 | 12,28 683.756.261,00
5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1.044.000.000,00 100.000.000,00 9,57 944.000.000,00
5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 502.987.000,00 349.361.394,00 | 69,45 153.625.606,00

109




KODE URAIAN SETELAH REALISASI Y% SISAANGGARAN KETERANGAN
PERGESERAN

5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.116.893.100,00 318.804.413,00 | 28,54 798.088.687,00

5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 287.608.000,00 83.365.889,00 | 28,98 204.242.111,00

5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.909.606.000,00 305.750.000,00 | 16,01 1.603.856.000,00

5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 277.844.000,00 70.500.000.00 | 25,37 207.344.000,00

5.02.04.1.01.0013 Eembingen:den Peagawasen Pongelolan Pajek Daersh den 516.302.000,00 200.000.000,00 | 38,73 316.302.000.00
Retribusi Daerah

5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

T e e i e e T s 24.488.068.722,00 | 4.100.714.781,00 | 16,74 |  20.387.353.941,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.03.01 DAERAH PROVINSI 7.243.665.722,00 2.021.729.269,00 | 27,91 5.221.936.453,00

5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 83.903.800,00 0,00 | 0,00 83.903.800,00
Perangkat Daerah

5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.550.000,00 0.00 | 0,00 34.550.000,00

5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00

5.03.01.1.01.0006 Sincetisasiitan.: eyusdss Lepacas Cip o Sanegiide 27.853.800,00 0,00 | 0,00 27.853.800,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.658.907.822,00 1.060.069.437,00 | 63,90 598.838.385,00

5.03.01.1.02.0001 N Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.608.908.722,00 65,88 548.839.285.00

1.060.069.437,00
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5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi 49.999.100,00 0.00 | 0,00 49.999.100,00
Keuangan SKPD
5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.312.598.400,00 127.954.000,00 9,74 1.184.644.400,00
5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 134.536.400,00 0,00 { 0,00 134.536.400,00
5.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 205.248.000,00 127.954.000,00 | 62,34 77.294.000,00
5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 471.662.000,00 0,00 | 0,00 471.662.000,00
5.03.01.1.05.0011 F¥ireé g Tk B vk et Diestuessy Foaiosngs 501.152.000.00 0,00 | 0,00 501.152.000,00
Undangan
5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.725.708.300,00 803.304.378,00 | 29,47 1.922.403.922,00
503011060001 | PenvediaanKomponen Instalasi ListrildPencrangan Bangunan 10.130.100,00 135320000 | 1335 8.776.900,00
5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.865.100,00 4.342.000,00 | 12,82 29.523.100,00
5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 445.567.100,00 132.191.000,00 | 29,66 313.376.100,00
5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 414.469.000,00 86.356.900,00 | 20,83 328.112.100,00
5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 627.751.000,00 0,00 0,00 627.751.000,00
5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.193.926.000,00 579.061.278,00 | 48,50 614.864.722,00
5.03.01.1.07 PeRmriing Barang MK Ducesh Rewinjang Drmatn 1.252.440.700,00 0,00 | 0,00 1.252.440.700,00
Pemerintah Daerah
5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 263.406.200,00 0,00 | 0,00 263.406.200,00
5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 989.034.500,00 0,00 0,00 989.034.500,00
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KODE URAIAN 'SETELAH REALISASI % KETERANGAN
PERGES :
5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.918.400,00 25.900.906,00 14,08 158.017.494,00
5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.116.000,00 4.000.000,00 | 15,92 21.116.000,00
5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 158.802.400,00 21.900.906,00 | 13,79 136.901.494,00
5.03.01.1.09 Peze:':i‘:::::;’;z:::“g SR SRR Eaajpiog SN 26.188.300,00 4.500.548,00 | 17,18 21.687.752,00
5.03.01.1.09.0001 - d‘::;’;‘::::;‘ éﬁ;ﬁ?ﬁﬁfﬂxﬁ"ﬁﬂ'ﬁmﬁ" Pajal 26.188.300,00 4.500.548,00 | 17,18 21.687.752,00
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 9.623.064.500,00 1.352.745.263,00 | 14,05 8.270.319.237,00
5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 3.489.734.800,00 346.410.907,00 | 9,92 3.143.323.893,00
so3.021010002 | ° ;’g;f;“;;:;’;ﬁ;ﬁaﬁbxg‘gm Jenis dan Jumlah Jabatan 1.157.098.500,00 | 146.515.971.00 | 12,66 1.010.582.529,00
5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.046.828.000,00 182.468.556,00 | 17,43 864.359.444,00
5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 497.556.200,00 17.426.380,00 3,50 480.129.820,00
5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 512.718.000,00 0,00 | 0,00 512.718.000,00
5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 275.534.100,00 0,00 0,00 275.534.100,00
5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 4.283.891.700,00 632.429.432,00 | 14,76 3.651.462.268,00
5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 670.312.800,00 57.431.601,00 8,56 612.881.199,00
5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1.625.841.000,00 522.818.531,00 | 32,15 1.103.022.469,00
5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 1.987.737.900,00 52.179.300,00 2,62 1.935.558.600,00
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KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 200.000.000,00 148.779.757,00 | 74,38 51.220.243,00 -
5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 200.000.000,00 148.779.757,00 | 74,38 51.220.243,00
5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.649.438.000,00 225.125.167,00 | 13,64 1.424.312.833,00
5.03.02.1.04.0001 Penyumnn Sebiaken Rentlaian den Evsluss Kinecis 154.818.600,00 144.915.573.00 | 93,60 9.903.027,00

Aparatur
5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 134.982.900,00 20.964,794,00 | 15,53 114.018.106.,00
5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 383.655.000,00 59.244.800,00 | 15,44 324.410.200,00
5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 391.451.800,00 0,00 0,00 391.451.800,00
5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN 203.399.700,00 0,00 [ 0,00 203.399.700,00
5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 206.499.900,00 0,00 | 0,00 206.499.900,00
5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 174.630.100,00 0,00 | 0,00 174.630.100.00
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.621.338.500,00 726.240.249,00 9,52 6.895.098.251,00
5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.551.926.500,00 230.560.300,00 6,49 3.321.366.200,00

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan

Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi
5.04.02.1.01.0002 Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan 551.926.500,00 230.560.300,00 | 41,77 321.366.200,00

Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan

Umum
5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, 3.000.000.000,00 0,00 | 0,00 3.000.000.000,00

Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
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PERGESERAN
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 3.003.535.000,00 | 495.679.949,00 | 16,50 2.507.855.051,00
Manajerial dan Fungsional
5.04.02.1.02.0003 Delaksmion Sextifikant Eompetsns di Linghangsn Remerintsh 503.815.800,00 188.864.128,00 | 37,48 314.951.672,00
Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 411.333.000,00 206.559.183,00 | 50,21 204.773.817,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
5.04.02.1.02.0007 Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, 2.088.386.200,00 100.256.638,00 | 4,80 1.988.129.562,00
Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.04.02.1.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 1.065.877.000,00 0,00 | 0,00 1.065.877.000,00
5.04.02.1.03.0001 Feugelsn . Pengenan i Kaupbonas Fadilitor sbi 1.065.877.000,00 0,00 | 0,00 1.065.877.000,00
Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
6.01.0.00.0.00.20.0000 | INSPEKTORAT 32.304.316.890,00 | 10.684.741.627,00 | 33,07 21'.6_15.575.-253,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
6.01.01 DAERAH PROVINSI 19.357.316.890,00 8.753.019.427,00 | 45,21 10.604.297.463,00
6.01.01.1.01 Feroncanasn, Fonganggaran; oan Evalusd Kinerjs 386.702.000,00 153.000.000,00 | 39,56 233.702.000,00
Perangkat Daerah
6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 | 100,00 0,00
6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 100.000.000.00 3.000.000,00 3,00 97.000.000,00
6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000,00
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ANGGARAN

: PERGESERAN
6.01.01.1.01.0006 JSoondiasi can Penynennen Laparen Capaian Kiners da 86.702.000,00 0,00 | 0,00 86.702.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.538.946.273,00 | 1.981.051.934,00 | 78,02 557.894.339,00
6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.288.946.273,00 | 1.831.051.934,00 | 79,99 457.894.339,00
6.01.01.1.02.0005 SKP;""“"““' e Eomynsnnan i-apoem Keoamgan Albic §alun 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
6.01.01.1.02.0007 , Teoniinastaan Eermmen | Apoon Rusnangm Dilasag 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 0,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.701.050.000,00 1.200.967.496,00 | 25,54 3.500.082.504,00
6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000,00 121.100.000,00 | 60,55 78.900.000,00
6.01.01.1.05.0009 Fung:;’“d‘d‘k““ i Felabion kognvwot Kordmsih Toges tan 2.999.766.000,00 448.975.967.00 | 14,96 2.550.790.033,00
6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000.000,00 391.147.469,00 | 39,11 608.852.531,00
6.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 501.284.000,00 |  239.744.060,00 | 47.82 261.539.940,00
Undangan
6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.972.694.617,00 2.635.629.563,00 | 44,12 3.337.065.054,00
6.01.01.1.06.0001 Kam:fnyed'aa“ Bompanes fostaias Lisrle Pencrangan Sanguns 80.356.217,00 80.356.217,00 | 100,00 0,00
6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 342.476.400,00 270.625.900,00 | 79.02 71.850.500,00
6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 700.000.000,00 490.000.000,00 | 70,00 210.000.000,00
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URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN

6.01.01 .1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 750.000.000,00 57.5.248.000.,00 76,69 174.752.000,00
6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 40.000.000.00 | 40,00 60.000.000,00
6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000.000,00 749.990.000,00 | 74,99 250.010.000,00
6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.999.862.000,00 429.409.446,00 | 14,31 2.570.452.554,00
6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.929.210.000,00 |  1.775.014.000,00 | 60,59 1.154.196.000,00

Pemerintah Daerah
6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 207.300.000,00 207.300.000,00 | 100,00 0,00
6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.721.910.000,00 1.567.714.000,00 | 57,59 1.154.196.000,00
6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.454.034.000,00 956.896.434,00 | 38,99 1.497.137.566,00
6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000.000,00 200.000.000,00 { 100,00 0,00
6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.946.000,00 64.008.434,00 | 32,01 135.937.566.00
6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.054.088.000,00 692.888.000,00 | 33,73 1.361.200.000,00
6.01.01.1.09 EmEURA Satang B Dosrih Eouwn 1 U rims 374.680.000,00 50.460.000,00 | 13,46 324.220.000,00

Pemerintahan Daerah
6.01.01.1.09.0001 Horyedin sy Fomeliiarann, Bous Poaieliiatian dad Fejulk 49.730.000,00 42.530.000,00 | 85,52 7.200.000,00

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.950.000.00 7.930.000,00 | 15,87 42.020.000,00
6.01.01.1.09.0009 : ain:;;‘cl'hmkehab‘l"“‘ Dedung Eavtoe den Samguusn 275.000.000,00 0,00 | 0,00 275.000.000,00
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 9.097.000.000,00 1.666.107.700,00 7.430.892.300,00

18,31
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PERGESERAN
6.01.02.l.ill Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7.650.000.000,00 1.52.1.063.-2.00,00 | 19,88 6.128.936.800,00
6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.641.000.000,00 283.889.000,00 | 17,29 1.357.111.000,00
6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Dacrah 1.640.000.000,00 475.538.000,00 | 28,99 1.164.462.000,00
6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 780.000.000,00 435.774.200.00 | 55.86 344.225.800,00
6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 1.808.000.000,00 325.862.000,00 | 18,02 1.482.138.000,00
6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 0,00 | 0,00 1.000.000.000,00
6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal 240.000.000,00 0,00 | 0,00 240.000.000,00
6.01.02.1.01.0007 _— "gfz::’}’l‘rgl d‘i"i‘r’l j‘iﬁg‘l“g;kn;ﬂ:; T;[l;) Al 541.000.000,00 0,00 [ 0,00 541.000.000,00
6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.447.000.000,00 145.044.500,00 | 10,02 1.301.955.500,00
6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 347.000.000,00 0,00 | 0,00 347.000.000,00
6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.100.000.000,00 145.044.500,00 | 13,18 954.955.500,00
6.01.03 e i 3.850.000.000,00 | 265.614.500,00 | 6,89 3.584.385.500,00
6.01.03.1.01 Fa:;:;‘;:}‘;f::g:‘::ij::’“ Teknis di Bidang Pengawasan dan 641.000.000,00 156.159.500,00 | 24,36 484.840.500,00
6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 344.000.000,00 22.560.000,00 | 6,55 321.440.000,00
6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 297.000.000,00 133.599.500,00 | 44,98 163.400.500,00
6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 3.209.000.000,00 109.455.000,00 | 3,41 3.099.545.000,00
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PERGESERAN
6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 515.000.000,00 0,00 0,00 515.000.000,00
6.01.03.1.02.0002 Bimkpr‘;’s‘idm“pi“g““’ e 394.000.000,00 0,00 | 0,00 394.000.000,00
6.01.03.1.02.0003 pencfgﬁﬁﬁ'ﬁfiﬁfﬂiﬁ"éﬂf seete Vortiikast 1.800.000.000,00 | 109.455.000.00 | 6,08 1.690.545.000,00
6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 500.000.000,00 0,00 | 0,00 500.000.000,00
8.01.0.00.0.00.21.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 118.061.076.739,00 | 75.370.298.330,00 | 63,84 |  42.690.778.409,00 |
8.01.01 e e S CAEASE RS 7.682.914.739,00 | 3.382.926.930,00 | 44,03 4.299.987.809,00
8.01.01.1.01 Perencaunan, Penganggaran, dam Evatunsh Kinerja 450.000.000,00 36.000.000,00 | 8,00 414.000.000,00
Perangkat Daerah
8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000,00 5.600.000,00 2,80 194.400.000,00
8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000,00 30.400.000,00 | 12,16 219.600.000,00
8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.186.105.728,00 815.427.301,00 | 37,30 1.370.678.427,00
8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.603.533.828,00 815.427.301,00 | 50,85 788.106.527.00
8.01.01.1.02.0007 .I.riw'ﬁ:::‘?;?;::;:z“ggga“ Laporan Kiisngan Halanas/ 582.571.900,00 0,00 | 0,00 582.571.900,00
8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.000.000,00 37.500.000,00 | 57,69 27.500.000,00
8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 65.000.000,00 37.500.000,00 | 57.69 27.500.000,00
8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.847.161.011,00 | 1.805.583.629,00 | 46,93 2.041.577.382,00
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KODE

URAIAN SETELAH 'REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
8.(.}.1 ;01 | :06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.728.700,00 45.010.900_.00 . 43,39 58.7] 7.800,00
8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 147.305.311.00 0,00 0,00 147.305.311,00
8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 315.000.000,00 199.920.000,00 | 63.46 115.080.000,00
8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.366.000,00 123.366.000,00 | 100,00 0,00
8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.790.000,00 20.790.000,00 | 100,00 0,00
8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.568.500.000,00 946.403.000,00 | 60.33 622.097.000,00
8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.568.471.000.00 470.093.729.00 | 29,97 1.098.377.271,00
8.01.01.1.07 Pe;':f?:f:;';f:r':‘;g BAUK Dwevah Eemunjang Urvinn 675.020.000,00 550.000.000,00 | 81,47 125.020.000,00
8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.020.000,00 0,00 | 0,00 125.020.000,00
8.01.01.1.07.0010 Bangi i‘;ﬁag:?:nigma S0 SR S N M 550.000.000,00 550.000.000,00 | 100,00 0,00
8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 459.628.000,00 138.416.000,00 | 30,11 321.212.000,00
8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 0,00 | 0,00 25.000.000,00
8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.380.000,00 0.00 | 0,00 109.380.000,00
8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 325.248.000,00 138.416.000,00 | 42,55 186.832.000,00
8.01.02 By e 5.500.000.000,00 | 581.470.000,00 | 10,57 4.918.530.000,00
8.01.02.1.01 Plrintian Rebyfpkan Tvaiis die Danautspan Peisktansas 5.500.000.000,00 581.470.000,00 | 10,57 4.918.530.000,00

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
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ANGGARAN

PERGESERAN
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.02.1.01.0002 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000.00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.02.1.01.0003 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.02.1.01.0004 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 0.00 0,00 0,00 0,00
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 500.000.000,00 0,00 | 0,00 500.000.000.00
8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka 800.000.000,00 167.128.000,00 | 20,89 632.872.000,00
8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka 1.500.000.000,00 414.342.000,00 | 27,62 1.085.658.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
8.01.03 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 70.800.000.000,00 | 60.744.414.900,00 | 85,79 10.055.585.100,00
POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8.01.03.1.01 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 70.800.000.000,00 | 60.744.414.900,00 | 85,79 10.055.585.100,00

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
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Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Ftika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.1.01.0003 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 64.500.000.000,00 | 60.180.829.100,00 | 93,30 4.319.170.900,00
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.1.01.0004 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 3.000,000.000,00 155.137.800,00 5,17 2.844.862.200,00
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.03.1.01.0005 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 3.000.000.000,00 408.448.000,00 | 13,61 2.591.552.000,00
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
8.01.04 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 6.700.348.000,00 629.785.900,00 | 9,39 6.070.562.100,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
8.01.04.1.01 Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 6.700.348.000,00 629.785.900,00 9,39 6.070.562.100,00

Kemasyarakatan
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ANGGARAN
SETELAH
PERGESERAN

8.01.04.1.01.0002

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

200.000.100,00

16.500.000,00

8,24

183.500.100,00

8.01.04.1.01.0003

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

8.01.04.1.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

6.500.347.900,00

613.285.900,00

9,43

5.887.062.000,00

8.01.05

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

3.567.683.100,00

742.581.200,00

20,81

2.825.101.900,00

8.01.05.1.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3.567.683.100,00

742.581.200,00

20,81

2.825.101.900,00

8.01.05.1.01.0002

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

567.683.000,00

66.000.000,00

11,62

501.683.000,00

8.01.05.1.01.0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

1.000.000.100,00

251.643.200,00

25,16

748.356.900,00

8.01.05.1.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

2.000.000.000,00

424.938.000,00

21,24

1.575.062.000,00
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KODE

ANGGARAN

8.01.06

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

23.810.130.900,00

9.289.119.400,00

39,01

14.521.011.500,00

8.01.06

.1.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

23.810.130.900,00

9.289.119.400,00

39,01

14.521.011.500,00

8.01.06.1.01.0002

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

300.000.900,00

0,00

0,00

300.000.900,00

8.01.06.1.01.0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

2.999.996.800,00

173.197.800.00

51

2.826.799.000,00

8.01.06.1.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

15.000.000.000,00

9.029.808.000.00

60,19

5.970.192.000,00

8.01.06.1.01.0005

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

4.485.990.200,00

48.880.000,00

1,08

4.437.110.200,00
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ANGGARAN

Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE URAIAN SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.024.143.000,00 37.233.600,00 | 3,63 986.909.400,00
9.02.0.00.0.00.22.0000 | MAJELIS RAKYAT PAPUA 129.779.888.276,00 | 22.101.322.814,00 | 17,02 | 107.678.565.462,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
9.02.01 DAERAH PROVINSI 25.204.625.176,00 1.732.173.900,00 | 6,87 23.472.451.276,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
9.02.01.1.01 770.240.200,00 106.321.500,00 | 13,80 663.918.700,00
Perangkat Daerah
9.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 199.736.000,00 35.314.300,00 | 17,68 164.421.700,00
9.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 150.000.000,00 24.570.000,00 | 16,38 125.430.000,00
9.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 71.780.600.00 0,00 | 0,00 71.780.600,00
9.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 140.685.200,00 46.437.200,00 | 33,00 94.248.000,00
9.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00
9.02.01.1.01.0006  Soontines. Sl Penyommym. Laporan Capsinn Kinega:dan 138.038.400,00 0,00 | 0,00 138.038.400,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.02.01.1.02 Administrasi Kenangan Perangkat Daerah 1.740.718.776,00 713.696.149,00 41,00 1.027.022.627,00
9.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.211.237.276,00 671.465.749.00 | 55,43 539.771.527,00
- z - =
9.0201.1020005 | o Sordinast danPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 150.000.000,00 9.832.600.00 | 6,55 140.167.400,00
9.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000,00 17.750.000,00 | 17,75 82.250.000,00
9.02.01.1.02.0007 S ARBHUGET W S L s Ee g Bt 200.000.000,00 14.647.800,00 | 7,32 185.352.200,00
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9.02.01.1.02.0008 Peaypsunsn Reliporan ar Analicis Fropncess Healisi 79.481.500,00 0,00 0,00 79.481.500,00
Anggaran
9.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.170.400,00 8.776.000,00 | 4,51 185.394.400,00
9.02.01.1.03.0001 QKPS"“’““"““ Eroencanasn Rabutubinn Barwng Milik. Dcrah 70.000.000,00 8.776.000,00 | 12,53 61.224.000,00
9.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 124.170.400,00 0,00 0,00 124.170.400,00
9.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.359.336.500,00 7.058.500,00 0,21 3.352.278.000,00
9.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 441.929.000,00 0,00 | 0,00 441.929.000,00
9.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 218.850.500,00 7.058.500,00 | 3,22 211.792.000,00
9.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 126.455.000,00 0,00 | 0,00 126.455.000,00
9.02.01.1.05.0011 Dimbingan Teknis Implcmentesi Peraturan Perundang- 2.572.102.000,00 0,00 | 0,00 2.572.102.000,00
Undangan
9.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.599.915.282,00 684.072.864,00 9,00 6.915.842.418,00
9.02.01.1.06.0001 Kamf::"” lisan fomponen Insisiaal Listie/Pencrmogan Bungunan 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00
9.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.988.282,00 0,00 0,00 927.988.282,00
9.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.180.600,00 0,00 0,00 04.180.600,00
9.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 595.000.000,00 0,00 0.00 595.000.000,00
9.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.610.400,00 0,00 | 0,00 142.610.400,00
9.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 102.600.000,00 0,00 | 0,00 102.600.000,00
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9.02.01.1.06.0008 " Fasilitasi Kunjungan Tami 2.337.000.000,00 0.00 | 0,00 2.337.000.000,00
9.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.330.536.000,00 684.072.864,00 | 20,53 2.646.463.136,00
9.02.01.1.07 Wi i i e 4.400.942.900,00 0,00 | 0,00 4.400.942.900,00
9.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.270.673.700,00 0,00 [ 0,00 3.270.673.700,00
9.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 577.885.100,00 0,00 | 0,00 577.885.100,00
9.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 320.336.400,00 0,00 | 0,00 320.336.400,00
9.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 232.047.700,00 0,00 | 0,00 232.047.700,00
9.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.427.733.000,00 103.270.197,00 | 3,01 3.324.462.803,00
9.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000,00 21.082.000,00 | 42,16 28.918.000,00
9.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.653.000,00 32.188.197.00 | 23,04 107.464.803.00
9.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.238.080.000,00 50.000.000,00 | 1,54 3.188.080.000,00
9.02.01.1.09 Pe:;“:ﬁ::::::’; ::‘:::“g ALK Fvnuuiag Usurny 3.711.568.118,00 | 108.978.690,00 2,93 3.602.589.428,00
9.02.01.1.09.0001 - Mfﬁ;:g;?:ih:ﬁ“é :::giraa:n”;‘f:::f"m t‘;‘:‘ g 184.520.000,00 0,00 0,00 184.520.000,00
9.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.910.000,00 0.00 | 0,00 53.910.000,00
9.02.01.1.09.0009 cemglienan ehnniinel Greduog Hanton G, Ringaren 3.473.138.118,00 108.978.690,00 | 3,13 3.364.159.428,00

Lainnya
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~ KODE SETELAH REALISASI % | SISAANGGARAN | KETERANGAN
PERGESERAN
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA
9.02.02 MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA 104.575.263.100,00 | 20.369.148.914,00 | 19,47 84.206.114.186,00
9.02.02.3.01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP 43.962.833.516,00 6.523.883.247,00 | 14,83 37.438.950.269,00
9.02.02.3.01.0001 Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan 5.000.000.000,00 0,00 | 0,00 5.000.000.000,00
9.02.02.3.01.0002 CRRS MR AL Pon g UL R A AT, hint 6.000.000.000,00 | 1.379.740.000,00 | 22,99 4.620.260.000,00
Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya
Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi
9.02.02.3.01.0003 dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum 6.000.000.000,00 430.934.800.00 7,18 5.569.065.200,00
Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya
9.02.02.3.01.0004 Orientasi MRP 8.842.943.000,00 3.000.000,00 | 0,03 8.839.943.000,00
0.02.02.3.01.0005 Penyusunan Peraturan MRP 4.408.332.000,00 0,00 0,00 4.408.332.000,00
9.02.02.3.01.0007 Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP 3.711.558.516,00 0,00 | 0,00 3.711.558.516,00
9.02.02.3.01.0008 Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP 10.000.000.000,00 4.710.208.447,00 | 47,10 5.289.791.553,00
9.02.02.3.02 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 60.612.429.584,00 | 13.845.265.667,00 | 22,84 46.767.163.917,00
9.02.02.3.02.0001 Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota 22.335.195.684,00 9.071.462.562,00 | 40,61 13.263.733.122,00
9.02.02.3.02.0006 Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan 13.646.878.500,00 1.070.000.000,00 | 7,84 12.576.878.500,00
9.02.02.3.02.0007 Delaksmnan Kewnyicen Matiperiaiaoka Reohita MERE da 2.342.030.400,00 0,00 0,00 2.342.030.400,00
Mengabdi kepada Masyarakat Papua
9.02.02.3.02.0008 ERleaktiae iowgjioes Msngaumaikion PatasiixdiertliD 4.994.849.000,00 0,00 | 0,00 4.994.849.000,00

1945 serta Peraturan Perundang-Undangan
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9.02.02.3.02.0009 - da;?;i‘;’;;“ﬂi ::l““ﬁ““ Vengelonggaain Ketidupan Ak 4.000.000.000,00 |  1.249.409.320,00 | 31,23 2.750.590.680,00
9.02.02.3.02.0010 Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama 4.000.000.000,00 | 1.290.180.170,00 | 32,25 2.709.819.830,00
9.02.02.3.02.0011 Monitoring Pemberdayaan Perempuan 4.000.000.000,00 | 1.164.213.615,00 | 29.10 2.835.786.385,00
9.02.02.3.02.0012 Peningkatan Kapasitas MRP 5.293.476.000,00 0,00 | 0,00 5.293.476.000,00

JUMLAH 4.820.033.558.744,00 | 807.050.084.073,00 | 16,74 | 4.012.983.474.671,00
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2.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Adapun Permasalahan yang terkait dengan kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai

dengan triwulan 11 (dua) 2024, antara lain :

1.

Adanya Perubahan alokasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah vang perlu direkonsiliasi
Kembali;

2. Terdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang akan melakukan efisiensi
anggaran:

3. Terdapat kebijakan Daerah yang belum terakomodir dalam RENJA RKPD Murni beberapa
Perangkat Daerah;

4. Masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa perangkat daerah yang terjadi dikarenakan
adanya Program Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan;

5. Terdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah vang perlu disesuaikan kembali
terutama pada sumber dana Otsus.
Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, schingga dokumen RKPD perlu dilakukan

perubahan.
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BAB 111
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam perubahan
RKPD Tahun 2024. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui beberapa kapasitas riil
keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemangunan sampai dengan
akhir tahun 2024.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Tengah menggunakan hasil perhitungan dari laporan
perekonomian Provinsi Papua yang terlampir pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua
Tahun 2024. Sebelum pandemi memiliki fluktuasi yang cukup terkontrol, dengan nilai kurang
lebih 5%. Adapun terjadi deflasi pada tahun 2021 yang turut dipengaruhi oleh stimulus dan
bantuan COVID-19 oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi lonjakan harga barang. Untuk lebih
jelasnya terkait perkembangan inflasi di Provinsi Papua Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2019 - 2021

= I 1 Imj 1 I | Im 1 | 1 I Okt.

Nasional| 248 | 328 33| 272 296 | 196 | 142 169 | 137 | 133 | 160 1.6

258 | 2m 269 066 | 121 | 103 | 193] 164 [ 247 | o046 | -040 [ 09

298 | 300 | 263| 035 | 028 | on4 | 138 07 [ 18 | -05 | -4 0.6

E= 213 | 144 | 244 106 | 020 | 194 | 148] 107 | 281 | 136 | 054 | 16
.—-IH‘ 198 | 330 3000 053 | -013| 248 | 354| 411 | 388 | 208 | 124 8 l
____________ i

Sumber : Bank Indonesia Laporan Perekonomian Provinsi Papua November 2021 (BPS, 2021, diolah)
3.1.2 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan analisis Location Quotien (1.Q), Provinsi Papua Tengah memiliki sektor basis
pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Administrasi Pemerintahan. Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor basis
di Provinsi Papua Tengah karena memiliki nilai LQ 10,3 serta lapangan usaha administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki nilai LQ 1.42 atau lebih besar dari
1 (>1). Untuk lebih jelasnya mengenai nilai LQ lapangan usaha pada Provinsi Papua Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3. 2 Sektor Basis Berdasarkan Nilai LQ Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah Tahun

2022

Lapangan Usaha Nilai LQ Tahun 2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.39
B. Pertambangan dan Penggalian 10,30
C. Industri Pengolahan 0,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,19
F. Konstruksi 0.70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,23
H. Transportasi dan Pergudangan 0,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,14
J. Informasi dan Komunikasi 0,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,11
L. Real Estate 0,45
M.N. Jasa Perusahaan 0,31
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,42
P. Jasa Pendidikan 0,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,49
R.S.T.U. Jasa lainnya 0.26

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan
pembangunan schingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu
dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan
kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis
secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan
kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
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Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam
kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Platon
Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan olch
Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan
dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja dacrah,
dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam
penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana
secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya
sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara
profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.
Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non
APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU)/Public Private Partnership (PPP)., swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha
melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber

penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. termasuk segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi
perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah
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sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk
melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan
infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2024 Perangkat
Daerah (PD) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan berdasarkan mandatory spending untuk
alokasi Pendidikan 20%, Keschatan 15%, dan Infrastruktur 25%. Penetapan ini dilakukan
semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan program kegiatan
pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup

ekonomi masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan
retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau
kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran
“vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat
yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan
prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar.
artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak
yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah

dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah
vang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD
secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Pendapatan daerah merupakan perkiraan vang terukur secara rasional vang dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah:

2. Pendapatan Transfer;
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3.

[Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah sebagai

Daerah Otonom Baru, dari sisi pendapatan hanya bersumber dua jenis penerimaan daerah yaitu

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan

daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1.

=

Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat berupa :

a. Dana Perimbangan;

b.  Dana Otonomi Khusus; dan

¢.  Dana Tambahan Infrastruktur.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah pada Provinsi Papua Tengah hanya terdiri dari Pendapatan
Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Induk dan Pemerintah Kabupaten Nabire, Mimika,
Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai.

Tabel 3. 3 Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Rkpd Perubahan Bertambah/
_ Betkns
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN
DAERAH
PENDAPATAN
4.1 ASLY 536.032.229.926,00 551.985.619.957,00 15.953.390.031,00
: DAERAH T Ty Temmeee
(PAD)
4.1.01 Pajak Daerah 528.451.996.209,00 539.687.794.429.00 11.235.798.220,00
4.1.02 Retribusi Daerah 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)
4.1.04 Lain-L ain FAD 7.578.233.717.00 12.297.825.528.00 4.719.591.811,00
Yang Sah
PENDAPATAN
4.2 TRANSFER 2.704.261.413.000 | 2.759.251.779.000,00 | 54.990.366.000,00
Pendapatan
4201 Transfer 2.704.261.413.000,00 |  2.759.251.779.000,00 54.990.366.000,00
Pemerintah Pusat
Dana
4.2.01.01 ‘ 1.457.010.015.000,00 |  1.512.000.381.000,00 54.990.366.000,00
Perimbangan
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Uraian

Rkpd Perubahan

Berkurang

2

4.2.01.01.01

Dana Transfer
Umum-Dana Bagi
Hasil (DBH)

791.999.916.000,00

846.990.282.000.00

54.990.366.000,00

4.2.01.01.02

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
(DAU)

499.566.704.000,00

499.566.704.000,00

0.00

4.2.01.01.03

Dana Transfer
Khusus-Dana
Alokasi Khusus
(DAK) Fisik

154.228.879.000,00

154.228.879.000,00

0,00

42.01.01.04

Dana Transfer
Khusus-Dana
Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik

11.214.516.000,00

11.214.516.000,00

0,00

4.2.01.03

Dana Otonomi
Khusus Dan Dana
Tambahan
Infrastruktur

1.247.251.398.000,00

1.247.251.398.000.00

0.00

4.2.01.03.01

Dana Otonomi
Khusus-Provinsi
Papua

578.339.101.000,00

578.339.101.000,00

0,00

4.2.01.03.04

Dana Tambahan
Infrastruktur
Dalam Rangka
Otonomi Khusus
Provinsi Papua

668.912.297.000,00

668.912.297.000,00

0.00

43

LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH

1.077.921.923.251,00

869.965.382.403,00

(207.956.540.848,00)

43.01

Pendapatan Hibah

1.077.921.923.251.00

869.965.382.403.00

(207.956.540.848.00)

4.3.01,05

Sumbangan Pihak
Ketiga/Sejenis

1.077.921.923.251,00

869.965.382.403,00

(207.956.540.848,00)

4.3.01.05.01

Sumbangan Pihak
Ketiga/Sejenis

1.077.921.923.251,00

869.965.382.403,00

(207.956.540.848,00)

JUMLAH PENDAPAYAN

4.318.215.566.177,00

4.181.202.781.360,00

(137.012.784.817,00)

Data diolah BPKAD Papua Tengah, 2024
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah:

2. Pendapatan Transfer;

3. Lain-lain Pendapatan Dacrah Yang Sah.

Dalam Konteks ini pendapatan yang didapatkan Provinsi Papua Tengah hanya bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah PAD, Pendapatan Transfer yang didapatkan dari transfer Pusat serta Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah yang didapatkan dari Dana Hibah sesuai dengan

. Dikarenakan provinsi Papua Tengah merupakan provinsi Daerah Otonomi Baru. maka
belum dapat dilakukan perhitungan pertumbuhan pendapatan daerah. Pada tabel 3.3 terlihat
bahwa terjadi pernurunan alokasi sebesar Rp. 137.012.784.817.- hal ini di karenakan terdapat
selisih pada pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/lainnya.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap
kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan
dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat
tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang
wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas
riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke

depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro
diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah
secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier vang
lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam

pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan.
Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja dacrah dapat digunakan sebagai
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instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas,

efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja
dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja Provinsi Papua Tengah
tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan

daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional. efisien dan efektif.

Tabel 3. 4 Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)

KODE URAIAN APBD 2024 REED ann“;;mmm SELISIH
1 2 3 4 5

5 BELANJA

5.1 Belanja Operasi 2.482.168.966.591,00 | 2.922.379.325.410,00 | 440.210.358.819,00

5.1.01 | Belanja Pegawai 372.436.870.577,00 | 301.741.458.036,00 | (70.695.412.541,00)

5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.746.645.088.021,00 | 2.032.378.866.881.00 | 285.733.778.860,00

5.1.04 | Belanja Subsidi 0,00 28.524.787.410,00 |  28.524.787.410,00

5.1.05 | Belanja Hibah 228.851.007.842,00 | 412.906.233.550,00 | 184.055.225.708,00

5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 134.236.000.151,00 | 146.827.979.533.00 |  12.591.979.382,00

52 BELANJA MODAL 1.802.152.737.224,00 |  1.390.958.491.937,00 | (411.194.245.287,00)

52.01 | Belanja Modal Tanah 27.904.317.000,00 68.063.129.600,00 | 40.158.812.600.00

s || Deisie Mol et 169.889.103.154,00 | 221.523.061.054,00 |  51.633.957.900,00
dan Mesin

50 | BelmyaNoin Gedong 906.342.896.054,00 | 360.804.636.433,00 | (545.538.259.621,00)
dan Bangunan

§iii | Do Miodel Jakas, 693.419.421.016,00 | 735.410.664.850,00 |  41.991.243.834.00
Jaringan, dan Irigasi

5205 | DeianiaModsl et 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
Tetap Lainnya

5.2.06 ?;llmzm’d"ﬂ Aset 3.647.000.000,00 4.207.000.000,00 560.000.000,00
BELANJA TIDAK

53 ERDIGs 153.211.401.623,00 | 100.914.592.744,61 | (52.296.808.878,39)

5301 | Belanja Tidak Terduga 153.211.401.623,00 | 100.914.592.744.61 | (52.296.808.878,39)
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RKPD PERUBAHAN

KODE URAIAN APBD 2024 Akia SELISIH
1 2 3 4 5
5.4 BELANJA TRANSFER 382.500.453.306,00 382.500.453.305,00
5401 | Belanja Bagi Hasil 322.500.453.306.00 322.500.453.305.00
54,02 | Belanja Bantuan 60.000.000.000,00 60.000.000.000.00
Keuangan
JUMLAH BELANJA 4.820.033.558.744,00 | 4.796.752.863.396,61 | (23.280.695.347,39)

Data diolah BPKAD Papua Tengah, 2024

3.23

Berdasarkan data table diatsa terlihat terjadi pengurangan Belanja Daerah Sebesar Rp.
23.280.695.347.39,- hal ini karenakan terjadi Efisiensi Belanja Pada beberapa Perangkat Daerah.
Terlihat juga kenaikan uyang signifikan terhadap belanja Barang dan jasa sebesar Rp.
285.733.778.860,- hal ini dikarenakan terdapat sub kegiatan yang akan dianggarkan Kembali
vang bersumber dari sumber dana Silpa Otsus, Dau, dan DAK.

Penyusunan anggaran belanja tahun 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2024. yang
tentunya didasarkan pada beberapa hal yaitu: (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah
dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD;
(4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan RKPD
digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2024,

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2024
diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal
APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk
menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih,
maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item

pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.
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Tabel 3. 5 Estimasi Pembiayaan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)

KODE

APBD 2024

2024

2

4

5

6.1

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

501.817.992.567,00

615.550.082.036,61

113.732.089.469,61

6.1.01

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

501.817.992.567,00

615.550.082.036,61

113.732.089.469,61

6.1.02.

Pencairan Dana
Cadangan

0,00

0.00

0,00

6.1.03.

Hasil Penjualan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan

0.00

0,00

0.00

6.1.04.

Penerimaan
Pinjaman
Daerah

0,00

0,00

0,00

6.1.05.

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pinjaman
Daerah

0,00

0,00

0.00

6.1.06.

Penerimaan
Pembiayaan
Lainnya Sesuai
dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan

0,00

0,00

0,00

JUMLAH
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

501.817.992.567,00

615.550.082.036,61

113.732.089.469,61

Pengeluaran
Pembiayaan

0,00

Pembentukan
Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

Penyertaan
Modal Daerah

0.00

0,00

0.00
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KODE

2

6.2.03.

Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang yang
Jatuh Tempo

0,00

0,00

0.00

6.2.04.

Pemberian
Pinjaman
Daerah

0,00

0.00

0,00

6.2.05.

Pengeluaran
Pembiayaan
Lainnya Sesuai
dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan

0,00

0,00

0,00

Jumlah
Pengeluaran
pembiayaan

0,00

0,00

0,00

Pembiayaan
Neto

501.817.992.567,00

615.550.082.036,61

113.732.089.469,61

Sumber Data : Data diolah BPKAD Papua Tengah, 2024

Pada Tabel Pembiayaan terdapat Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua Tengah pada

tahun 2024 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)
sebesar Rp. 615.550.082.036,61 yang bersumber dari Sumber dana Silpa Otsus, Dau, DAK,

DBH, dan Pendapatan Hibah.

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi dasar untuk

percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta

kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua. Untuk itu, dukungan

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah perlu dikelola secara akuntabel, efisien, efektif,

transparan, dan tepat sasaran, serta dialokasikan untuk melakukan penguatan penataan daerah

provinsi di wilayah Papua Tengah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi

masyarakat,
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Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dibangun dengan

konstruksi yang bersumber dari dua dasar hukum, yaitu:

1. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
2. Kristalisasi penggalian aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter
kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.
Adapun kebijakan Otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar
penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :
1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
3. Majelis Rakyat Papua (MRP).
Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat

(3) huruf e dan f, yaitu :

1. Dana Otsus Block Grant (setara 1% dari DAU Nasional) yang digunakan untuk:

e Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;

e Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP). penguatan kelembagaan adat:

e Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana Otsus Specific Grant (setara 1.25% dari DAU Nasional) digunakan untuk:

(]

e Belanja pendidikan paling sedikit 30%:
e Belanja kesehatan paling sedikit 20%; dan
¢ Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Dana Tambahan Insfrastruktur Papua Tengah ditujukan untuk :
& Pendanaan pembangunan infrastruktur Perhubungan:
e Insfrastruktur energi listrik;
e Insfrastruktur air bersih;
e Insfrastruktur telekomunikasi:; dan

e Insfrastruktur Sanitasi lingkungan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021
Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah sebagai wujud keseriusan

pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.
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Tabel 3. 6 Alokasi Belanja Daerah yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Tengah Tahun 2024
2 3 T o B AT
Total Dana Otsus 1.247.251.398.000 | 1.480.289.165.192 | 233.037.767.192
Provinsi 1.247.251.398.000 | 1.480.289.165.192 | 233.037.767.192
300.493.731.062
Dt Eanaimien 254.568.651.000 45.925.080.062
Umum (1%)
29.000.000.000
Dinas Pendidikan 53.454.359914 | 24454359914
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Kel Yorccans 36.828.583.584 38.828.583.584 2.000.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
S e 23.500.000.000 23.500.000.000 -
Dinas Pemadam
Kebakaran dan
Fouyelamaan, 5.000.000.000 |  5.000.000.000 :
Penanggulangn Bencana
dan Satuan Pilisi Pamong
Praja
Dinas Sosial,
Pemberdayaan 8.750.000.000 9.569.368.090 819.368.090
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Tenaga Kerja.
Transmigrasi dan Energi | 20-250.000.000 | 20.250.000.000
dan Sumber Daya )
Mineral
Dinas Administrasi
Kependudukan dan 8.000.000.000 8.607.542.500 607.542.500

Pencatatan Sipil,
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T P A 3

Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

15.000.000.000

16.161.261.422

1.161.261.422

Sekretariat Daerah

5.131.025.528

5.131.025.528

10

Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah

5.000.000.000

7.303.811.392

2.303.811.392

11

Inspektorat

1.000.000.000

1.000.000.000

12

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

20.000.000.000

20.505.650.000

505.650.000

13

Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan

Perdagangan

1.203.000.000

1.203.000.000

14

Sekretariat MRP

82.240.067.416

89.979.128.632

7.739.061.216

OTSUS Berbasis
Kinerja (1,25 %)

323.770.450.000

366.345.561.852

42.575.111.852

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

97.131.135.000

103.869.630.513

6.738.495.513

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

64.754.090.000

93.838.727.149

29.084.637.149

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

30.632.356.151

32.657.215.451

2.024.859.300

Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi

19.562.644.000

21.506.583.315

1.943.939.315
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No

dan Sumber Daya
Mineral

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah,
Perindustrian, dan
Perdagangan

35.000.000.000

35.265.656.000

265.656.000

Dinas Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan

76.690.224.849

76.898.909.649

208.684.800

Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

2.308.839.775

2.308.839.775

Dana Tambahan
Insfrastruktur

668.912.297.000

813.449.872.278

144.537.575.278

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

451.512.297.000

571.470.124.102

119.957.827.102

Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi
dan Sumber Daya
Mineral

80.000.000.000

86.722.361.180

6.722.361.180

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

50.000.000.000

50.000.000.000

Dinas Perhubungan

50.000.000.000

66.436.629.396

16.436.629.396

Dinas Pertanahan,
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

37.400.000.000

38.820.757.600

1.420.757.600

Sumber Data : Data diolah Bapperida Prov Papua Tengah, 2024

Pada Pengalokasi Pagu Perubahan Otsus tahun 2024 terjadi kenaikan pada masing-masing
Sumber dana yaitu pada Alokasi Otsus Block Grand mengalami kenaikan sebesar Rp.
45.925.080.062 hal ini dikarenakan terdapat silpa Otsus 1% pada beberapa dinas. Alokasi Otsus
Specifik Grand juga Mengalami Kenaikan Sebesar Rp. 42.575.111.852 terdapat silpa otsus pada
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beberapa dinas dan dianggrkan Kembali untuk pembiayaan kegiatan yang menjawab arahan
sesual Urusan Pendidikan, Keschatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sedangkan
untuk sumber Dana Tambahan Infrastruktur mengalami kenaikan Sumber dana Sebesar Rp.
144.537.575.278 yang bersumber dari Silpa 2023 juga.
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BAB 1V
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 dirumuskan
dalam rangka untuk mencapai target Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis Provinsi Papua Tengah
sebagaimana yang dituangkan dalam RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026. Prioritas
pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024,
Adapun Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan sasaran prioritas sesuai
kebutuhan perencanaan dalam lingkup DOB, meskipun perlu tetap mempertimbangkan Dokumen
RPJPD Tahun 2005-2024 Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun
2024-2026.

RKPD Provinsi Papua Tengah merupakan bagian tahapan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun
2024-2026 dan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2045, dengan tujuan untuk memperkuat
Papua Tengah yang mandiri secara sosial, budaya. ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam
di dalam setiap individu orang asli Papua. Meskipun sudah berdiri sebagai daerah otonom yang berbeda,
namun arahan provinsi induk dapat dipertimbangkan untuk merumuskan tujuan dan sasaran
pembangunan bila memiliki kesamaan muatan dengan upaya penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua
Tengah. Pada dasarnya, prioritas pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjaga percepatan
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun
2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu yang ditentukan, sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan.
Rumusan terhadap tujuan dan sasaran Daerah telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dimana dokumen tersebut merupakan dokumen transisi, yang
menjadi acuan dalam penyusunan dokumen tahunan Provinsi Papua Tengah. Pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan daerah harus sejalan dengan memperhatikan Arah Kebijakan Tahunan
atau Tema Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yaitu “Pemenuhan Infrastruktur
Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP”,
Berkenaan dengan perwujudan tema pembangunan Provinsi Papua Tengah maka telah
menghasilkan dan menetapkan 5 (lima) Tujuan dan 14 (empat belas) Sasaran Pembangunan

Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2026, dengan penjelasan sebagai berikut.
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1. T1 Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Kualitas Hidup Masyarakat :

» S1 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan untuk seluruh jenjang masyarakat;

» 82 Meningkatnya kualitas dan harapan hidup masyarakat;

» S3 Meningkatnya kesataraan ekonomi masyarakat;

» S4 Tumbuhnya ekonomi wilayah dari sektor lapangan usaha non-tambang.
2. T2 Mewujudkan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur :

» S5 Terbangunnya infrastruktur layanan dasar wilayah yang berkualitas:

» 86 Meningkatnya cakupan jaringan listrik;

» S7 Meningkatnya mobilitas penduduk melalui moda transportasi darat.
3. T3 Mewujudkan Pertumbuhan dan Kemandirian Fkonomi :

» S8 Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Perekonomian;

» S9 Meningkatnya ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
4. T4 Mewujudkan aktivitas kehidupan yang aman. tenteram dan berkeadilan :

» S10 Menurunnya konflik antar kelompok:

» S11 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penegak hukum.
5. T 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

» S12 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan otonomi khusus;

» S13 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;

7 S14 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua Tengah sudah menjadi prioritas dan tetap
akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2024, dengan fokus pada bidang
pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta
pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Provinsi Papua Tengah perlu memiliki fokus
pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan keschatan, untuk menjamin
SDM menerima layanan yang prima.

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Papua Tengah. maka
dapat dirumuskan tujuan, sasaran, program, indikator serta target kinerja pembangunan sebagai

upaya pembangunan Provinsi Papua Tengah seperti pada Error! Reference source not found. :

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja RPD Papua
Tengah pada Tahun 2024

Lme Tujuan/Sasaran | IndikatorKinerja | Satuan _dm)
T |
% 565
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- layah ¢ ya. S

| Terbuka

Persentase rumah layak huni

S1 Meningkatnya aksesibilitas
pendidikan untuk seluruh Angka Partisipasi Sekolah % 16,40
jenjang masyarakat

S2 Meningkatnya kualitas dan Angka Harapan Hidup tahun 66
harapan hidup masyarakat

S3 Meningkatnya kesataraan Rasio cakupan layanan y 69
ekonomi masyarakat pendidikan i

S4 Tumbuhnya ekonomi wilayah LPE non-tambang % 15
dari sektor lapangan usaha non- | Tingkat Pengangguran %

3.33

Meningkatnya Kinerja dan

S5 % 27,60
layanan dasar wilayah yang Persentase layanan air bersih % 40
berkualitas Persentase cakupan layanan % 35

sanitasi

S6 | Meningkatnya cakupan jaringan | Rasio elektrifikasi % 25
listrik

S7 | Meningkatnya mobilitas Cakupan jaringan
penduduk melalui moda telekomunikasi % 35
transportasi darat

| Menurunnya konflik antar

kelompok

Nilai Tukar Petani

T itas, Rasio
tindak kriminal yang
tertangani

Angka Kemiskinan
Kualitas Perekonomian Tingkat Pengangguran % 333
Terbuka
Gini Ratio Persen 0,40
S9 Meningkatnya ketersediaan, Produksi Jagtmg Ton/Ha 2.300
keterjangkauan dan Produksi Ubi Ton/Ha 1.000
pemanfaatan pangan Produksi Padi Ton/Ha 8.500
Kontribusi Sektor Pertanian % 10.40
Terhadap PDRB !
Indeks

S11

| kelemba

Meningkatnya kapasitas
gaan pe ehukum

Meningkatnya efektivitas

Rasio jumlah linmas, Pol PP,

Capaian realisasi kinerja dan

penyelenggaraan otonomi anggaran program otsus yang 100
khusus direncanakan
Meningkatnya akuntabilitas Nilai SAKIP B B
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S13

pelayanan publik

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026

4.2

4.2.1

Perumusan Tujuan. Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja mengacu pada hasil
rumusan RPD Papua Tengah Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan
di Provinsi Papua Tengah dengan Dokrenda jangka menengah, sehingga penyelenggaraan urusan

tetap dilakukan dalam koridor vang sama.
Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 disusun
dengan berpedoman kepada kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2024, juga dengan
internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus
Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (RIPPP)
yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021. Adapun tema RKPD Provinsi Papua Tengah
adalah : “Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya
Saing Perekonomian Khusus OAP". Yang merupakan akselerasi atau perpaduan arah kebijakan
tahunan antara Ranwal RPJPD dan RPD Provinsi Papua Tengah.

Penyelarasan dengan Ranwal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2005 - 2024

Sebagai bagian dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) (RKPD Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua Tengah.
Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap [
(tahun 2024 — 2029) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua Tengah. Adapun visi, misi,
dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua Tengah adalah sebagai
berikut.

Visi RPJP: “Terwujudnya Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Maju dan

Berkelanjutan”

Misi RPJP:

1.  Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber
Daya Manusia:

2.  Mewujudkan Trasnformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal;

Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

4. Memantapkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta stabilitas daerah
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5. Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan

6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah vang adil dan merata dengan Meningkatkan
Aksesibilitas Infrastuktur Wilayah

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Terutama
Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah

Pada periode pembangunan Tahap 1. visi pembangunan Papua Tengah yaitu Pemenuhan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan
Akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat. Tahapan ini menjadi landasan Provinsi Papua Tengah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang perlu
melakukan pemenuhan pada setiap Aspek Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahap 1 ini, Provinsi Papua Tengah diharapkan untuk dapat mencapai tingkat
kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing, serta
dari sisi infrastruktur Provinsi Papua Tengah perlu menyiapkan Infrastruktur Pemerintahan dan
Infrastruktur dasar yang memadai dalam rangka Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Provinsi Papua Tengah juga diarahkan untuk menangani penurunan presentasc
penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan
keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur
melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya vang ada termasuk sumber daya alam dan

fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

4.2.2 Penyelarasan dengan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2026
Fokus pembangunan Provinsi Papua Tengah di tahun pertama RPD (Tahun 2024) adalah

“Percepatan Pembangunan Infrastuktur Dasar, dan Penguatan Aspek Daya Saing Khusus
OAP”.

Adapun Isu strategis Pembangunan Provinsi Papua Tengah sesuai RPD Provinsi Papua

Tengah 2024-2026 yang harus diperhatikan dalam perumusan RKPD yaitu :

Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan:
Pemenuhan Pelayanan Dasar;

Daya Saing Wilayah;

Keamanan Wilayah; dan

Konektivitas Wilayah.

il o ot e

Adapun arah pembangunan Provinsi Papua Tengah sesuai dengan Dokumen RPD perlu
mengikuti arahan pembangunan dan pemrioritasan program dalam RPIMD Provinsi Papua

Tengah Tahun 2019 — 2023. Melalui skoring program prioritas (skor 1 - skor 3), dapat diketahui
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beberapa program yang menjadi fokus pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Hasil identifikasi

program prioritas di dokumen RPD Provinsi Papua Tengah dapat dirangkum.

Sebagai provinsi daerah otonom baru, Provinsi Papua Tengah dapat fokus pada program
prioritas dengan skor 2 hingga skor 3 sebagai upaya persiapan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah provinsi. Urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan menjadi
prioritas utama pada tahun 2023, dengan program perencanaan tata ruang dan program
pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagai dua program prioritas tertinggi. Hal ini selaras
dengan kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB)
yang memiliki urgensi tinggi untuk menyusun dokumen perencanaan daerah dan dokumen

rencana tata ruang daerah.

Pada prioritas sedang (skor 2). fokus penyelenggaranan urusan adalah pada fungsi
penunjang, selaras dengan kebutuhan persiapan penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua

Tengah. Adapun urusan penunjang yang menjadi prioritas sedang adalah:

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan;

rJ

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian;

fad

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan;
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan:

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan:

@ b

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;

Sementara itu, urusan wajib yang menjadi prioritas adalah :
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat;

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

I

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup:
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa;

S

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
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ram Prioritas di Kawasan Adat Meepago (Papua Tengah) dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019
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Meningkatkan keamanan, S9 | Meningkatnya keharmonisan dan Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam Program Pengembangan
ketentraman dan ketertiban kohesifitas masyarakat kemitraan pemerintahan dan pembangunan Wawasan Kebangsaan
yang berbasis pada kohesivitas
sosial dan harmonisasi
keberagaman potensi
kehidupan masyarakat Papua
S11 | Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga Program Pendidikan Politik
politik dan lembaga demokrasi kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diagregasikan Masyarakat
dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik
Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam Program Fasilitasi Organisasi
kemitraan pemerintahan dan pembangunan Kemasyarakatan
Meningkatkan Tata Kelola $12 | Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/ Program perencanaan
Kepemerintahan yang bersih, Otonomi Khusus Papua kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa pembangunan daerah
efektif, demokratis dan lingkungan.
terpercaya dalam
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/ kota yang Program Pembinaan dan
diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan
pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan Keuangan Kabupaten/Kota
Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Program Peningkatan
serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam Program Penguatan Kapasitas
menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan Kelembagaan
penegakan aturan
Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk Penyiapan Teknologi

Informasi dan Komunikasi
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S$14 | Meningkatnya kualitas perencanaan, Memperkual integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan Program Perencanaan
penganggaran, dan pengendalian tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas Pembangunan Daera
program, serta kegiatan pembangunan pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui
daerah daya dukung dan daya tampung lingkungan

Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam | Program Kerjasama
pemenuhan infrastruktur Pembangunan

Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/ kota yang Program Kerjasama Antar
diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka Pemerintah Daerah
pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan

S15 | Meningkatnya sistem akuntabilitas dan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan Program Pembinaan dan
pengawasan dalam pengelolaan keuangan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas Fasilitasi Pengelolaan
dan kinerja daerah Keuangan Kabupaten/kota

S18 | Meningkatnya kualitas hidup dan aksi Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta Program Pengendalian
mitigasi perubahan iklim mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang Pencemaran dan Perusakan

berkelanjutan Lingkungan Hidup Bukan
Pelayanan Dasar Lingkungan
Hidup
Revitalisasi pembangunan rendah karbon Program Mitigasi dan
Adaptasi Dampak Perubahan
Iklim
Konservasi sungai dan danau Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Mewujudkan Percepatan $24 | Peningkatan akses transportasi berbasis Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung Program Pembangunan
pembangunan sarana dan antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/dacrah dan akses bagi seluruh Prasarana dan Fasilitas
prasarana infrastruktur daerah pengembangan ekonomi wilayah/daerah masyarakat di wilayah Papua Perhubungan
guna menopang perkembangan dan akses bagi seluruh wilaya
wilayah dan pertumbuhan
ekonomi daerah
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3 3 .
: Pengelolean banjir dan abeesi pantai | Program Pengendalian Banjir
Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan Program Pelayanan Air Bersih

air limbah

S34 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan Program Pencegahan Dini dan
daerah dalam menghadapi bencana bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Penanggulangan Korban
melalui upaya pencegahan dan Bencana Alam
kesiapsiagaan bencana

S35 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan Program Penguatan
dalam pembangunan daerah dan Upaya pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam Kelembagaan
Perlindungan anak strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender dan

Anak
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4.2.3 Penyelarasan dengan RKP 2024

Tema RKP Tahun 2024 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah adalah

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan™. Tema

tersebut menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang memiliki dua komponen yaitu

inklusif dan berkelanjutan. Adapun fokus pembangunan provinsi dapat dilihat dari arah
kebijakan RKP, yaitu :

a.

=

B

FoE oo

Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
Penguatan Daya Saing Usaha;

Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;

Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas:
Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan

Pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya, target indikator sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2024 dapat

diacu sesuai dengan indikator berikut.

Tabel 4. 3 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

1 2 3 4

1 Pertumbuhan Ekonomi 53-5,7 (%)
2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 (%)
3 Tingkat Pengangguran Terbuka 50-5,7 (%)
4 Rasio Gini 0,374 - 0,377 Nilai
5 Indeks Pembangunan Manusia 73,99 — 74,02 Indeks
6 Tingkat Kemiskinan 6,5-175 (%)

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021

4.2.4 Penyelarasan dengan RIPP Tahun 2022 - 2041

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 — 2041

perlu diperhatikan dalam penyelarasan arah pembangunan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun

2024, sebagai salah satu acuan dokumen rencana pembangunan dalam skala yang lebih makro.
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Adapun visi pembangunan Papua tahun 2041 adalah adalah “Papua yang Mandiri, Adil, dan
Sejahtera”, yang menckankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan
kualitas SDM. Upaya perwujudan visi Papua di atas ditempuh melalui 3 misi dan sasaran

indikator, yaitu:

1. Misi 1: memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan
hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya
kehidupan yang se hat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan

hidup (UHH) dan prevalensi stunting.

(35

Misi 2: memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi

unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas,

dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh
penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sckolah (HLS) dan rata-rata lama
sekolah (RLS).

3. Misi 3: meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi
ekonomi lokal yang berdaya saing. menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya
kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya
yang ada untuk kesejahteraan penduduk. yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan,
tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi
papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap | (RAPPP 1) tahun
2023-2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah papua di segala bidang
dengan menckankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan
ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua dapat
dijabarkan menjadi :

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang diarahkan
pada:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi:

a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer
maupun pelayanan keschatan rujukan sesuai standar dan akreditasi.

b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan
mengutamakan tenaga keschatan orang asli Papua (OAP).

2. Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan

dengan strategi :

a. Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup
bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota
dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
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b. Peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata
kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
3. Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga. dengan strategi:
a. Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat.
b. Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
c. Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan yang diarahkan
pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan papua

secara merata dengan strategi:

Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
b.  Peningkatan kompetensi. pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga
kependidikan

Pembangunan ekonomi yang diarahkan pada:

1. Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi:

a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan
daya saing tenaga kerja lokal.

b.  Peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center).

2. Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan
strategi:

a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan
pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan
pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP.

b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang

disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

4.2.5 Hasil Penyelarasan terhadap Dokumen Perencanaan

Melalui hasil telaah dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, dan dengan

mempertimbangkan berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan antara lain :

1. Prioritas pembangunan tahap akhir (keempat) RPJP Provinsi Papua Tahun 2005-2024;

2. Fokus pembangunan tahun pertama (periode awal) RPD Provinsi Papua Tengah Tahun
2024;

3. Isustrategis RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

4. Isu aktual Pembangunan Provinsi Papua Tengah saat ini;
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5.
6.

Tema, arah kebijakan dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024;

Visi, Misi dan Fokus Pembangunan Papua dalam dokumen RIPPP;
Maka dapat dirumuskan beberapa fokus pembangunan yang selaras dengan masing-

masing dokumen rujukan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Fokus Pembangunan Setiap Dokumen Rujukan RKPD Tahun 2024

Dokumen Perencanaan
No Rujsken Fokus Pembangunan Tahun 2024
1 2 3
- | Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 %:hm P;g;m;l()l;;ajpua Tengah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan
e akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat.
o Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, dan
- RP D Provinsi Papua Tengah Penguatan Aspek daya saing perekonomian khusus
l'ahun 2024
OAP.
3 RKP Tahun 2024 Mcmperccpat. Transformasi Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan
4 RIPPP Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera
Sumber : Ranwal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2045, dan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

Berdasarkan keterkaitan tema arahan pembangunan 2024 dari beberapa dokumen

rujukan, dirumuskan tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yaitu:

“Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing

Perekonomian Khusus OAP”

Tema tersebut mengandung makna bahwa di tahun 2024 pembangunan Provinsi Papua

Tengah diarahkan untuk melakukan pemenuhan Infrastruktur Pemerintahan, Infrastruktur Dasar,

dan Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP sebagai upaya untuk menjadikan

Provinsi Papua Tengah menjadi Provinsi DOB yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan

penduduk, serta memiliki tingkat keamanan dan keadilan yang baik. Hal ini sesuai dengan Tujuan

dan

Sasaran RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026 yang mendorong akseclerasi

pembangunan di berbagai bidang, ditambah adanya urgensi pembangunan infrastruktur

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian, dapat dijabarkan beberapa

poin penting dalam kalimat tema RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2024, yaitu :

1.

Pemenuhan Infrastruktur Dasar.

Dengan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yaitu, mempercepat peningkatan peningkatan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan
yang mengutamakan tenaga kesehatan orang asli papua dan meningkatkan pembudayaan
dan prestasi olahraga.
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2. Papua Tengah Cerdas

Dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pemerataan

akses layanan Pendidikan di semua jenjang, menjamin penguatan Pendidikan sepanjang

hayat dan kecakapan hidup (life skill) yang berbasis Lembaga Agama, Lembaga Adat dan

Lembaga Sosial lainnya.
3. Papua Tengah Produktif

Dengan memperkuat penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangkah daya

saing tenaga kerja lokal, menumbuhkan UMKM dan Koperasi, menciptakan iklim investasi,

meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap lansia dan kelompok

rentan lainnya, mengembangkan pemerataan Kawasan ekonomi.

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 vyang telah

dirumuskan diatas yaitu :

“Papua Tengah Schat, Cerdas dan Produktif”

Maka dirumuskan 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah tahun

2024 yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Serta Reformasi Birokrasi

dan Percapatan Pembangunan infrastruktur Dasar;

2. Prioritas 2:

Peningkatan Daya Saing”

=W

N

Prioritas 5 : Konektivitas Wilayah

Mengembangkan Komoditas unggulan Berbasis Kearifan Lokal dan

Prioritas 3: Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kesehatan;

Prioritas 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum jelang Pemilu 2024;

Tabel 4. 5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2024

No Permasalahan Isu Strategis |  Pembangunan
1 2 3 C
e Tidak efektifnya penyelenggaraan Paisilisan Peningkatan Tata
| pemerintahan, sehingga dibutuhkan | | m,y i Kelola serta
reformasi struktural; p SN Penyediaan
cnumang Infrastruktur
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3 Y ; 7

Dibutuhkan fasilitasi pegawai baru | Perangkat Daerah Penunjang
seperti perumahan, kendaraan, air | Provinsi Pemerintahan
minum, dan lain-lain.

Daerah Otonomi Baru belum
memiliki persiapan penyelenggaraan
pemerintahan

Kualitas dan kuantitas layanan
kesehatan masih rendah;

Kualitas dan kuantitas layanan
pendidikan jus

3tru lebih rendah dari Kesehatan;

Kualitas dan kuantitas layanan
pendidikan masih rendah

Pemenuhan Peningkatan
Pelayanan Kualitas dan
Dasar Pemerataan SDM

Kemampuan SDM yang masih
rendah, menyebabkan rendahnya
kualitas aktivitas ekonomi. Pertumbuhan

Isu mengenai bangunan ekonomi . . ekonomi yan
masyaragkat p:cmpertigu PN g | D Seing Wilayah | L eadilan
kemiskinan, serta belum adanya dan berkelanjutan
fokus pada pemberdayaan
masyarakat OAP;

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan
masyarakat  terhadap  peraturan
perundangan

Masih rendahnya kesadaran Peningkatan
masyarakat ~ untuk  menjaga | Keamanan Wilayah | Keamanan dan
keamanan, ketertiban dan Ketertiban
ketentraman

Masih  adanya ancaman dan
gangguan, kerawanan sosial politik
terhadap masyarakat

e Masih ada beberapa distrik di
Kabupaten Nabire yang terisolir
karena hanya ada akses melalui
jalur udara

e Aksesibilitas ke Kabupaten
Puncak Jaya darat vang masih
kurang, pembangunan jalan
terhambat karena terkendala KKB

e  Akses untuk menuju Kabupaten
Nabire dari Kabupaten Mimika

Konektivitas Konektivitas
Wilayah wilayah
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4.4

No Permasalahan

1 2 ' 3 y)

hanya masih bisa diakses melalui
jalur udara

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas
akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tengah. Hal ini sejalan dengan
pemikiran terhadap paradigma “Money Follow Program Priority” atau dalam terjemahan “Uang
Mengikuti Program Prioritas”. Perumusan program/Kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga
mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan
terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu “Money Follow Function”
vang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2024, maka ketersediaan anggaran
diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan
kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran
pembangunan daerah.

Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi
Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkolerasi dengan
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.
Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Tengah tahun 2024 sebagai perwujudan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua Tengah tahun
2024-2026, adalah :

Tabel 4. 6 Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024

No Indikator Satuan | Realisasi 2022 | w:u: :
1 2 T 3 4 ' 5
IV Indeks 56 56.5
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2 | Persentae Penduduk Miskin % 17,00 14,67
3 | Pertumbuhan Ekonomi % 7.10 8.20
4 i&“ﬁ:“”i‘a Tanpa Jata Rp 40,12 oo
5 | Gini Rasio % 0.40 0.40
6 Pengangguran Terbuka % 5,60 490
7 | Intensitas Emisi GRK Ton CO¥/Juta Rp 0.449 0,465

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026
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5.1

BAB V RENCANA KERJA & PENDANAAN DAERAH

Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak terlepas dari kerangka pendanaan

pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terbentuknya Provinsi Papua Tengah membuat

pemerintah daerah perlu membuat proyeksi pendanaan daerah demi keberlangsungan

pemerintahan daerah. Untuk lebih jelas mengenai pedanaan daerah dapat dilihat pada Error!

Reference source not found.:

Tabel 5. 1 Estimasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

dan Energi dan Sumber Daya Mineral

(Rupiah)
Pagu
No. Perangkat Daerah _
Sebelum Sesudah
1 2 3 4
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 873.068.861.987.00 884.871.849.591.61
Dinas Keschatan, Pengendalian -
55.056.854. 4.952.863.402
2 Densdidnk dan Kelustis Deosticans 255.056.854.740 274.952.863.40
Dinas Pekerjaan Umum dan
3 Pesimalian Rakiat 698.362.369.334,00 845.594.956.271,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan
4 | Penyelamatan, Penanggulangan 34.230.872.677.00 40.671.487.965,00
Bencana dan Satpol PP
Dinas Sosial, Pemberdayaan
5 Perempusn dan Perlindungan Ansk 99.747.099.307.00 111.243.336.373.00
¢ | DmtsNeadga e, Tatamigens) 124.738.597.772,00 135.657.963.164,00

Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan

2.917.083.188, 14.623.261.435,00

7 e Potioonie 112.917.083.188,00 114.623.26

g | e EEungu iy Kot 60.692.492.682,00 63.621.852.084,00
dan Pertanahan
Dinas Administrasi Kependudukan

9 | dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan 13.032.676.625,00 14.202.732.662,00
Masyarakat dan Kampung

10 | Dinas Perhubungan 173.438.454.269,00 233.393.487.393.00
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No. Perangkat Daerah
1 2 3 4
gy | 2s Bomanlns SuGGRicE, 54.722.818.969,00 55.026.434.413,00
Statistik dan Persandian
Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan
12 | Menengah, Perindustrian, dan 46.864.532.424,00 48.812.246.571,00
Perdagangan
13 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP 9.118.713.266,00 9.321.986.070,00
g | Doies Kepeniinen, Olabmga i 34.889.881.726,00 43.694.216.656,00
Pariwisata
15 | Sekretariat Daerah 893.253.900.245.00 595.068.586.922.00
16 | Sekretariat DPRD 149.932.315.939,00 120.019.207.054,00
gy | Dada Perencansan bembangun, 36.210.538.801,00 42.145.038.849,00
Riset dan Inovasi Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan, B
18 Keuangan, dan Aset Daerah 845.155.401.157.00 745.683.940.770.00
Badan Kepegawaian dan
19 | Pengembangan Sumber Daya 24.481.731.926.,00 24.855.821.017.00
Manusia
20 | Inspektorat 32.288.522.135,00 33.200.244.164.00
21 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 118.055.197.793.00 222.274.779.007.00
22 | Sekretariat MRP 129.774.641.782,00 137.816.571.563.00
TOTAL 4.820.033.558.744,00 4.796.752.863.396,61

Sumber : SIPD RI Tahun 2024

5.2 Rencana Program Pemerintah Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian vang tidak terpisahkan yang

penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran

“money follow function” kepada “money follow program”, maka perlu dilakukan penjabaran

secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penckanan dalam

perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan

penganggaran, schingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
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merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang
dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah.
Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan: (1). Merupakan program prioritas
pembangunan daerah Tahun 2024 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-
2024, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas
program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan
tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator
program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah
sebagai berikut: (1). Menentukan rencana penggunaan Kapasitas riil anggaran berupa alokasi
belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan
kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi
pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap
program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung
alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka
waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan
sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi

dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD,
disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses
lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam
penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegialan yang telah
disusun dalam dokumen Renstra-Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam
penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat

Daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan
Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tengah Tahun
2024-2026. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional
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sebagaimana dijelaskan dalam Error! Reference source not found. dan Error! Reference source

not found. :

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah

Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pl Perangkat Daerah
Pembangunan € Penanggung Jawah
1 2 3

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 884.871.849.591 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 35.646.768.692
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 787.810.696.249

800.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

200.000.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

20.584.384.650
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL S UNMIT0.00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 1.700.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 12.500.000.000
CAGAR BUDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 15.000.000.000
PROGRAM PENUNIJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI §,630,000.000
DINAS KESEHATAN,
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 274.952.863.402 | PENDUDUK DAN
BERENCANA KELUARGA
BERENCANA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 117.482.922.697.00

DAERAH PROVINSI
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Perangkat Daerah

Pembangunan e Penanggung Jawah
1 2 3
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 148.219.940.705
MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN 320000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN 1.000.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.000.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 00500000
(KB)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3:900.000.000
DINAS PEKERJAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 845.594.956.271,00 | br R UMAHAN
RAKYAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ———

DAERAH PROVINSI

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(SDA)

23.193.135.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM $9:000.000,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 1 0.000.000
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

::;(;C}::‘A[l;‘l PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN P———
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 20.000.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 100,000,000

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

691.365.857.934

550.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN 2.000.000.000.00
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 500.000.000.00
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Perangkat Daerah

Pembangunan - Penanggung Jawab
1 2 3
DINAS KEBAKARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG %zvu.m gecen
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 40.671.487.965 | Lo ULANGA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT Ipaois
SATPOL PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI o
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 8.887.133.165
KETERTIBAN UMUM
2.394.400.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 14.397.872.200
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
DINAS SOSIAL,
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 111243336373 | PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 6:106.402-367,00
3.000.000.000,00
PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL
16.382.356.151,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
75.154.571.855
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER DAN 3.900.000.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.800.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER
s 2.500.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.800.000.000,00
DINAS TENAGA
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA g:;‘;m i
116.593.336.373,00 G
DAN ESDM
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pagu Perubahan

Perangkat Daerah

Pembangunan Penanggung Jawab
1 2 3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.493.094.477
DAERAH PROVINSI
PRORAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 150.000.000,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14:484.644.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 11.578.000.000,00
650.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
5.350.000.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN 2.050.000.000,00
BATUBARA
1.000.000.000,00
PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU
ety 2.000.000.000,00
71.287.597.89%
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN 1.500.000.000,00
TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 1.050.000.000.00
TRANSMIGRASI
DINAS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN = ﬁgrchm
HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN o S,
PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM 100,000,000,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 600.000.000,00
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
300.000.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
1.000.000.000,00

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pagu P Perangkat Daerah
Pembangunan i Penanggung Jawab
1 2 3
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 16.400.000.000
HAYAT1 (KEHATT)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA 1.000.000.000,00
DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 1.200.000.000,00
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 800.000.000
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT 00.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 29.098.708.903
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.223.143.181,00
DAERAH PROVINSI
DINAS
ADMINISTRASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 14202.732.662 | PAN PENCATATAN
PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN SIPIL,
MASYARAKAT DAN KAMPUNG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KAMPUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 AERAL 5.642.263.918,00
700.000.000,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 5.060.468.744
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL 300.000.000,00
KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 2.500.000.000
ORANG ASL1 PAPUA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS
PERHUBUNGAN 233.393.487.000.00 | by R HUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN AL 000

DAERAH
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pagu Perubahan

Perangkat Daerah

Pembangunan Penanggung Jawab
1 F] 3

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS 30.050.000.000,00
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

100.000.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

91.900.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
DINAS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI KOMUNIKASI,
DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN 55.026.434.413 | INFORMATIKA,
PERSANDIAN STATISTIK DAN
PERSANDIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
AT 3.506,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 6.500.000.000,00
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 37420.434.413
INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
SERTORAL 2.000.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 5.600.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, B gg*;& ‘:&‘;i’iwL DAIJ:i
¥

USAHA KECIL DAN MENENGAH bysrsianpg
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 6.343.000.000
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN 1.100.000.000,00
PINJAM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMEERIKSANAAN 920.000.000,00
KOPERASI
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 980.000.000,00
KOPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN A

PERKOPERASIAN
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Perangkat Daerah
Pembangunan Pagu Perubahan Penanggung Jawab
1 2 3
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 880.000.000,00
KOPERASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 2.500.000.000,00
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
4.052.246.571
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 890.000.000
PERUSAHAAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 1.650.000.000,00
PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 19.155.000.000,00
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN 840.000.000,00
KONSUMEN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 3.950.000.000.,00
INDUSTRI
840.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL 3.135.000.000,00
DINAS
PENANAMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN
MODAL 9321.986.070 | Ly AVANAN
TERPADU SATU
PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
whres e 5.471.730.070
PROGRAM PENGEMBANGAN TKLIM PENANAMAN 250.000.000,00
MODAL
1.400.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 2.050.256.000
PENANAMAN MODAL

172



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pagu Perubahan

Perangkat Daerah

Pembangunan Penanggung Jawab
7 2 3
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 150.000.000,00
INFORMASI PENANAMAN MODAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG :?me ik
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN ’
PARIWISATA 43.694.216.656,00 | OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 4.593.016.656,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA $.500.000.000,00
SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING 19.500.000.000,00
KEOLAHRAGAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
il 101.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
WISATA 5.000.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN 1.000.000.000,00
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 5.000.000,000,00
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DINAS PANGAN,
PERTANIAN,
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN et el e
114.623.261.435 | FERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA 9.360.000.000
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 7.346.178.247
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.226.886.206,00
PROVINSI
527.250.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

173



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Perangkat Daerah

Pembangunan Fogn Parshubun Penanggung Jawab
1 2 3
33.969.349.088

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

7.978.372.920.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 525.000.125,00
PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 31.690.224.849.00
SARANA PERTANIAN

15.000.000.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT DAERAH s | BAERAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 538.048.586.922
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI ————
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI 5.290.000.000,00
DAERAH
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 29.040.000.000,00
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.200.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.370.000.000
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN 7.220.000.000
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN 1.300.000.000
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Perangkat Daerah

Pembangunan * Penanggung Jawab
1 2 3
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI 4.400.000.000
KHUSUS PAPUA
BADAN
URUSAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET 2.145.038.840 | PERENCANAAN
DAN INOVASI : PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN .
AGRAT 21.945.038.849
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 11.790:000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 7.000.000.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.500.000.000
DAERAH
BADAN
PENGELOLAAN
URUSAN PENGELOLAAN
745.683.940.770,00 | PENDAPATAN,KEUA
PENDAPATAN,KEUANGAN, DAN ASET DAERAH NGAN: AN ALET
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
»
s 294.505.401.157
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 431.428.539.613,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
Pati e 11.800.000.000
7.950.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KEPEGAWAIAN BKPSDM

24.855.821.017,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.627.480.317.00
DAERAH

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 9.798.687.700.00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 7.429.653.000,00

MANUSIA
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Perangkat Daerah

Pembangunan ¢ Penanggung Jawab
1 2 3
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT DAERAH S | DAERAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 17.300.244.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 11.600.000.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 4.300.000.000
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BADAN KESATUAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BANGSA DAN
222.274.779.007 | POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.872.264.916
DAERAH
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 20.300.000.000
KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN 10.300.000.000
LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 107.200.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 3.200.000.000
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATANKEWASPADAAN 70.402.514.091
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITAS] PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
UNSUR URUSAN PENDUDKUNG PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DPRD 120.019.207.054,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

68.119.207.054,00
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Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas P Perangkat Daerah
Pembangunan % - Penanggung Jawab
1 2 3
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS 47.900.000.000,00
DAN FUNGSI DPRD
PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 4.000.000.000
RAKYAT PAPUA
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAHAN
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) 137.816.571.563,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.185.646.207
DAERAH
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA 131.630.925.356,00
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

Sumber : SIPD RI Tahun 2024
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Tabel 5. 3 Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

DATA TERLAMPIR
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BAB VII
PENUTUP

Berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya,
RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada
pencapaian arah. tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.
Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2024, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui
pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas
kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta
seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk melaksanakan
program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, secara
sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi
masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara
maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;

2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2024, RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih
lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD)
dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;

3. Dalam rangka sinkronisasi. sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program
dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Papua
Tengah sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan
membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, scbagai dasar pelaksanaan rencana
kegiatan Tahun 2024:

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui
Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG). schingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat
terakomodasi secara baik:

5.  Secara proaktif, BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah wajib melakukan monitoring pengkajian
pelaksanaan RKPD Tahun 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan
pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;

6. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi
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dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan
BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah:

7.  RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Langkah-langkah persiapan dimulai scjak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus
dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi. sinkronisasi,
sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sangat tergantung

kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah

mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal. dan melaksanakan

RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 ini dengan sebaik- baiknya.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK
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